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ABSTRACT 

POLla'iPi HUKEM KEWASAAN PASCA AMANDEMEN 
UNDANGUNDANG DASAR 1945 

Ma'shum ~ h r n a d ' ~ r o f ~ r . ~ a h l a n  ~haib ,~H.~.Si"Hj .  Ni'matul Huda, SH.M.HU~'" 

Penelitjan kepwtzdwm ini bertujmq Pertama, BBagaimana politik hukum 
pembentukan Kekuasaan Kehakunan di Indonesia Pasca Orde Baru. Kedua, 
Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 
1945. 

D a t a y a n g d i ~ d d a m p e n e f i ~ i n i ~ d a t a p r i r a e r d m d a t a  
selcuader. Data primer diambil langsung dari sumber yang menjadi obyek 
penelitian berupa naskah asli UUD 1945, UUD 1945 hasil amandemen satu 
sampai keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan data 
selrunder diperakh dari i x h n - m  kep-n yang bempa buku-buku, iesis, 
disertasi, j m 1 ,  makalah, artikel koran, majalah clan internet yang ada 
hubungamya dengan objek penelitian. Data primer clan data sekunder diatas 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif 

b i i  peldian menmjuMran, bahwa latar behbmg polit& h k u m  
kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 diawali dari teori bahwa 
kekuasaan kehakiman memang bukan merupakan entitas yang hampa dari 
kepentingan-kepentingan politik, karena energi politik bahkan memiliki potensi 
d m  kce- y q  sangai besar unbk me* &emmi 
kekuasaan kehakiman. Boleh dik- bahwa politik mempunyai derajat 
determinasi (pengaruh) yang tinggi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. 
Kekuasaan kehakiman yang bebas clan tidak memihak hanya akan dapat terwujud 
apafida haslya trmduk pada ~-~ h h  yang b e  dan penegwya. 
Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga- 
lembaga politik yang ada dalam sebuah negara, maka akan kehilangan 
legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna. Satu 
W yang pabz dimail di sini anslah bahwa adanya jmhm Lemandirha 
kekuasaan kehakiman akan memuat para hakim merasa lebih nyaman dalam 
melabsanakan tugas-tugasnya. 

Secara sederhana pemahaman tentang politik hukurn kekuasaan kehakiman 
pasta WD 1945, Sddu mmgaSmi p d a h a n  mjadi profendif @-bang 
baik). Di dalam perubahan UUD 1945 sebenarnya telah menggariskan politik 
hukum kekuasaan kehakimannya dalam Pasal24,24A, 24B, 24C, dan 25. Dengan 
kata lain pelaksanaan kekauasaan kehakiman tidak terlepas dari faktor-faktor 
p d e m h g a n  pofitik tefmafllk sistem poi&& ymg ~~ 
ffita Kunci: PoUfiA- RU&ii~-K&uumai~ BreE~u~irrwr~ -Ainui;denm UL/D 1945. 

' Pascasarjana Ilmu H b  Konsentrasi HTN Universitas l s b  Indonesia Yogyakarta 
"akultas ... Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
"' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 



BAB I 

mui TIC m .  KEKUASAAN K E ~ W M A N  PASCA AMANDEMEN 
UNDANGUNDANG DASAR 1945 

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, 

tehh mengalami pasang smut baik &lam gagpan, tabnan maupun 

terapannya. Secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah 

kwtitusionahya, bahwa di Indonesia pernah d i M W a n  beberap 

konstitusi UUD 1945, UUL) RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang 

Undang-UnBang Dasar 1945 h i l  amandemen tahm 1999-2002.' Dahm 

berbagai konstitusi itu Indonesia pemah mengalami atau mencoba menjadi 

Negata S&t (RE) meskipun kemudian kmbati menjadi Republik 

Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlaenter: 

demokrasi terpimpin Ban p e m ~ ~  p r e s i m 3  sampai s e h g .  

Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi 

daar dari pabahan ketahnegaraan suatu negara. Dalam s e j d  

ketatanegaraan suatu negam, konstitusi4 digunakan untuk mengatur dan 

Soewoto Mulyosudarmo. PembrJlanum Ketatanegarmn M e k  Perubahan 
Konstrm, di terbitkan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur Bekerjasama 
Dengan In-trans, Malang, 2004., hlm ix 

Sistem Parlementer, dunana Presiden hanyalah sebagai Kepala Negara sedangkan 
kekuasaan pemerintahannya dilakukan oleh menteri, tetapi dalam sistem ini Menteri 
(p-) ba~mggungiawab kepada Pepada~arlemen sebagai pemegang hiamaan legislati£ 

SiSfem Presidensial, dunana presiden menjadi Kepda Pemerintabm dan terlepas dari 
pengaruh legislatifmaupun yudikM; pemisahan tegas dianut di Amerika Serikat 

Istilah konstitusi berasal dari "constituer" (bahasa Perancis) yang berarti membentuk 
Permasalh istilati konstitusi yang dimaksudkan idah pmbentrrkan suatu negara atau 
menyusun dan menyatakm sesuatu negara Sedangkan isrilah undang-lmdang dasar 
merupakan terjemahan istilah &lam bahasa Belandanya 'Grondwet" perkataan 'ket" 



sekdigus untuk membatasi kekuasan negara. Dengan demikian, dinamika 

ketatanegaraan suatu bangsa atau negara ditentukan pula oleh bagaimana 

dinirmik;r perjdanan sejarah hnstitusi negara yang bersan- Karena 

dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk 

negaranya, sistem kontrol antara k w  negara, jaminan hak-hak warga 

negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antara unsur 

pemegang kekuasaan llegara seperti irehasun pemerintahn (eksekuw, 

kekuasaan legislatif, dm kekuasaan yudikatif5 

Undaug-Undang Dasar 1945~ sebagai konstitusi pertama di Indonesia 

yang disahkan berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 negara Indonesia 

perm& m e d W  dm konstihsi yang bersw sementara (transsisio~), yaitu 

konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) ketika negara Indonesia 

bedmtuk Federasi dan Undang-Undang Dasar Sementm (WDS) tahun 1950 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang, clan "grond" berarti Wdasa r .  
D i W  dari Whjono Prajodikoro, Asas-asas Hukwn Tutu Negara di Indonesza, Dian Rrlkyat, 
Jakarta, 1989, hlm 10. Dalam bahasa Latin, konstitusi mmrpakan gabungan dari dua kata, 
yaitu "cunze" dan "statuere". Cume adalah sebuah preposisi yang berarti '%ersama dengan . . . " 
sedangkan statuere berasal dari kata "sta" yang membentuk kata kerja pokok ?tare7' yang 
bertah kd i r i .  Atas d a w  ih, kata "stutuere" mempunyai arti ''membuat s e s m  agar berdiri 
atau mendirikan 1 menetapkan ". Dengan demikian "~012stzhltro" (bmtuk tunggal) berarti 
menetapkan sesuatu bersama-sama clan "contitusioizes" (bentuk jamak) berarti segala sesuatu 
yang telah ditetapkan. Ni'matul Huda, Lembaga Negara h lam Masa Trasis~ Demokrasi.,UII 
Press, Y ~ , 2 0 0 7 .  hlm 9-19 dht i f  dai Koembnmto S o e t ~ o O  "Konstints~: 
Peng:rtian &nprkembangannyan, Pro Justitih N0.2 Tahun V, Mei 1987., hlm 26 

Scewoto Mdy~sudiirmo. Pembakmuan Ketatanegara an... .Op.,Czt.,hl ix 
Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia yang disahlian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKl) tanggal 18 Agustus 1945, tepamya satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, 
sebenamya mempakan perubahan atas Undang-Undang Dasar basil karya DD-u Zyuinbi 
Tyoosakai atau &lam bahasa Indonesia disebllt dengaa istilah Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga yang dibentuk balateniara Jepang pada 
tanggal 28 Mei 1945. Lihat Joeniarfo, Sejarah Ketatanegaraan RI, Bina Aksara, Jakarta., 
1984., hfm 27 



ketika Indonesia kembali menjadi negara kesat~au,~ deh  karenanya banyak 

memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun sepanjang dua periode (1945- 

1949) dan 1959- 1999) penerapan se1.d~ mengalami penyimpangan dan bahkan 

ketika rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998) tejadi "penunggalan" 

Konstitusi yang seharusnya menjadi panduan dasar dari ketatanegnraan yang 

sebagai konstitusi yang baik, dampaknya adalah runtuhnya "supremasi 

hulnrm" oteh kehasaan dan hukum ad& kekuasaan itu sendiri, sebingga 

nilai sebuah demokrasi seakan-akan terabaikan dengan adanya tangan besi dztri 

penguasa Orde Baru. Dengan adanya reformasi pofitik 1998 yang kemndian 

disusul dengan reformai konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) tahun 1999 

s/d 2092, baugsa Zndonesia te1& me- pwub- ksar dadam bidang 

Sejarah mencatat bdwa sepanjang penerapan Undang-Undang Dasar 

1945 tersebut kkh menampilkan dominasi rezim yang berkmsa. Kemudian 

rnemunculkan gagasan perlunya peninjauan kembali atau pmbahan Undang- 

Undang Dasar 1945 sehgai kelxxmhan sistem k e ~ g a m a  yang demoMs. 

Mengigat bahwa sebagai landasan konstitusional beberapa perumusan dan 

- - - - -  - - - 

7 Muhammad Yamin menyebutnya, @ode konstitusi Sementara RIS disebut Konstitusi 
I1 sejak 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950; dm pada peride Undmg-Undang Dasar 
Sementara di sebut kanstitusi 111 sejak 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Taufiqurrohman 
S y a h h  H u b  Konshtusz, Proses drm Prmdur Perubahun UUD dz Indonesza 1945-2002 
Serta pmbandingmuzya dengan KoMihrsz Negara Lain a? Dtmia., Ghalia Indonesiq Bogor 
Selatan, 2004., hlm 4., dikutif dari Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia, hlm. 127 

8 Ni'matul Huda, Lembaga Negara ... ... Op., Czt., hlm. V 



subtansi Undang-Undang Dasar I945 tefah dengan mudah diinterpretasi 

sepihak oleh rezim yang berkuasa mtuk tujuan melanggengkan kekuasaannya, 

*gga menycbabkan berbagai inisis dalam hhidupan bermasyarakat 

berbangsa d m  ber~~egara.~ 

Gagasan p e m b a h m  atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah 

lama berkembang dm mendaptthan kesempatan ketika terjadi ''ref~ormasi'~ 

politik" yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. 

Setelah her-a re* otoriter Or& Baru pertengahan bhun 1997, 

masyarakat Indonesia masih berada di sekitar pembenahan reformasi politik 

mmju kmmh yang leb& demobatis, oleh karem ity dimasa rcfbrmasi 

menyusul berakhirnya kekuasaan Soeharto, agenda pembahan Undang- 

Undang Dasar 1945 sesuatu yang niscaya Ini @at dqahmi bahwa 

tidak munglun melakukan reformasi politik dan ekonomi tanpa mefakukan 

r&mmi hukum. Rdhmsi hukum pun tkbk mungkiu dilatnikan mipa 

melakukan perubaban terhadap konstitusi (Conshtut~onal reform)." Perubahan 

poiit& yang sangat luar biasa ini menspaisan s&uah femena menarik yang 

ditandai dengan proses demokratisasi di berbagai bidang kehidupan, tidak saja 

Soimin dan Sulaiman, Hubungan Badan Legishhy Dan Yudihhy i f m  Sjslem 
K e ~ g a r a a n  Indonesia, UMM Press, h h h g ,  2004, hlm, 3-4 

10 Menurut arti l d i a h y a ,  ltqhmmi- yang b d  dari bahasa latin re-cfbrmme 
(forma= "bentuk", sedangkan firmare berarti "membentuk") dapailah didefinisikan s e w  
"usaha untuk membentuk ulang". Tetapi dalam perkembanganya yang lebih kemudian, istilah 
"refonnasi " mengimplikasikan suatu unsur dm maha baru didalamnya, yaitu unsuf'koreksi". 
Kala reformasi" tidak lag sebm artinya d a g a i  lrpaya lmtuk membmtuk memformaf ulang) 
s m  strulrtur, yang dilakukan lewat serangkam tdakan korektX SoetadyoWignyosoebroto, 
Hukwn, Paradigma, Metode dan Drnamrka Msalahnya, Elsam dan Hwna, Jakarta, 2002. hlm 
581. Sedangkan kata reformasi dalarn Karnus Besar Hukurn Indonesia diartikan sebagai 
'pbsuttahan s e w a  drastis uutuk perbaikan (bidang sosiai p o w  atau agama) dis- 
masyardat atau negara 

" Barnbang Wdjojanto, Saidi Isra, Marwan Mas, (editor) Komtitusi Barn lMelalui 
Komrsi Ronstimi Ihakpehakn, Pustaka Slnar H a r m  Jakarta, 2002., hlm. xiii 



pada ling3amgan pofitik, tapi juga perubahan paradigma ddam menata 

lembaga antar negara dengan rakyat yang dituangkan dalam konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Perubahan fundamental yang tejadi setelah dilakukannya amandemen 

terbadap Undang-Undang Dam 1945 addah berubahnya struktur dan 

mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, yakni sistem yang bercorak ver&d-hi&s menjadi horizontal- 

hierarkhis. Dalam sistem lama yang digunakan adalah sistem yang bercorak 

v M - h i a  yang lembaga-lembaga negara Mam sistem ketatanegaraan 

Indohesia disusun secara vedkd dan bertingkat dengan Majelis 

Pemusyawaratau F h k p f  (MPR), b& dalam stsufrhlr dan keduddm 

sebagai lembaga tertinggi negara. Di bawahnya terdapat sejrimlah lembaga 

negara diantamya, Presidm Dewan Perwakilan &kyat (DPR), Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA), Badan ktk!&sa Keuangan (BPK), dan 

Mahkamah Agxmg (MA) yang keduddmmya sederajat dan masing-masing 

diberi status sebagai lembaga tinggi negara.12 

tTndang-Undang Dasar 1945 di d a b  penjelasan mum te1ah tertera 

tentang sistm pemerintahan negara dengan tegas menyatakan "negara 

Indonesia her- atas h h  (machrssfaat)". Di seturt3ran jugs dalam 

pemerintahan Indonesia "berdasarkan atas sistem konstitusi ( h u b  dasar), 

tidak k s i f i t  abso1utisme (kekuasaan yang tidak terbatasy'. Menmt Hans 

l2 A. Mukthie Fadjar, Refnnasi Konstiiusi dalam Masa Transisi Paradigmatik., In- 
Trans. Making 2003, hh. 126 



Kelsen, konstitusi negara bisa juga disebut ''hukwn limdamental" negara, yaitu 

dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula beimakna 

norma-nom yang mengatur proses pmbentukan undang-undang, dan 

disarnping itu konstitusi juga mengatur pembentukan dan kompentensi dari 

organ-organ eksekutif dim y u d ~ f ' ~  Asumsi daw dalam tulisau hi, bahwa 

hukum mempakan produk politik sehingga karekter setiap produk hukum akan 

sangat ditentdm atau diwamai oleh imbangnya kekuatan politik atau 

konfigurasi yang melahirkannya. Artinya, pelaksanaan pemerintahan 

negarapun harus difandasi atau sangat dipengdu oleh ketenizm dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 .I4 

~oastitusi'~ ketika dimsun dan diadopsi cendenmg men- 

keyakimn dan kqentingan dominan, atau kompromi anbra keyakinan dan 

kepentingan ymg bermtangan, dimana menjadi karakteristik dari masyarakat 

pada waktu itu.I6 Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti menceritakan keyakinan 

dm kepentingan politik at.iu~ hukum saja. k ~nungkin mencakup kesimpuh- 

kesimpulan atau kompromi-kowromi atas ~laasalah ekonorni dan sosial yang 

ingin dijamin atau di hduflgi dm dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. 

l3 Harks Kelsen, Teori Hukwn Murni, Dasardasar Ilmu Hukum Normat~sebagaz Ilmu 
Hukum Empirik-Deskriptif, Rmdi Press, Jakarta, 1975, hlm 14-3 1 

l4 Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 
1999, hlm. 35 

l5 Konstitusi tidak hanya bergantuag pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh 
kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai 
kewenangan rnelakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan 
melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh 
masyarakat yang dim secara kenegamm. Didam setiap pentbahan konstitusi terdaprlt 
pradigma perubahan itu menjadi "poltik hukum" peerubahan konstitusi. Kesulitannya 
perubahan yang di ingmkan oleh masyadd politik tidak senantiasa sama dengan subtansi 
perubahan yang diinginkan oleh anggota lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan 
pmhghan konstitrsi. Lihat Soewoto IWyosladinm~, Pembaharuan. . .. .Op., Cit., hlm. 39 

KC. Whxire Konshhrsi-Konstihrsi Modern, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003., hlm. 26 



Konstitusi adal& resultan dasi berbagai kefruatan poli* ekonomi dan sosial 

yang berjalan pada waktu pembentukannya. 

Tetapi mengahkan ha1 hi, adasah perlu mengingat f&ta bahwa jiba ingin 

memahami signifikansi konsitusi, kita ham mengerti makna di balik 

mgkapan 'Ycepentingan bersama" dan rakyai". O M  siapa dm atas nama siapa 

sebagian besar konstitusi tersebut disusun, untuk menemukan apa dm siapa 

yang menjadi kekmtan nkma dalam mequsm dm mengadopsikan konstitusi. 

Moh. Mahfud MD, dalam studinya menyatakan bahwa jika ada 

perbnyaatl tefltang hubungan kausaiitas antara hukum dm poiitik atau 

pertanyam tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebalikuya, 

maka paling ti& ada tiga macam jawaban &pat menjehxbmp, sebagai 

"Pertama, hukum detenninan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik 
diatur oleh dan harus tunduk kepada hukum. Kedaa, plitik determinan atas hukum, 
karma hllinun rneruphn fiasii atau b-Jistalisasi dari k&endak-kehendak poiitik yang 
saling berkieraksi dan (bahkan) saling bersakgan. Ketiga, politik dan hukum 
sebagai subsistern kemmyatakatan berada pada @ski yang derajat determinnya 
seimbang antara yang satu dengan yang lain, karma meslupun hukum merupakan 
produk keputusan p o W  tetapi begitu h h  ada maka serrma kegatan p o r n  h m s  
tun& pada aturan-aturan h~laun."'~ 

Dalam studi-nya tersebut, Moh. M W  MD mengambil perspektif yang 

yang terpengaruhi oleh polit& karena subsistem politik memiliki konsentmsi 

energi ymg lebih besar dari pada hukum. 

17 Moh. Mahfud MD, Pergubtm PolitikHuhm di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media, 
1999., bim. Xi-xii 



Tulisan hi, dikonstruksikan secara a h d m i s  dengan menggunakan 

asumsi bahwa &lam realitasnya, politik itu determinan atas h u h .  Den- 

fokus studi pada Indonesia di masa transisi demoicrasi @asca refonnasi 11998). 

Dengan menguat perkembangan tolak tarik antara politik dan hukum yang 

terjadi pada masa itu dan bagaimma pengaruh dalm proses penxkhm 

Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam mengatur mengenai kekuasaan 

k e h a b a m  Dari sudut akademis seknamya teM lama ditemukan bahm 

perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu 

d~~ karma memuat sejumtah kdemahipn yang menyebabkm tamphya 

pemerintahan yang tidak demokratis. Hanya saja temuan akademis itu selalu 

saja berbenturan dengan reaiitas pug menolak bahkan menganamya. 

Narnun setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, pandangan akademis ini 

ma& kedaim wacana politik dm dit- pula ol& pandangan plitik 

sebagian terbesar pohtik sehngga sod atnandehlen ini menjadi culcup 

l a n w  mtuk mqpg&dakan di &dam sidang mum Majeh 

Permusyawamtan Perwakilsin (MPR) sebagai lembaga yang krwenang 

meI*mya. Hd ini memb* kondisi objektif masyardat dan 

konfigurasi politik yang ada, mendmng terjadinya perubahan p e n a h  dan 

~ r ~ s i  t e h d a p  komthsi secara radikad ymg pada akhhya akan 

membentuk karakta produk hukurn yang mencirikan bentuk dari lcristalisasi 

polit& dan konfigurasi png ada. Sehingga dalarn pembentdum prod& hukum 

selalu terjadi tolak tarik kepentingan baik antara eksekutif dan legislatif 

Konfigurasi poZi& krhadap Undang-Undang Dasar 1945 sangat berpengamh 



krhadap kelwsam kchkima, sehingga kedudukan dan fungsi ataupun p m  

dan demikian pula derajat otonomi atau kemandirian kekuasam kehakiman 

sangat &tentdm okh model atau jenis koni5gmsi poiitik yang menjadi basis 

pijakannya. Dengan kata lain pelaksanaan kekuasaan kehalriman tidak terlepas 

dari fkkta-Mctor perkemhgan politik tennasujs: sistem politik yang 

diterapakan.18 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenamya telah 

mengganskan politik hulnun ke- fo=1 ' ' ya Mam Pasd 24 4 25. 

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

M a d  Agung (MA) dm lain-fain 3a.da.n K e h a h m  menurut mdang- 

~ n d a n ~ . " ' ~  Kemudian ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakq "syarat-syarat un@ menjadi dan untuk dikrhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang." Kedua pasal tersebut diberi 

penjeiasan sebagai berikut: "kekuam kehakiman idah k e h a s m  yang 

merdeka, artinya terlepas dari penganth kekuasaan pemerintah. Berhubungan 

dengm itu, barus diadakan jdmhan ddam undw-mdang tentang kddukan 

para hakim".Setelah amandemen ketiga terhadcip Undang-Undang Dasar 1945, 

kdcwam kehakiman .tetap m d a p a b n  tempat ymg sangat sdmtzgis, 

dimana kekuasam kehakiman merupakan kekuasam yang mer&ka yang 

dilakuac;an oieh sebd  Mahhmah Agmg dan badan peradih p u g  berada 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan urnurn, lingkungan peradilan agama, 

linghmgan peraddan militer, linmw paaddan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi, mtuk menyelenggarakan peradilan guna 

Benny K. Hanoan Konjgurasi PoIitik dun Kekuasaan kehakiman Di Idonesi4 
Elsam Jakarta, 1997., hlm 10 



negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah juga syarat yang 

tak terpisahkm (indispensable) bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara 

dengan sistern konstitusional dan negara berkedaulatan rakyat.20 

Dalam sebuah simposium yang diselenggarakan oleh Universitas 

Indonesia pada tahun 1966 tentang "Indonesia Negara Hukum" mmcul 

pemikiran akan penthgnya menciptakan peradilan yang bebas meMui 

pengangkatan hakim yang objektif dan independen. Simposium ini pada 

mengenai konsep atau pun sistem dari peradilan yang beba~.~ '  

Gagasan h i  tamp- ddatar b e l a @  oleh persodan W s m e  yang 

terjadi dalam dunia peradilan lcita, tmtama dalam persoalan pengangkatan 

hakim yang masih begitu m-buka rnem-an k m p a t a n  bagi pihak 

eksekutif untuk mengintervensi dunia peradilan dengan kewenangannya dalam 

Kemudian kalau ditelusuri lebih lanjut, tentang kekuasaan kehakiman 

yang merdeka daiam arti krlepas dari pengar& k-11 pemenntah, juga 

ditegaskan kembali, baik dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Bagir Manan, k e k s a a n  kehakimn Di Indonesia Sejak kembali ke ULD 1945, 
"dalam Ketatanegarmn Indonesia Dalam K e h i h p n  Pol~tik Indonesia 30 Tahun Kembuli ke 
U W  1945, cet. 1, disunting okh Sri Soemantri dan Bintan R Saragib, Pustaka Sinar harapan, 
J&T& 1993., hlm 268-269 

Sudilcno Mertokusumo, Sejuruh Perudilun dan Perundang-Undangan di Indonesia 
Sejuk 1942 dan Apakah Kemanfaafannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, cet ke-2 Liberty, 
Yogyakarta, 1983, hlm. 224 



tentang Mahkamah A ~ w ~ . *  Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan: "kekuasaan kehakiman 

adahb ke- negara yang merdeka mtuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggarauya n e w  h h  Republit< Indonesia. 

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahuu 2004 memuat 

beterangan yang kbih tegas m&mg adanya kemerdekaan badan-badan 

peradilan. Dikatakan bahwa "kekuasaan kehakiman yang merdeka 

mengdmg pmgertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari 

campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudkial, kecuali dalam hal-ha1 

sebagaham disebuhn dahm Undang-Umhg Dasar Republik Indonesia 

1945. 

Dari uraian diatas jelas bahwa baik secara konstitusional maupun 

beTda& h h  positif yang beriaky terdapat jamin;an ymg kuat terbadap 

kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dalam melaksanakan tugas 

dm wewaagnya mtuk menegakan hukum d m  kaddau. 

Sebagai suatu negara hukum sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu 

negara hukum harus dihormati d m  dijunjung tinggi. Saiah W y a  di-ya 

p b i p  peradilan yang bebas dan ti& memihak. Tolak ukumya dari 

k e k u m  kehakiman yang maudiri &lam menjahkan pe& dapat dilihat 

dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fiingsi dan 

- - 

22 'Barnbang Suriyoso, Sri Hastuti Puspitasari A s p e k a - k  Perkembangan Kekuasaan 
KehaRman di Indonesia, ULI Press, Yogyakarq 2005, hlm. 11 



wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan 

perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan 

Menurut Yusril Ihza Mahendra, nunusan-rumusan Undang-Undang Dasar 

1945 yang berisi jaminan kemerdekaan kekuasaan kebhnan  itu terlalu 

singkat. Hal itu menjadi salah saw ciri perurnusan pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar 1945, yang disatu p M  merupakan kelmdamp, m u n  dip- lain 

mungkin pula menjadi kelemahannya. Karena sebagaimana ketentuan 

dibidang lain, dibidang peradilanpun, Undang-Undang Dasar I945 

menyerahkan pengaturannya lebih lanjutnya kepada Undang-undang. 

Sedangkan uadang-undang, dilht  dari sudut polit& adatah prod& poiitik 

dari pertarungan kekuatan-kekuatan yang bersaing, baik di dalam tubuh 

pemeriutahan, DPR mupun kebtan&elruatan di luarnya yang berperan 

sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penelcan. Dengan dernikian, 

ianjut Yusrri, produk perundang-undangan pada umumnya akan 

mencerrninkan kehendak dari kekuatan politik yang paling dorninan, meskipun 

di Mamnya sangat mungkrn akan mengandung musan-nunusan yang 

bersifat k~m~romis t i s .~~  

Dari paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di 

Indonesia beium dikatakm man- karena dalam sktem pemerinbhan 

23 Ibid., hlm. 1 1 
24 Ibid. hlm 12-13. Dikutip dm Yusril Ihza Mahendra, Adakah Kemerdekaan Kekuasaan 

Kehakiman?. Makalah Seminar Nasiond Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistern 
Peradilan di Indonesia di UNDIP, Sernarang, Tanggal 20 Nopernber 1996, hlm. 3 



Indonesia paradigm yang terjadi adalah admya pemusatan kekuasaan negara 

pada presiden, disamping presiden memegang kekuasaan eksekutif juga 

memegang kekuasaan legidatif dan yudikatif atau dapat di katakan adanya 

executive heavy dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Sepanjang sejamh Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakan h b  

memang tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturalnya. Fungsi 

dan peran hukum saugat dipengamhi dan kerapkali di intewensi oleh k e h t a n  

politik. Di Indonesia, konfigurasi politik berkembang melalui tolak tarik anbra 

. yang demokratis dan otoritam, sedaagkan karekter prodak hukumnya 

men- dalam tolak tarik yang responsif dan konservatif. 

Keamdenmgan bahwa produk hukum adahh bent& kristaEsasi 

kepentingan politik yang ada, dan tidak bisa di pungkin, kondisi transisi 

demokrasi di Indonesia memang banyafr seM perubahan arah t e r w  

bentuk clan kamkteristik produk h u h  Indonesia sekaraug Bahkau 

ddam kmyammya, proses pogtik dm proses ekonomi itu-lah ymg 

mengendalikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman 

harus tunduk pada tuntwan-tuntmm politik dan kepentingan ekonomi. b l a h  

sebabnya rnengapa terjadi kesenjangan antara tuntutan ideal mengenai 

k h a a n  kefiazriman (&s SoIIen) dan pelaksanaannya d a b  praktek 

ketatanegaraa Indonesia (das ~ e i n ) . ~ ~  

25 Moh Mahfud MD. Pergulaan ... Op., Cjt., hh. 62 
26 Safjipto Rahardjo, Perkembangan Pedekatan Ilmu Sosial Dahm m a n  Hukum, 

(makalah disampaikan pada penataran pendekatan IImu Sosial dalam Kajian Hukum, 
Cipayung, Bogor, 10-19 Februari 1992), blm 4-6 



Permasalahan tersebut dipilih karena danya konstalasi bahwa otonomi 

hukum di Indonesia cendemg lemah terutama jika berhdapan subsistem 

poiitrb; tegasnya konsentrasi energi poiitik. O1eh karena itu penulis tertarik 

untuk mengkaji Politik ~ u h m  Kekuasaan Kebakiman Pasca Amandemen 

Undang - Undang Dasar 1945. 

Adapun nunusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut; 

a. Bagaimana p o w  hukum pembatukan Kekuasaan Kehalciman di 

Indonesia Pasca Orde Baru ? 

b. Bagaimana K b a a n  Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang 

D a m  1945 ? 

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian secara kritis melalui 

pendeka& H b  Tata Negara s e b e h  dan sesudah pembahan Undang- 

Undang Dasar 1945. Dengan berangkat dari sistem politik hukum Indonesia, 

maka pendis mencoba membuka kembali =jarah masa lampau kekuasaan 

kehakiman di Indonesia, dalam ha1 ini peneliti mengarnbil studi penelitiannya 

dalam poiitih hukum kekuasaan kehakiman yang juga merupakan d a b  satu 

bagian dari lembaga tinggi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh 

Undaug-Undang Dasar 1945. 



D. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Negara Hukum 

Berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang dijadikan objek kajian 

tulisan hi, penting untulr dilakukan eksplorasi terhadap berbagai teori dan 

doktrin di bidang hukum ketatanegaraan dan mengenai kekuasaan 

kehakiman yang sampai pada saat ini masih dijadikan suatu pennasalahan 

yang tidak pernah akan usang dikalangan akademis maupun praktisi 

hukum, karena hukum merupakan alat untuk membatasi kekuasaan, 

sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi melalui h u b .  

Latar belakang sejarah lahirnya konsep negara hukum (rechtsstaat) 

pada abad ke 19 d~ Eropa Kontinental, seiring dengan gagasan demokrasi 

konstitu~ionil.~~ Pertma kali cita negara hukum ini dikemukakan dalam 

abad XVII di Inggris dan merupakan latar beuang Revolusi 1 6 ~ 8 . ~ '  Hal 

ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. 

Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang 

erat dengan s e j d  dan perkembangan masyarakat dari s u m  bangsa, 

sehingga pengertian dari unsur-unsur dan suatu negara hukum piid 

berbeda pula. Lawan dan negara fiukum adalah kekuasan, sehingga bagi 

penguasa perlu adanya suatu batasan kekuasaan dalam konstitusi, agar 

'' S.F. Marbun, Peradilan Administrmi dan Upaya Administrasi di Indonesia, tm Press, 
YogyabQ 2003, hlm, 1 1  

2g Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- 
Unsurnqn, UI Press, 1995., hlm. 1.  Dikutip dari Paul Scholten, Verzamelda Geschrzjen; 
Zwolle, N.V. Uitgevers Maatschhappij, W.E. I. Tj& Willink, 1949, blm 323 



tidak terjadi penyelewengan kekua~aan.~~ Adapun Plato mengatakan 

bahwa arti yang lebih tinggi dari pada hukum adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik ialah yang diam oleh h~kum.~'  

Cita Plato dalam nomoi ini dilanjutkan oleh muritnya Aristoteles 

yang mengatakan bahwa, suatu negara yang baik ialah negara yang 

diperintah dengan konstitusi clan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan; 

aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga 

dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau 

hukum tersebut, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab 

itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang 

baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak ~ e l a y a h y a . ~ ~  

Dikemukakannya juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi, yaitu perfama, pemerintahan dilaksanakan untuk 

kepentinmgan umutn, kedua, pemerintahm dilaksanakan menurut hukum 

yang berdasarkan ketentuan-ketentuan mum, bukan hukum yang dibuat 

secara sewenang-wenanga yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; 

ktigu, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang 

dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan, 

seperti yang d i l a k b  pemerintaban despotis. Pemikiran ini jelas 

29 Bid., hlm. 3 
30 Plato, Republik (New York: The Modem Library) hlrn. 70 
31 J.H. Raper, Filsafat PolitikAristoteles, Rajawaki Press, Jakarta, 1988, hlm. 10 



sekali merupakan kelanjutan dari cita pemikiran Plato yang merupakan 

cita negara hukum yang dikenal s eka ra~g .~~  

Perkembangan ketatanegaraan selanjutnya, dimulai pada abad XIX, 

beberapa negara mulai memasuki gagasan-gagasan pokok tentang konsep 

negara hukum yang dinunuskan dalam konstitusi, maka timbullah istilah 

negara hukurn atau rechts~taat.~~ Konsep negara hukurn mengalami 

perubahan yang berbeda-beda. Immanuel  ant,^ memberikan gambaran 

negara hukum sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya 

menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai 

kemakmuran rakyat, negara tidak boleh campur tangan. Negara hanya 

sebagai nachtwachkerstaat. 

Sementam Friedman melihat negara hukum dalam dua ar t i  yaitu 

formil dan matieril. Arti formil, dimana kekuasaan umum yang teroganisir 

(organize public power). Maksudnya setiap organisasi hukum atau 

organisasi negara rnempmyai hukum. Sedangkan arti mated (ideological 

sense), yaitu hukum atau UU yang bisa diukur atau dinilai apakah baik atu 

tidak baik, adil atau tidak adil. Pada negara hukum liberal atau negara 

hukum dalam arti sempit, orang hanya mengenal yang penting, yaitu; 

32 Azhary, Neguru H u h  ... ... Op., Cit., hlm 5 
33 0. Notobamidjojo, hhkna Negara Huhm, Penerbit Kristen, Jakarta, 1970., hlm. 27 
34 Nukthoh Arbwie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Konstitusi a h  

Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berhurkan 
UUD 1945, editor Mursyd, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2006., hlm. 14' 



1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

2. Pemisahan kekuasaan. 

FJ. Stahl mengkonsepsikan negara hukum sebagai negara 

kesejahtraan atau welvaarstaat (Belanda), soclal servise state (Inggris). 

FJ Stahl juga menyebutkan beberapa elemen dari negara hid~um,~~ antara 

lain: 

1. adanya jaminan atau hak dasar manusia; 

2. ada pembagian kekuasaan; 

3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peratwan hukum; 

4. adanya peradilan adminisb-asi negara. 

Belum terdapatnya kesamaan pendapat mengenai pengertian negara 

hukum di antara para sarjana, akibatnya di Eropa d i k e d  dua tipe paham 

negara h u l ~ u m , ~ ~  yaitu: 

1. Tipe anglo saxon (Inggris, Amerika) yang berintikan rule of law 

2. Tipe Eropa Icontin& (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), 

yang berdasarkan pada kedaulatan hukum {rechtssouvereinitet). 

Jadi berintikan rechtsstaat (negara hukum). 

35 Didi Nazmi Yunus, Konsep Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 24 
36 C.S.T. Kansil, Hukum Tala Negara Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1986, 

hlm. 83 



Dmgan demikim negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen 

ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaan dan batang tubuh 

atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tidak ditemukan ketentuan 

yang secara tegas memuat pernyataan, bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak 

berdasarkan kekuasaan semata {machstaat) ditemukan pada Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 . ~ ~  Hal ini telah diatur secara tegas dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Di dalamnya 

terkandung adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dau 

konstitusi yang memisahkan dan membatasi kekuasaan. 

Dari penjelasan diatas, istilah rechtsstaat dan the rule oj law selalu 

dikaitkan dengan konsep pengalam hukum sebab konsep itu tidak lepas 

dari gagasan untuk memberi pengalaman dan perlindungan terhadap hak- 

hak asasi manusia. Tetapi s ebemya  antara rechtsstaat dan the rule of 

law itu mempunyai latar belakang dan perkembangan yang berbeda, 

meskipun pada intinya sama-sama mengingmkan periindungan bagi hak 

37 S F. Marbun, Peradzlan Op.,Cit., hlm. 11. Istilah Rechtsstaat adalah sebutan bagi 
negara hukum di negara-negara Eropa Barat. Sedaugkan di mgara-negara Anglo Saxon 
(Ingris, Amerika dan negara-negara lain yang mengikuti pola bemegaranya) negara hukum 
disebut dengan istilah teknis Rule Of law. Perbedaan mendasar antara keduanya konsep negara 
hukum yang berlaku di kedua sistem hukum tersebut diuraikan degan sangat jelas dalam 
Azhary, Negara Hukum ... Op,, Qf., hlm, 30-34. Azhary selanjmya mengatakan negara RI 
memenuhi persyaratan sebagai negara hukum baik diukur menurut konsep Eropa Kontinental 
maupun menurut konsep Aglo Saxon. 



asasi manusia (HAM) melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan 

tidak me~nihak.~" 

2. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia 

Kekuasaan dikenal adanya p ~ s i p  pemisahan kekuasaan (separation 

of power). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan 

pemisahan kekuasaan negara (suparation of power) yang dikembangkan 

oleh seorang sarjana Perancis bemama Montesquieu. Menurutnya, 

kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi legislatic 

eksekutif clan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran 

lembaga parlemen atau "legislahrre" fimgsi eksekutif dikatakan dengan 

peran pemerintahan dan fungsi yudikatif dengan lembaga, peradilan.39 

Tetapi dalam praktek, teori Montesquieu ini oleh sebagian sarjana 

dianggap utopis, ha1 ini terbukti karena kenyataan bahwa tidak satupun 

negara di Eropa, dan bahkan Perancis sendiri yang tidak menerapkan teori 

itu seperti yang m u l a  dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh para sajaaa, 

negara yang dianggap paling mendekati ide Montesquieu itu hanya 

Amerika Serikat yang memisahkan fungsi-fungsi legislatic eksekutif dan 

judikatif secara ketat dengan diimbangi mekanisme hubungan yang saling 

mengendalikan secara seimbang. Jika dikaithan dengan prinsip demokrasi 

atau gagasan kedaulatan rakyat, maka dalam konsep pemisahan tersebut 

38 Azhary, Negara Hukm ... Ibid, hlm 11 
39 Miriam Budiardjo, m a r - m a r  Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2002, hlm 16 1 



dikembangkan pandangan bahwa kedaulatan rakyat, maka dalarn konsep 

pemisahan tersebut dikembangkan pandangan bahwa kedaulatan yang ada 

ditangan rakyat dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan ke dalam ketiga cabang 

kekuasaan negara itu secara bersamaan agar ketiga cabang kekuasaan itu 

dijamin tetap berada dalam keadaan seimbang diatur pula mekanisme 

hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain yang bisa disebut 

dengan prinsip 'checks and balances'.40 

Dalarn perkernbangannya, penerapan konsep pemisahan kekuasaan 

itu meluas ke seluruh dunia dan menjadi paradigma tersendir dalam 

pemikiran mengenai susunan organisasi secara modern. Bahkan, ketrka 

Undang-Undang Dasar 1945 dulu dirancang dan dirumuskan, pemahaman 

rnengenai paradigma pemikiran Montesquieu ini juga diperdebatkan di 

antara para anggota Badan Penyelid- Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPIU). Mr. Soepomo termasuk tokoh yang sangat meyakini 

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu menganut ajaran 

pemisalhan kekuasaan menurut pandangan Montesquieu itu. Itu sebabnya, 

dalam pemahman banyak sarjana hukum kita, seringkaii dikatakan 

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah menganut paham pemisahan 

kekuasaan (separation of power), melainkan menganut ajaran pembagian 

kekuasaan (divrsron ~ f ~ o w e r ) . ~ '  Ketika Muhammad Yamin mengusulkan 

agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk rnelakukan judicial 

Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pernerintah dan Parlemen Dalm Sejarah, Ul 
Press, Jakarta, 1996, hlm 18 

41 Jimly Asshiddiqie, Penganrar I l m  Huhm Tata Negara, Jilid I1 Konstitusi Press, 
Jakarta, 2006, hlm 14 



review terhadap materi undang-undang, Soepomo menolak usulannya 

juga dengan menggunakan logika yang sama, yaitu bahwa Undang- 

Undang Dasar 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, 

sehingga Mahkamah Agung tidak mungkm diberikan kewenangan 

menguji materi undang-undang yang merupakan produk lembaga lain.42 

Sebenamya, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu 

sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan 

(separation of power) yang secara akademis, dapat dibedakan antara 

pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep 

pemisahan kekuasaan (Separation of power) itu juga mencakup 

pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah 

"division of power" (distribution of power). Pemisahan kekuasaan 

merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, 

kekuasaan negara dapat dibagi keddam beberapa cabang kekuasaan yang 

dikaitkan dengan h g s i  lembaga-lembaga negara krkntu, yaitu legisla* 

eksekutif, dan yudikatif Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan 

(distributzon of power atau divison of power) kekuasaan negara dibagdcan 

secara vertical dalam hubungan a tas -ba~ah .~~  

Di lingkungan negara federal seperti Amerika Serikat, istilah 

"distribution of powe? itu biasa digunakan untuk menyebut mekanisme 

pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Di 

42 Zbid., hlm. 19 
43 Zbid., hlrn. 20 



negara yang berbentuk kesatuan (unitaly state), pengaturan mengenai 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah juga disebut “distribution 

of poweP atau "diviszon of powe9'. Oleh karena itu, sebelum Undang- 

Undang Dasar 1945 diarnandemen dengan perubahan pertama, 

keseluruhan aspek kekuasaan negara dianggap terjelma secara pen& 

dalam peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sumber 

kekuasaannya berasal dari rakyat yang berdaulat. Dari majelis inilah 

kekuasaan rakyat itu dibagkan secara vertikal kedalam h g s i - h g s i  

lembaga tinggi negara, yaitu lernbaga kepresidenan, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Apabila kita 

mengkhususkan perhatian kepada fimgsi-hgsi legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif, maka di samping MPR, Eta juga perlu membahas keberadaan 

lembaga-lembaga Presiden, DPR dan MA. Semen- itu, BPK lebih 

menyangkut fungsi "ver$katzfahntaatlf' yang lebih dekat dengan fimgsi 

DPR, sedangkan DPA menyangkut fimgsi "korzsziltatig' dan "advisoly" 

yang lebih dekat ke h g s i  PresidenJWakil Presiden. 

Dalam rangka pembagian fugsi legislatif, eksekutif dan yudikatif 

tersebut, sebelum diadakan perubahan pertama terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945, biasa dipaharni bahwa hanya h g s i  kekuasaan yudikatif 

sajalah yang tegas ditmtukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri 

oleh cabang kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan 

lembaga eksekutif, juga ditentukan memiWi kekuasaan membentuk 



undang-undang, sehingga dapat dikatakan memiliki h g s i  legislatif dan 

sekaligus fimgsi eksekutif Kenyataan inilah yang menyebabkan 

munculnya kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat 

disebut menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) 

seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh karma itu, di masa 

reformasi ini, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan 

Presiden dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas 

antara fimgsi legislatif dan eksekutif itu. Fungsi legislatif dikaitkan 

dengan fimgsi parlemen, sedangkan Presiden hanya memiliki fungsi 

eksekutif saja. Pokok pikiran demikian inilah yang mempmgaruhi jalan 

pikiran para anggota MPR, sehingga diadakan Perubahan Pertama 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas kekuasaan DPR di 

bidang legislatif dengan mengubah nunusan Pasal5 ayat (1 ) dan Pasal20 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya perubahan itu, 

berarti fungsi-fungsi legisae eksekue dan ydkatif telah dipisahkan 

secara tegas, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat lagi 

dkatakan tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan dalam arti 

h~rizontal .~~ 

Di pihak lain, cabang kekuasaan kehakiman yang berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mernang ditentukan harus mandiri 

makin dipertegas agar benar-benar terbebas dari pengaruh Pemerintah. 

44 Jimly Asshiddiqie, Makalah Nasional Tentang "Otonom~ Daerah Dan Parlemen 
Daerah", Jakarta Sekretariat Jenderal MPR-R1 dan Fakultas Hukurn Unversitas Indonesiq 
hlm. 24-26 Maret, 2000. 



Untuk mempertegas hal ini, Ketetapan MPR Nomor. X/MPR RI 1998 

Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Sebagai Haluan Negara 

telah menentukan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang independen, 

bersih dan profesional dengan mernisahkan secara tegas antara fungsi 

yudikatif dm eksekutif Atas amanat ketetapan inilah kemudian 

pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang akhirnya 

disetujui oleh DPR-RI menjadi Undang-undang Nomor. 35 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan ~ e h a k i m a n . ~ ~  

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 inilah 

dualisme pembinaan peradilan yang menjadi keluhan banyak ahli hukum 

dihentikan clan pembinaan peradilan dikembangkan menjadi satu atap di 

bawah Mahkamah Agung. Selama masa, baik Orde Lama maupun Orde 

Baru, praktek penerapan prinsip kernandhian kekuasaa kehakiman itu, 

harus diakui belum pernah memperoleh momentum untuk diprakkkkan 

dengan sungguh-sungguh dengan tetap memperhatikan keragaman sistem 

hukum yang berlaku. Sekarang, setelah reformasi, barulah kesempatan 

kita terbuka. Oleh karena itu, di masa-masa mendatang bangsa kita 

memiiiki segala peluang yang terbuka untuk menerapkan prinsip 

pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudhtif  secara tegas. 46 

45 lbid hla 8 
46 Ibid hlm. 25 



Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu membagi 

kekuasaan dalarn fungsi-hgsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

sehingga dalam pandangan Montesquieu menaruh perhatian yang sangat 

besar terhadap kemerdekaan kekuasaan yudikatif4' Argumentasi yang 

dikemukakan pemikiran ini adalah bahwa kekuasaan yudikatif yang 

merdeka, secara maksirnal dapat melindungi hak-hak warga negara dari 

kekuasaan yang despotis. Dengan demikian perbedaan konsep antara John 

Locke dan Montesquieu semata-mata terletak pada poros kekuasaan yang 

ketiga yaitu, federatif dan yudikatif. Montesquieu meletakkan kekuasaan 

federatif (keamanan dan hubungan luar negeri) sebagai bagian dari 

kekusaan eksekutif dan badan yudikatif (kehakiman) atau peradilan 

sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan John Locke 

sebaliknya, meletakkan kekuasaan federatif sebagai kekuasaan mandiri 

dan kekuasaan yudikatif merupakan bagian dari kekuasaan ek~ekutif.~* 

Montesquieu mengatakan sebagai berikut: 

"Kalau kekuasaan legislatif dan eksekutif itu disatukan dalam satu organ 
atau satu badan penguasa maka tidak akan ada kemerdekaan. Akan 
merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, 
apakah terdiri dari kaum bangsawan atau rakyat jelata, diserahi kekuasaan 
untuk menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan 
membuat undang-undang rnenyelenggarakan keputusan-keputusan urnum 
dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-indi~idu".~~ 

47 Moh MahfUd MD. ''Demokrasi dalarn Strukhn Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", 
Mahkarnah Agung Puncak Kekuasaan K e h h a n .  Artikel dosen-desen tetap jurusan tata 
negara fakultas hukum UII. Disertai berbagai peraturan perundangan yang berkaitan 
Mahkamah Agung RI, Jumal Hukum Tata Negara Fakultas Hulaun UII, Yogyakarta. 1987. 
hlm 4 

Ibid. hlm 4 
49 Benny K Harman, Konjgurnsi Politik ... ... Op., Cit., hlm 49-50 



Apabila kekuasaan kehakunan digabungkan dengan kekuasaan 

legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam 

suatu kendali yang dilakukan secara semena-mena. Di lain pihak, kalau 

kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim 

mungkm akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Jadi tinjauan 

dari ajaran pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang mandiri dan 

merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan clan mencegah 

kesewenang-wenangan. 

Dalam doktrin Trias Pditica, baik dalam pengertian pemisahan 

kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang 

adalah kekuasaan yudikatif dalam negara hukum hams bebas dari campur 

tangan badan eksek~ t i f .~~  Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif 

dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan 

serta menjamin Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Melalui asas kebebasan 

kekuasaan yudikatif dibarapkan keputusan yang tidak memihak dan 

semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta 

hati nurani hakim dapat diwuj~dkan.~~ Dengan demikian, kekuasaan 

yudikatif atau kekuasaan ke- mempunyai peran yang sangat 

penting karena memegang kekuasaan untuk menangani dan 

50 Miriam Budiardjo, Dmar-Dmr ... Op., Cit., hlm. 227 
51 [bid, hlm 228 



menyelesadsan konflik yang terjadi dalam kehidupan suatu negara dalam 

segala d e r i ~ a s i n ~ a . ~ ~  

Konsekuensi dari paham kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah 

adanya pembagian kekuasaan antam cabang-cabang kekuasaan legislatif, 

eksekutif, dan yudisial. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat dm 

sistem presidensial yang berlaku pasca amandernen UUD 1945, negara 

Indonesia menganut pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran Tnas 

Politika yang me-nganut pemisahan secara tegas anbra legislatif, 

eksekutif, dan yudisial yang bertujuan untuk melindungi kebebasan. Trias 

Politika yang berasal diui ajaran Baron de Monksquieu (1689-1755) dan 

berlaku dalam sistem presidensial menghendaki pemisahan kekuasaan 

baik kelembagaan, fungsi, maupun personel, selmgga terjadi mekanisme 

pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang bersifat 

resiprokal di antara ketiga cabang pemerintahan t e r~ebu t .~~  

Dalam konteks itulah kekuasaan kehakiman merniliki kemerdekaan 

dari segala macam pengaruh dan intervensi cabang kekuasaan lain, baik 

legislatif dan eksekutif. Dalam the Federalist, Alexander Hamilton 

menyetu3ui pendapat Montesquieu yang menyatakan, "there is no liberty, 

if the power of judging be not sepa-rated from the executive and 

52 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Penerbit Elsam, Jakarta 
2004, hlm. 46 

53 Andrew Vincent, Theories of the State, Oxford: Basil Blackwell, 1987, him,. 102 



legislative Menurut David Currie, ungkapan Hamiton itu 

menjelaskan, bahwa "Judicial independence was essential to ensure the 

impartial admznistration of justice and to enable the courts to act as a 

check on other branches of ".55 Jadi, kekuasaan kehakiman 

yang merdeka pada dasarnya merupakan perwujudan dm mekanisme 

pengawasan dan keseimbangan yang bertujuan untuk melindungi 

kebebasan. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kekuasaan kehakiman yang 

merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berlandaskan sistem 

demokrasi dan negara hukum. Kekuasaau kehakiman yang bebas dm 

tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dan pengaruh kekuasaan 

eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya. 

Sebagaimana telah disinggung di atas, kekuasaan kehakiman merupakan 

instrumen penting untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankm 

keadilan yang merupakan salah satu mur yang sangat penting d a b  

demokrasi. 

Dengan demikian, apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara 

telah tdrooptasi oleh kekuasaau lain di luarnya atau telah memihak pada 

pihak-pihak tertentu, maka dapat dipastikan negara tersebut tidak 

demokratis. Dalam konteks ini, hams dibedakan antara apa yang disebut 

54 Alexander Hamilton, The Federalist No. 78, Tersedia: http:,'I www. consiituiion.orgi' 
fiJederal78. htm. Dikutip 5 Nopember 2005. 

55 David P Currig, ''Sqaratin~ JudsiJ Power," &dm l a w  and Contempr~ry 
Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998, hlm 10 



dengan kemerdekaan kekuasaan kehakunan (judicial independence) 

dengan ketidak berpihakan para hakim (impartjality of judges). 

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merujuk pada kemerdekaannya dari 

campur tanggan pemegang kekuasaan lain dalam persoalan-persoalan 

kehalurnan. Sedangkan ketidak berphkan para hakim berkaitan dengan 

kemampuan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa 

adanya keberpihakan terhadap perseorangan dan melawan orang lain. 

Oleh karena itu, lembaga peradilan yang independen dipaharni 

sebagai tidak adanya pengaruh yang datang dari pihak ketiga atau 

lembaga lain di luar kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan. 

Dimana, putusan hakim lahir hanya atas dasar korelasi fakta-hkta yang 

muncul dalam persidangan clan keterkaitannya dengan hukum yang 

berlalsu. 

Ketidak berpihakan (Impartiality) kekuasaan kehakiman tidak hanya 

ketiadaan biasa atau kecurigaan tertentu khadap hakim saja, melainkan 

juga berlaku bag- hal-ha1 berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan 

lain seperti pandangan politik dan agama yang dianut oleh hakim. Oleh 

karena itu, berkaitan dengan ha1 ini, J.A.G. Griffith mengatakan; 

"Impartiality means not merely absence bias or prejudice in the 
judge, but also the exlusion of relevant considerations, such as his 
political or religious views. Individual litigants expect to be beard fairly 
and fully and to receive justice. Essentially, this view rests on an 
assumption ofjudicial neutrality".56 

56 J.A.G. Gnff~th, The Politics of the Judiciary, 44'h edition; London: The Fontanta Press, 
1991, hlm 269 



Kekuasaan kehakirnan memang bukan merupakan entitas yang 

hampa dari kepentingan-kepentingan politik, karena energi politik bahkan 

memiliki potensi dan kecenderungan yang sangat besar mtuk melakukan 

intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Boleh dikatakan bahwa politik 

mempunyai derajat determinasi yang tinggi terhadap independensi 

kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, setiap keinginan untuk melakukan 

refonnasi agar kekuasaan kehaldman yang bebas dan tidak memihak 

dapat direalisasikan selalu akan berhadapan dengan kepentingan politik 

yang seringkali menghadangnya. Oleh karena ity kekuasaan sangat 

diajurkan untuk menghmdari hal-ha1 yang sangat terkait dengan 

kepentingan politik. 

Kekuasaan kehalciman yang bebas dan tidak memihak hanya akan 

dapat terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang 

berlaku dan penegaknya. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga 

jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah 

negara, rnaka akan kehilangan legitimasinya clan kehadirannya dalarn 

suatu negara menjadi tidak bermakna. Satu ha1 yang patut dicatat di sini 

adalah bahwa adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman akan 

memuat para hakim merasa lebih nyarnan ddam melaksanakan tugas- 

57 Oleh karena itu Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan gagasan yang sangat 
penting. Tentang ha1 ini, Darly Williams mengatah: "The rule of law and Independence of 
judiciary are terms with which lawyers feel comfortable." Darly Williams, Independence of 
the judiciary - Some Federal Government Initiatives", 
http://www.ic. new.gov.au/fb/fbwiiam.htm. 



Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini mempunyai 

sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga 

peradilan yang tidak bersifat polit&, masa jabatan dan gaji yang terjamin, 

tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap 

proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, 

dan anggaran belanja.58 Kelima ha1 tersebut menjadi semacam tonggak 

yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakhan. 

Sejak reformasi bergulir, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 

1945 tidak dapat dielakkan lagi. Sebagai salah satu agenda reformasi, 

perubahan terhadap Undaug-Undang Dasar 1945 menjadi begitu 

mendesak, sebab perubahan msyarakat sedemikian cepat, demihian pula 

perubahan yang terjadi dalam supra struktur politik perlu direspon dengan 

perubahan konstitusi sebagai hukum dasar negara yang menjadi pijakan 

utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memuncdkan 

lembaga-lembaga tinggi negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), Mahka~~ah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan 

kehakiman setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah, tetap menjadi 

kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros 

kekuasaan yang memiliki fimgsi menegakkan keadilan. Kekuasaan 

kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut Undang-Undang 

58 The Independence of the judiciary; A third world Perspective", httD://wbln0018. 
worlbank.or~etworWPREMIPREIMDocLib.nsfi9d5032Obaa37e8f85256~075b5 IblOnl5 
406bl bc4384a85256890006tb lb3?0~t?11Doc~unent. 



Dasar 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang 

mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan 

kekuasaan negara RI yang bary kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA 

(Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, 

Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 

1945). Untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesiond dan 

mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan 

keadilan, terdapat lembaga yang khusus di adakan untuk relautmen calon- 

calon Hakun Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal24B UUD 1 9 4 9 . ~ ~  

Ddam perpektif pembagian kekuasaan, prinsip kesedemjatan dan 

perimbangan kekuasaan itu tidak bersifat primer. Karena itu, dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang ash, tidak diatur pemisahan kekuasaan 

yang tegas clari fbngsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama, 

fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas dari pada lembaga 

legislatif dalam arti yang sebenamya. Akan tetapi, dalam perubahan 

p e r t a .  dan kedua Undang-Undang Dasar 1945, prinsip pemisahan 

kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perurnus 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seperti tercermin dalam Pasd 5 

ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) sampai ayat (5). Prinsip panutan p a l m  

pemisahan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijemihkan 

karena pilihan di antara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme 

59 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek ... ... Op., Cit., hlm 26 



kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya 

dengan penerapan prinsip "check and balance" antara lembaga-lembaga 

tinggi negara, termasuk dengan h g s i  kekuasaan kehakunan6' 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Sesuai dengan judul tesis, maka yang menjadi objek penelitian adalah 

politik hukum kekuasaan kehakiman yang merupakan suatu aspek dari 

politik hukum dalam proses pembentukan kelembagaan kekuasaan 

kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan 

menggunakan jenis penelitian telaah pustaka yang sumber utama 

penelitiannya diperoleh dari bahan-bahan hukum antara lain; 

a. Bahan Hukurn Primer 

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengkat seperti nonna 

dasar, peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang Dasar 

1945 sebelum dan sesudah amandemen dari satu sampai keempat, 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakirnan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 24 

60 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagann Negara Dan Pergeseran Kehsann Dalam 
W D  1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 11-12 



Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi, Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan peraturan perundang- 

undangan yang terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberi penjeiasan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat. 

Adapun jenisnya berupa buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, 

artikel, koran, majalah dan internet yang ada hubungan dengan objek 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Terker 

Yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedi, yang 

ada hubungan dengan objek penelitian. 

2. Teknik Pengurnpulan Data 

Telcnik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh data yang 

akwat daiam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik ini dilakukan 

dengan cara meneliti, mempelajari, dan menganalisis secara cermat 

terhadap, bahan-bahan hukum atau data tertulis berupa perundang- 

undangan, buku-buku makalah, koran, majalah, jumal serta bahan-bahan 

tertulis lainya yang relevan untuk dijadikan acuan pembahasan serta yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini. 



3. Analisis Data 

Dalam rangka untuk mengetahui pembahasan maka diperlukan analisis 

yang menddam, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, yaitu data yang dihirnpun kemudian diolah dengan cara data 

diseleksi, diklarifikasikan secara sistematis logis dan yuridis, gum 

mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi tulisan ini 

sehingga mendapat penjelasan yang lebih akurat. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terfokus pada aspek pembentukan lembaga negara yang 

merupakan bagian dari politik hukum kekuasaan kehakiman pasca amandernen 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memperoleh informasi dan pernahaman 

terhadap isi penulisan tesis ini, maka sistematika penulisannya dapat di uraikan 

sebagai benkut; 

Bab I Pendahuluan, pada awal bab ini di bahas tentang latar belakang niasalah 

yang berhubungan dengan persoalan politik hukum kekuasaan 

kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga 

memperoleh rumusan masatah yang akan dibabas. Dari rumusan masalah 

ini dapat diungkapkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemdciran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab I1 Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman. Dalam bab ini dibahas mengenai 

pengertian politik hukum, macam-macam konligurasi politik, politik 



hukurn kekuasaan kehakunan pada masa Orde Lama dan pada masa Orde 

Baru. 

Bab 111 Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- 

Undang Dasar '1945. Dalam bab ini dibahas mengenai politik hukum 

kekuasaan kehakiman di Indonesia, politik hukum kekuasaan kehakiman 

pasca amandemen Undang-Undang Dasar 2945, Mahkatnah Agung 

menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Komisi Yudisial 

menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, Mahkarnah Konstitusi 

menurt Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang berisikan kontribusi pemikiran. 



BAB I1 

TINJAUAN UMtTM POLITIK fiZrKUM, KONFIGURASI POLITIK 
HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 

k Pengertian Politik Hukum 

Politik dalam bahasa Arabnya disebut "siyasah "61yang kemudian 

diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam Bahasa Inggris-nya "politics". 

Poiitik itu sendiri memang berarti cerdik atau bijaksana dalam pembicaraan 

sehari-hari kita seakan-akan m e n g d a n  sebagai sesuatu cara yang dipakai 

untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahti politik sendiri men- bahwa 

saugat sulit memberikan dehisi ilmu politik.62 

S~jlarah = mengatur; Spr'iyyah = secara sarak (ketentuan dari Allah SWT clan 
Rasul-Nya). Pembahasan siyasah clan sar 'zyyah menyangkut pennasalahan kekuasaan, fungsi 
dan tugas penguasa dalarn pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan kepentlngan 
rakyat A W  W M  KhaUaf (1.1888), Ahli F h h ,  mengemukakan delinisi szyasah 
syar 'iyjtah sew 'krewenang penguasa dalam mengatur k e ~ k i g a n  umum dalam negara 
Islam sehingga terjamin kernaslahatan dan terhindar dari segah kemudarmn, dalarn batas- 
batas yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini 
tidak sejalau dengau "ijW daman kepmtmgm umw yang dimaksudkm adalab segda 
peraturan dan penmdang-mrdangan negara Baik yang berkaitan dengan hubmgan negara 
dengan rakyat ( m a n  &lam negeri) mmpun hubungan negara lain (hubungan luar negeri). 
Dalam szyasah syar'zyyah, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan negara 
Islam sejdan dengan prinsip pokok yang ada d d m  agama Ensiklopedi fiukum Islam, Qan- 
Tas 5, ctk ke- PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2Q01 .,I626 

62 Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada 
ghalibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai 
lernbaga politik yang mempengm hidup masyarakai, jadi negara dalarn keadaan bergerak 
Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat 
negara, serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-ha1 seperti, kelompok 
penekan, kelompok kepentingan, kelompok elit, pendapat urnum, peranan partai politik, dan 
k e b w  pmlihan mum. Jadi politik adalah sllatu disiplin i h u  pengetahmu prig berdiri 
sendiri &bpi juga sei$ d i k h n  sebagai seni karma beberapa banyak politikm yang tanpa 
p d d i k a n  ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari 
naluri sanubarinya, sehingga dengan karismatik menjalankan roda politik praktis. Inu Kencana 
Sydiie, M. Szstem Polztrk Zndonesza, Era Soekam, Ilatla: Sjahrzr, Azdzt, Syafh&in Era 
Soeharto, MoerdaPu, Wrranto, Hmnoko, Habibie Era Gus Dur, Megawm, A m n  Ras 
Hamzah Haz Era By, &lh, Baasyir, cet ke-5 PT. Refika Adilama, Bandung2006. hlm 6-7 



Asal rnula kata politik itu sendiri berasal dan Ma "polis" ymg berarfi 

"Negara ~o ta ' ' ~  dengan politik ada hubungan khusus antara manusia yang 

hidup b e r q  dalam hubmgan itu timbui aturan, kewenangan, kehkwu 

pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kek~asaan.~~ Aktivitas politik 

bukan pertama-tama karena ko&& sosid rnanusia, tetapi sesuatu yang 

diusahakan. Seperti dikatakan Hannah Arendt, politik merupakan seni untuk 

mengabadk diri r n a n u ~ i a ~ ~  

Adapun dalarn kamus bahasa Belanda yang di tulis oleh Van Der Tas, 

kata plitiek rnengandung arti beleid. Kata beleid sendiri Mam b a h a  

Indonesia kebijakan (policy), dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik 

hukum secara singkat beratti k e b i j h  hulcum. Defenisi atau pengertian 

"politik hukum" sendiri sangat ber~ariasi ,~~ dengan menyakini adanya 

persamaan subtantif antar beibagai pengertian yang ada, politik h b  

meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan 

pernbaharuan terhadap ma&-materi hukum agar dapat sesuai dengan 

kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk 

63  R w d  Kantaprawira Sistem Polink Indones~a, Sinar Baru Bandung 1985, hlm 10 
"fiid,hlm 6 
'' I-Jayatmoku, Eiika Poljiik dan Kekwsaan, ctk. Kedw Penerbit Buku Komprrs, 

Jakarta, 2004, hlm 2 
66 Membuat definisi tentang politik hukum sama tidak sederhananya dengan membuat 

delinisi tentang hukum atau sistem hukum. Artinya ia agak sulit dirumuskan dalam saiu 
raugkam yang @at memberikan pengetian ymg lmm tentang apa ymg sebenamya 
didefinisikam Akan tetapi, sebuah tulisan yang berusaha dirangkat berdasarkan pil6ran ilmiah 
dapat menggunakan sebuah defhisi konsep yang dibuat sendiri oleh si penulis tanpa h m  
tenkat pada definisi-definisi yang pemah atau akan dibuat oleh orang lain. Moh. Mahfud MD. 
Perplatan . .Op..,Cit.,&n 29-30 



pegasan h g s i  lembaga dm pembinaan para penegak h~kum."~  Dari 

pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan 

pefaksanaan yang &pat menunjukb sifat d m  ke a d  mana huisum akan 

dibangun clan ditegakkan. Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya 

"indonesia Negara Berdasarkan Atas H ~ k u r n ~ ~  mendebisikan polit& hukwn 

sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk atau isi dari hukum 

yang akan d ~ k t u k ~ ~  Dehki ini mas* bersit'at abstrak dan kemdian 

dilengkapi dengan sebuah artikelnya di Majalah Forum Keadilan yang 

berjudul" Menyelisik Proses Terbenhknya Pemndang--w?dangan7", dalam 

-el tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah 

kebijakan penyeienggara negara tentang apa yang dijadihan initeria mtuk 

mengh-an sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan 

dengan pemben- hulrum, penerapan hukwn, dan penegakannya ~ e n d i r i . ~ ~  

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut Padmo 

Wahjono politik lmkmn addah hbi- penyebggra negara p u g  berfit 

mendasar tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, 

dengan d d a n ,  politik huhm menurut Padmo Wahjono. Behutan dengan 

hukum yang berlaku dimasa datang dan baru pada tahap cita-cita (lus 

~onsiz iuench~m).~~ Hal ini babeda dengan pendapat Teuku Mohammad 

67 Artidjo Alkostar, (editor) Pembangunan Hukum Naszonal dalam Pmsjkktif 
Kebijalcan &lam Idmtitas Hukum Naszonal, Falfllttas Hukum Universitas kiam Wonesia 
Yogyak$& 1997. hlm. 37 

PaBmo W&ono, Indonesia Negara Bwhsarkan Atas H u h ,  Ghalia Monesia ctk 
Pertama Jakarta, 1983, hlm. 160 

69 Padmo Wabjono, Menyelzsik Proses Terhtuknya P e g - u h g a n ,  Forum 
Keadilan, No.29/ 1991, hlm 65 

70 Imam S y m  A Ahsin Thohari, Dasm-Dasar Politik H h ,  PT Rajawali 
Grahdo Persada, Jakarta 2004, hlm 26 



W e ,  &lam sebuah tulisannya berjudul: Pembaharuan dan Politik Hukum 

Dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai 

suatu pertanyaan k&ndak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di 

wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangua71 Di 

sini tampaknya definisi politik h h m  memifiki dua wajah yang saling 

berkaitan dan berkelanjutan, yaitu rus constihiendum dan rus constihrhrm. 

Menurut Soedarb. Politik hukum ad* kebijakan dari negara melaiui 

badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan 

yang dikehendab Mam masyamkt dan untuk mencapai apa yang d i d -  

citakan. Berbda dengan pendapat diatas Satjipto Rahardjo, yang mengutip 

p m g a t h  poM hukum menurut Tdcott Parson, Satjipto Wardjo, 

mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas sosial dan hukum tertentu 

daiam marsyarakat dau tidaklah m e n g h d a n  ap&h Satjipto R h d j o ,  lebib 

menitik beratkan definisi politik hukumnya dengan pendekaran sosiologis. 

Mwunrt Satjipto Rabdjo, tmdapat behapa pertanyaan mendasar yang 

muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai 

dengan sistem hukum yang ada; (2) cars- apa dau prig mana, yang 

dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan 

waktmya hukum itu paSu dirubah dan m& cam-cam b a g a i n ~ ~  

perubahan itu sebahya dilakukan; dan (4) dapatlah dirumuskan suatu pola 

yang baku dm mapan, yang bisa membantu kita memutuskan pmses 

71 Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum", Dalam Jurnal H u h  
drw K d h .  No.3 T&un Ke V Q  3urmi-i- Feb- 1998, hhn. 13 



pemihm tujuan serta cara-cara mt& mencapai tujuan tersebut sema baik." 

C.F.G. Sunqati Hartono, dalam bukunya "Politik Hukum Memju Satu 

Sistem Huhm Nasionar' sebenarnya tidak p d  menjeiaskan secara 

eksplisit pengertian politik h u b .  Namun, itu bukan berarti bahwa ia tidak 

memperdulikan keberadaan politik huirum 8an sisi p-snya. Dalam ha3 ini, 

Sunqati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau 

sarana dan iangkh yang dapat digunakan okh pemerjntah mtuk menciptakan 

sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem h u b  nasional 

itu akan diwujudkan citacita bangsa ~ b d d  E&im Garuda 

Nusantara, merumuskan politik hukum nasional sebagai kebijakan hukum 

(legal Policy) yang hendak ditmapkan atau diiaksanakan secara nasional oiefi 

s u m  pemerintahan negara t m t u .  Sedangkan menurut Imam Syaukani dan 

A.Ahsin Thohi, polit& h- keb i j aka~~~~  dasar penyelenggara negara 

dalam bidang hukum yang akan datang, sedang dan telah berlaky yang 

bersumber dari niiai-nilai hukam yang berlaku di masyarakat mtuk mencapai 

tujuan negara yang dicita-~itakan.~~ 

Politik hukum nasional bisa meliputi: (1) pdalcsanaa h b  jrang telah 

ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah 

72 Saljipto Rahardjo, flm Hukum, ctk, ke-6, CitTa Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 
358-359 

" Satjipto Rahardjo, Bebmapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplrn Dalam 
P d m  Hukum Nasional, Smar Baru, Bandung, 1985, hlm 28 

74 Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan 
mendasar dalarn memuskan dan menetapkan yang telah dan akan dilakukan, politik hukum 
menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap 
mempahathn nilai-nitai yang bedaku di maqamht dan kesemuanya itu diamhkm dalam 
rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan Imam Syaukani dan A h i n  Thohan, 
Dasar-dasar ... .Op.,Cit., hlm 32 

75 Ib~d, hlm 32 



pemb- terhdap ketentuan h h  yang kfah ada dan yang dianggap 

usang, dan penciptaan ketentuan h u h  baru yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) 

penegasan fungsi lembaga penegak am pelaksana hukurn dan pembina 

anggotanya; (4) meningkahu kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi 

kelompok elit pengambil keb i jaka~ .~~  Definisi politik hukum yang paling 

k o m p r e h d  diantara definisi-definisi poiitik hukum yang dipaparkan 

sebelumnya ini disebabkan karena ia menjelaskan secara garnblang wilayah 

kerja politik h h m  yang meliputi perfama, teritorid bdalcrmya politik 

hukum dan kedua, proses pembahanm clan pembuatan hukum, yang 

mengarah pada sikap kritis terhadap hulnrm yang kdimensi lus c o n s h t u ~  

dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constiluendum clan ia lebih 

menekankan pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum, satu hal yang tidak disinggung oleh para ahli hukum 

yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memunglunkan peraturan 

hukum positif dinunuskan secara febih baik dan mtuk memberi pedoman, 

dalam hal ini yaitu tidak hanya kepada pembuat peratwan perundang- 

undangan misahya, tetapi juga pada pengadilan yang membantu pelaksaslaan 

dalam putusan. Ketika berbicara politik hukum dalam perspektif akademis 

tidak hanya b e r b i m  sebatas pengatkin disLtas an sich mi mengritisi juga 

produk-produk hukum yang telah dibentuk. 

76 C.F.G Sunaryati Hartono, Pofiiik Hukwn Menuju Saru Sisiern H u h  Nasional, 
Bandung Alumni, 1999, hlm. 69 



Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam 

mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia 

sebagai hasil dari gerakan reformasi 1998, berpengaruh pula dalam proses 

pembentukan undang-unhg. Ddam pembentukan undang-undang yang 

demolcratatis partisipmi masyarakat di era reformasi merasa meningkat seiring 

di Indonesia. Artinya bahwa sedikit bayak akan selalu mengkuti tata nilai 

yang menjadi Icesackan bemama masyam& tertentu dm akan beilaku s e a m  

efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian poiitik hukum menganut pinsip double movement, 

yaitu selain sebagai kerangka pikiran merumuskan kebijakan dalam bidang 

h h  (legal policy) oleh lembaga-lembaga yang berwmang ia juga dip& 

untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarican 

legal poIicy diatas. Berdasadcan uraian tersebut Dahm hid ini ruang iinghp 

atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut; 

1. Proses penggallan d a i - d a i  &an aspimi yang berkembang claim 
rnasyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan 
politik hukum. 

2. Proses perdebatan clan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam 
bentuk sebuah mmqan pcxaman penmdang-- OM 
penyelenggara negara yang berwenang yang menunuskan politik hukum. 

3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan clan menetapkan 
politik hukum 

4. P- p w - -  y q  memuat polit& h- 
5. Faktor-faSrtor yang m e m p e n g d  dan menentukan suatu poiitik hukum 

baik yang akan, sedang, dm telah ditetapkan 



6. Pekhanaan dm peratman penmdang-undangan yang menq,akan 
implementasi dari politik hukum suatu negaramn 

Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. 

Pada tahap ini untuk mengetahui apakah nilai-nilai (values) dan aspirasi yang 

berkembang dalam masyarakat telah diakomodasi oleb penyelenggara negara 

yang memuskan politik hukum atau b m  munglm sebaliknya. Kajian 

terhadap bidang ini perlu untuk dilakukan karena secara subtansi, hukum tidak 

pemah lepas dari stmhm r i ) m  masyarakat, bisa dipastikan resistensi 

masyarakat terhadap hukum itu akan sangat h a t .  Bila ia dikaitkan dengan 

sosiologis, filosofis yuridis, bahkan histories, tanpa terkecuali dalam proses 

h u b  suatu pmdang-undangan dapat diakui eksistensinya bila ia 

mempurryai keabsahan dari sisi hdasan flosofis, yun&s, dan sosiologis. 

1. Keabsahan secara yuridis (jurissche geltung) adalah apabila ada 
kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi 
yang diatur temtma Wau dqex-hbikm oleh perahran perundang- 
udangan yang tingkatnya lebih tinggi. 

2. Keabsahan sosiologis (seziologische geltung) adalah apabila berlakunya 
tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi juga karena diterima 
ma-t 

3. Keabsahan aosofis (j?losoJische gellung) adalah apab1a kaidah hukum 
mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam UCTD 
1945 mlai-nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan cita 
h u h  (re~hts idee) .~~ 

Pada tahap idah  disipk p o W  hukum mengajak Ida mtuk 

mengetahui bahwa hukum syarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, 

Daniels S.Lev. Hukwn dan PoIitik Di Indonesia, Xesinambwzgm dan PErubahan. 
LP3ES, Jakarta 1990, hlm. 126 

78 Maria Far& hdrati Sqrapto, Zmu Paundang-mgarq  Dasar-Dmar dms 
Peinbangununnp, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 4 



bahwa hukum hams dipaadang sebagai hail  dari proses politik (Zm as a 

prohct of political process). Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih 

poweg5ill dibandingkan subsistem hukum. b y a ,  subsistem poiitik me- 

konsentrasi energi yang lebih besar dari pada subsistem hukurn. Hal ini 

m e n g a h b b  apabila hukum berh- dengan politik, maka ia berada 

pada kedudukan yang lebih rend~ih.~' Karena lebih kuatnya konsentrasi energi 

poiitrk, maka menjadi beralasan adanya k o d a s i  bhwa kerapkali otonomi 

hukum di Indonesia diintemensi oleh politik. Subsistem politik mempunyai 

tingkat detemhsi  yaag lebih tinggi dari pada subsistern hukum, h e m  

hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang 

saling beriutmksi dan ding bersaingm~~ Dari asumsi dasar hi, penulis 

hendak mengatakan bahwa hukurn tidak boleh diterima begitu saja secara apa 

adanya ( b h  for rented) tanpa m e m m b a n g k a n  latar belakang yaag 

bersifat non hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi 

t3entuk dan isi suatu produk hukum terhtu. Ada tiga kemmgkhwm asumsi 

dasar hubungan subsistem antara politik dan hukum; 

1. Hukum determinan atas politik dalam arti, politik hams tunduk pada 
aturan-aturan hukum, sehingga p i n a n  politik apapun bentuknya 
hamslah tunduk pada aturan-aturan hukum dan hukum haruslah 
menyediakan seperangkat aturan main untuk semua kehidupan politik. 

2. Poiit& detenninan atas hdamq dahm arti politikkh yang menetukan 
kehidupan hukurn, ha1 ini disasarkan pa& kenyataan bahwa hukum tidak 
lain merupakan proauk politk, sehingga kalimat-kalimat hukum tidak lain 
merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling 
bersaingan. Disini hukum ditihat secara empiris (das sein) sebagai poiit& 
hukwn, b u h  hukwn sebagai (& sein) kebsan-kehmsan. 

'' Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran ... Op., Czt., hlm 17 
80 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 13. 

Dikutip dari Daniel S.Lev, ketika berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 1995, pernah 
mengemukakan masalah ini. 



3. H- dan politik terjalin bubungan ymg independen atau saling 
tergantung, dimana keduanya dianggap sebagai subsistem yang 
mempunyai kedudukan atau kekuatan seimbang. Ada giumnya dalah 
h u h  tanpa kekuasaan politik akan lumpuh Ban tidak berdayaltidak 
berfimgsi dm kekuasaan politik tanpa hukum itu akan m e n i m b ~  
k e z h a W  kesewenang-wenangan." 

Sri Soemantri pernah mengkonstatasi hubungan antara hukum clan 

poiitik di Monesia ibarat perjahan lokomotif kereta api yang keluar dari 

relnya, jika hukum diibaratkan re1 dan politik diibaratkan lokomotif maka 

sexing terlihat lokornotif ih k e l w  dari re1 yang seharusnnya dilal~i.'~ Menmt 

Soejono Soekanto dan Sri ~amudj i . '~  

"Pe~nanhtan penggabungm ilmu hukum dengan i ihfht  hukum adalah 
politik hukum artinya politik hukum bersifat praktis fungsional dengan cam 
penguraian yang teleologis-konstruktif. Cara penguraian yang teleologis- 
konstruktif tersebut dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan 
hukum dan penemuan hukum. Pembdan hukum menrpakan penmtuan 
kaidah abstraks yang b m h  mum, sedmgkan penemuan huku?n merupakan 
penentuan kaidah konkret yang berlaku khusus". 

Dalam pow h w  ada dua dimensi yang terkait clan tak t e r p i s m  

satu sama lain, yakni dimensi filosofis-teoritis dan dimensi nomatif- 

opemional. M e w  politik hukum dengan m e n a m  salah satunya akan 

menghasilkan penilaian yang keliru, mengkaji politik hukum suatu negara 

harus membedah kedua dimensi tersebut. 

Politik hukum dalam dimensi filosofis-teoritis merupakan parameter 

nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. 

Sedangkan polit& hukum dalam dimensi normatif-operasional merupakan 

81 aid, Wm. 8 
82 Ibid, hlm 13. Dikutip dari Sri Soemantri Martosuwigyo, Pembangunan Hukum 

Nasional Dalam Perspektiy Kebijakranaan, Makdah Untuk Praseminar Idenhtas Hukum 
ATasional, di Falcul% Hukum WI, 3'0- taggal 19-21 1 oktober 3987. 

83 Soeqono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hularm N o r m h ~  PT. Raja Gravindo 
Persada, Jakarta, 2006. hlm. 5 



cerminan kehendak-kehendak sosial pe r in t ah  terh* 

masyarakat yang d i i n d a n  untuk Indonesia. Dimensi filosofis-teonb, 

terkandung dalam Pancasih sebagai cita hukum (rehctszake) dm UUD 1945 

sebagai norma dasar ~ndamentalnorm). Sedangkan dimensi normatif- 

operasional adalah segala kebijakan penguasa yang berbenazk peraturan 

perundang-undangan sebagai penjelmaan kehendak penguasa negara. 

Biasanya politik hukwn dimensi normaw-operasional dituangkan dalam 

bentuk hukum negara (state law) yakni hukum yang secara intitusional 

mempkan produk yang digodok dan dijadikan bukum positif obh para apaaat 

negara (state Apparatus). Karena itu, tidak secara otomatis substansi yang 

menjadi kebijaksanaannya akan sesuai d e n p  cita rasa keadilan rakyat 

banyak. Malahan cukup sering keberadaamya dianggap sebagai suatu produk 

politik yang dirasa asing oleh rabyat. 

Politik hukum sering berperan sekedar sebagai alat legitimasi suatu 

rezim dm dijadkm retorika politik belaba mtuk mendapat pengakuan 

konstitusional, bahkan lebih jauh lagi disiapkan untuk membuat kekuasaannya 

menjadi lestari. Sebab, Man banyak hal politik hukum itu dibuat hanya 

karena hams dibuat (by will), bukan dibuat untuk memenuhi cita rasa keadilan 

(by jzistice) dan mehdungi hak-haB asasi rakyat (by faciktative). S e h  itu, 

proses pembuatannya kadang-kadang bersifat nonptlcipatrve, artinya hanya 

mereka yang mbahs dan terpfiib yang mempunyai otoritas pembuatan 



konsepsi politik hukum itu saja tanpa melibatkan segala unsur kelompok- 

kelompok sosial dalam ~nas~a raka t .~~  

Pada dasarnya pemkntukm hukum itu tidak otono~u,~~ artinya ia mesti 

dipengaruhi oleh visi politik pembuatnya, kultur masyarakat dan kepentingan- 

kepentingan ekonomi, polit&, sosial budaya, agama, dan lain sebagainya. 

Disamping itu ia lahir tidak hanya hampa nilai atau dalam keadaan 

kekosongan hukum (recht5oamum) ~ e b e l m y a . ~  H b  merupakan entitas 

yang berada pada suatu environment dimana antara hukum dan environment 

tersebut tejaai interaksi yang integral. Artinya, setiap kebijaksanaan negara 

apapun bentuknya harus didasarkan kepada pemikitan filsafati pandangan 

hidup suatu bangsa. Untuk m e h k s a d w  kebemran-kebenaran yang dryakini 

dari filsafat tersebut dibutuhkan suatu komitmen, komitmen yang bertujuan 

mengubah keadaan nyata agar sesuai dengan kebeimmn-ke- terseb~t.8~ 

B. Macam-Macam Konfigurasi Politik Hukum 

Secara harfiiatr bnfigurasi diartikan sebagai be& atau wujud untuk 

menggambarkan suatu benda (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Konfigurasi polit& secara sederhana dapat dip- &agai bentuk dari 

suatu tolak tar& kekuatan politik dalam suatu periode tertentu. 

84 Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukwn Dan Kerniskinan Structural., LP3ES., Jakarta 
1986. him 111-112 

85 Bambang Purnomo, flnjuan Sosiologis Terhadap Masalah Penegakan Hukum, 
MajM I W  Uii IJNISIA No. 22 Tahun XTV Triwulan., 1994. Mrn 20 

Padmo Wab~ono, Pembangman Hukwn di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta , 1989, 
hlm 139 

87 Marzuki Wahd dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara: Kritik afas Politik Hukum blam 
di Indonesia, LKiS, Yogyakarta, 2001, hlm 41 



Moh. Mahfud mag- konQwasi politik sebagai susunan 

atau konstelasi kekuatan politik yang secara drkotomis. Menwut  amb ban^*^ 

sebenarnya bahasa korQmasi politik tidak kbih dari bahasa trend yang 

digunakan oleh media masa, sebenarnya pengertian konfigurasi politik lebih 

dekat dengan pengertian peta kekuatan politik (dinamdca politik). 

Bintan Ragen saragh90 mendefinisikan konfigurasi politik hukum 

sebagai smh kdwtan-kekuatan p o W  yang rid (nyata) dan &is dalam 

suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambarkan dalam 

wujud partai-partai politik. Bila m i  politik ini berperan seam nyata dalam 

sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti 

pembentukm hukum atau kebijakan b y a  maka disebutkan bahm 

konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demolrrasi, sedangkan 

Ida mi-par ta i  poiitik yang ada itu tidak b e r p m  d a b  p ~ b ~  

keputusan atau mengambil kebijakan dalam sistem politik itu maka dikatakan 

Mwa konfigmsi POW yang ada ih adalah konfigurasi poi&& yang otoriter. 

Dikatakan tergambar dalam partai-partai politik, karena ada kalanya 

disebuUran juga ke--kekuatan politik tidak hanya tergambadm meMui 

partai politik tetapi juga tokoh-tokoh berpengaruh, organisasi kepenlingan dm 

sebagaiuyd. 

88 Moh. Mahfud MD, PolitikHukum, ... Op., Cit., hlm. 24 
89 Barnbang Eka CW, Makalah Bahan Kuliah Ilmu Pemerintahan, UMY, Yogyakarta, 

2003. tanpa halaman. 
90 Bintan Ragen Saragih, PolitikHukum, CV Utomo, Bandung, 2006, hlrn 33 



Menmt Afan GafEx9l di negara-negara yang ti31gkat demucruticness- 

nya rendah sekali, yang terlibat di dalam pembentukan hukum yaitu para elite 

&ma negara mZ Kalau di negara yang sosiatitas addah penimpin partai 

ditambah sejurnlah tokoh militer, sedangkan di regime yang nonsosilistik 

biasanya para top birokrat, pemimpin militer dan pengusaha kaya. 81eh k a n a  

itu orientasi hukumnya tentu saja bersifat elitis dan selalu saja melindungi dan 

mmbeh k e p -  mereIra sendhi. Di samping itu karakterktik lain yang 

menonjol adalah segala bersifat conservative, dan rumusan-rumusan aturan 

(wardingss) serhgkdi bersifat jmbuh sehingga terbuka unhik mengadakan 

interpretasi baru dengan peratwan lebih lanjut, dan harap diperhatikan bahwa 

interpretasi yaug paling kuat adahh datang dmi peng~asa.~~ 

Dalam pemerintaWreqime yang demokratis berbagai macam lembaga 

talibat di dahm agenda pembenhdm hhm. Keterlibatan m a s y e  sangat 

tinggi karena diakuinya pluralisme politik dimana kelompok-kelompok di 

masyardat baik yang bergabung di dahn partai politik ataupm ~ d a k  

(pressure groups, interst groups, media rnasa, clan lain), termasuk di dalamnya 

lembaga swadaya misyarakat @on government o?gmation). Oleh karena itu 

produk hukumnya adalah bersIfat populis yang sangat berbeda dengan eliiis di 

dalam regime tidak demokratis. 'j 

91 Ni'matul Huda, Negara Hukum ... . Op., Cit., hlm. 33 
92 Ibid, hlm. 33 
93 Ibid, hlm 34. dikutip dm Muladi, Demokratisasi, HakAsasi Manusia Dan Refomasi 

Hukum Indonesia, Ctk ., The Habibie Center, Jakarta, 2002 



Karakter produk h h  tersebut sama dengan hukum yang sesuai 

dengan kenyataan sosial atau melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan 

antara positivitas dan realitas sosiai dahta pengertian yang diberikan ojeh 

utrecht terhadap politik hukum sebagaimana disebutkan pada bagian 

sebelmya sedangkan lcaddmistik produk hukum yang elitis m a  dengan 

hukum yang menjauhkan tata hukurn itu dengan kenyataan sosial, karena 

ruling class b g  dan tidak mau rnemperhatikm kenyataan ~ o s i a t ~  Dahm 

masa transisi dari suatu rezim otoriter menuju rezim demokratis te jadi 

pergeseran d a i  yang mengalcib- hukum mempunyai h g s i  ganda (dm1 

function). Artinya proses politisasi hukuman tetap terjadi oleh rezim baru yang 

reformis dan demohatis, dimana hdam dig& untulc mernbongkar clan 

mempengaruhi agar tatanan sosial menjadi aspiratif dan dernokrati~.'~ 

S e m  realita kepolitikm di hdonesia sampai s- munjukkan 

bahwa senantiasa terjadi pergantian, atau tolak tar& antara kodigurasi 

demokrasi dan konfigumi otorkr- Smua k~nstitmi ping pemah dm sedang 

berlaku semuanya mencantumkan demokrasi sebagai salah satu asas 

k a e v y a ,  akan m p i  tidak semua rezim y a g  tampil di pentas pozitjk 

menjalankan roda pemerintahannya secara demokrasi. Bahkan sebuah 

konstitusi ping seam resmi menyebut demokrasi p g  sama sebagai sahh 

94 Ibid, hlm. 34 
'' Moh Uahfud MD, PerguIntan Politik ... .Op., Cit., hlm. 51 



satu asas kenegaraamya, kmyata menaanp&m konfigurasi pditik yang tidak 

sama dalam periode yang berbeda-beda.96 

Konfigurasi politik ddm suatu periode itu, cendenmg dipengaruhi oleh 

unsur-unsur di dalamnya yang saling melakukan tarik men& dalam suatu 

koafj:g.urasi poiitiic secara garis besar akafl mengemcut kedalam dua W b .  

Yaitu konfigurasi politik yaug demokratis dan konfigurasi politik yang 

1. Konfigurasi Politik Yang Demokratis 

Moh. M&&d M D ~ ~  mendefisikan Irodigurasi politik ' n b  

demokrasi adalah susunan sistem poiitik yang membuka kesempatan 

(pduang) bagi partisipasi rakyat seam penuh d ikut aktif menentdm 

kebijakan umum. Partisipasi ini c l i t ~ i m  atas hsm mayoritas aleh 

wa--  *a ixdalm p--p* *ta yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan pofitik d m  dise1enggarakan &dam suama 

t a j d m p  fr- poW. A r h p  k d @  pokk ymg membuka 

pelmg bagi yang bq-a pat& e a t  secara m-1 rmtuk ak-tif 

menenidcan k&ijakan mgam Di cfiltam ku-i p&ik ini, 

pemerintah lebih menrpakm komite ymg hams melakmakm kehendak 

matgadat yang menrmuskan secm demokmtis. £3- permkdan dm 

% Moh. Mahfud MD, PolitikHukum ... .Op., Cit., hlm. 373 
97 Moh. Mahfud MD, Pergulatan ... .Op., Cit., hlm.51 
98 Moh.Mahfud MD, Politik Hukum .. . . Op, Cit., hlm. 24 



partai politik berfimgsi secara proposiond dan lebih &f menentukan 

dalam pembuatan kebijakan negara. 

fi new ymg men=& si&m demokmi atau k o d i m i  poiitik 

demokrasi terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi-organisasi 

penting rehiif otonom, hal ini dapat d W  dari hubungan antara 

pemerintah dengan wakrl rakyat, dan juga di dalam demokrasi ini terdapat 

kebebasan bagi d y t  meladui d - d d h y a  ddegisM untuk 

melancarkan kritik terhadap pemerhtah. Dari sejarah konfigurasi politik di 

hdwesia kita dapat m e b t  bagaunana konfigurasi itu pada masa 

liberal contohnya kodigurasi politiknya demohasi. 

Meldui MaW.mal P m m  tanggal 3 November 1945 pemerintab 

mengumumkan bahwa: 

a femerhhh menpica thbulnya partai-partai p o r n  karena dengan 

adanya partai-partai politik istilah depan dipimpin kejalan yang teratur 

segda aliran paham yaslg ada dalam maspudcat. 

b. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum 

ddmgm@m pemdihan anggota badan-badan perwakdm rakq.at. 

Sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tersebut maka berdirilah 

sejumlah partai-partai politik, pami-pami timebut berperan penting 

dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Meskipun peran partai politik 

agak m e n m  pada masa MS itu disebabkan ke- negm saat itu 



berbagi antara pusat negaaa-ne- bagian d m  pemerhtahan dsaerah yang 

berdiri sendiri. Begitu kuatnya peranan partai-partai tersebut sehingga 

&pat disebut (saat beriatrunya UUDS 1950) masa itu adal.ah masa 

pemerintahan partai-partai politik. Konfigurasi politik pada saat itu sangat 

demobatis, sehingga hufinun diciptakan baa-bena sesuai dengan teaiitas 

masyarakat, dan jumlah hukum yang diciptakan begitu banyak. Tetapi 

dipihak lam, karena tick& ada satupun paJfai poiitik yang domiwin mak;l 

kabinetpun jatuh. Masa liberal inipun dapat disebut sebagai masa jatuh 

bangunnya kabinet, atau kabinet yang dibentuk selalu 1abi1.~ 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku antara tahun 1945 sampai 

1949 m e m n q w  konfigurasi pofitik yang sangat berbeda dengan etika 

UWD tersebut berlaku pada periode 1959 sampai 1966 untuk kemudian 

beeda  juga dmgan r& yang ada pada paiode bedamya bang juga 

berdasarkan UUD 1945) yaitu Orde Baru. Hal ini berarti bahwa demokrasi 

dapat d%M dari sudut norm& dm q i r i s  apa yang secar?l normatif 

digariskan dalam konstitusi tentang asas demokrasi itu tidaklah selalu 

sama dengan apa yang terjadi secara e m p i r ~ k . ~ ~ ~  Singkatnya konfigwasi 

politik demokrasi di Indonesia dapat dilrhat pada masa setelah Indonesia 

merdeka. konfigurasi p o r n  menjadi cendenmg demokrasi clan dapat 

diindentifikasi sebagai demokrasi liberal. 

99 Bintan m e n  Sara&, Politikfiukum ... .Op., Cir, hlm 57 
loo Moh M*d MD, Politik Harlraun ... . Op., Cir., hlm 374 



A l f i m ' O '  mengatakan UUDS 1940 yaug mencerminkafl demokmsi 

liberal seperti yang terdapat di beberapa negara barat memberikan peranan 

yang sangat penting kepada D e w -  P e d a n  hkyat S e m t a m  

(parlemen) karena ia yang menetukan hidup matinya kabinet, karena 

parlemen terdiri dari wakil-wdd partai, maka kekuasaan yaug begitu 

besar langsung mencerminkan dominan parlemen berarti sama atau sejalan 

dengm peranan zrtama partai-partai poiitik di dalam s k k m  poiitik yang 

berlaku. 

Pada penode ini pernah berlaku tiga macam konstitusi, yaitu UUD 

1945, komthsi RIS 1949, dan UUDS 1950, tetapi kdgurasi  p o w  

yang ditampdkau dapat diberi kualifikasi yang sama, yaitu kontigurasi 

partai polibk, kedua kedudukan pemerintah sangat 1emah dm mudah 

kehidupan pers cukup mendapatkan kebebasan untuk mengepresikan 

Konfigurasi politik yang dem~kratis '~~ mempunyai kelebihan dm 

kdmahamya, antara lain yaitu; Pertam, terciptanya suasana politik yang 

101 Alfian, Pemikiran dun Perubahan Politik Indonesia, Grarnedia, Jakarta, 1978, him. 
249-250. Dalam Bintau Regen Siragi4 PoiitikHu kum... ..Lot,, Cir., him 57 

102 Moh Ma&d MD, Polirik Hukum.. . .Lot., Cir., hlm 3 74 
103 Demokrasi merupkan pengejewantahan dari nilai demokrasi dalam masyarakat 

Demokrasi dapat diibaratkan sebaagai pisau bermata dua, d i s h  sisi dapat menimbulkan 
rnasahh tetapi disis lain mampu memberikan soiusi. Tidaka sdkit proses demohatisasi 
rnembawa perpecahan sebuah negara seperti terjadi di negara Balkan dan Uni Soviet Hal ini 
dapat terjadi karena univikasi idiologi tidak mampu secara proposional menampung 
kepentingan atau keinginan kelompok dalam suatu populasi. Dalam Agus Suratan dan Tuhana 
Tauliq 4 Runhrhnya Negara Bangsa, UPN Veteran, Yogyahrta, 2002., film 185 



"fair", kesempatan politik ymg besar bagi &at untuk berm& s e a m  

langsung. Kedua, mendorong terbentuknya konpetisi yang sehat dalam 

aspek somi, ekonomi, yang berujung kepada p d a n g m m  ekonomi 

rnikro yang stabil dan pasar yang kualitatif Ketiga, penegakan hukum 

dipmdang sebagai s&u& solusi, sedangkan kelemahannya adalah, 

pertama, mahal dan kompleknya ddam mencapai suatu kebljakan 

terhadap put,&. Kedua, kompetensi ymg krlamt berimbas negatifkepada 

stabilitas yang bisa memburuk. 

Ivfoh. Mahfbd MD mendefinisikan ot~riter adalah susunan sistem 

polit& yang lebih mengedepadm negara, b q a  sangat aktif serta 

mengambil seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara, 

bnfigurasi ini ditandai oieh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan 

persatuan, penghapusan, oposisi terbuka, dominasi pimpinm negara untuk 

menentukm kebijaksanaan negara dan duminasi kekusaan polit& oleh dit 

politik yang kekal serta dibalik semua itu ada suatu doktrin yang 

membenarkatl kcmentrasi kekuasaan.'04 

Artinya konfigurasi politik yang menepatkan pemerintah pada posisi 

yang mgat dominan dengan sifat yang i n t w e n s i o ~  &dam penentmm 

dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi 

msyarakat tidak temgregasi dan ter-sasi secara proposiod bahkq 

'04 Bid, hlm 25 



dengan peran pemerintahan yang sangat domiwin, badan pendci1a.n 

rakyat dan partai politik tidak b h g s i  dengan baik dan lebih merupakan 

aiat jusidlcasi atas kehendatr pemerintah; sedangkan pers tidatr m e w  

kebebasan sentiasa berada dibawah control pemerintah itu sendiri. 

Konfigurasi pojitik otoriter &pat ddihat peraman dari masa liberal 

kemasa terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini oleh penguasa disebut 

sebagai masa Orde Lama. Masa demokmi wimpin dim& dengan 

dikelurkannya dekrit Presiden 5 Juli 1 959,'05 kehidupan demokrasi setelah 

dike1uarka.u dekrit 5 Juli 1959 sangat merosot dan yang m u n d  adalah 

sistem politik otoriter dengan Soekarno sebagai aktor utama. Tampilnya 

sistem otoriter ini dqiiih se- jawaban atas kegman  periode 

sebelwnnya dalam membangun stabilitas politik dan pernbangunan.'06 

Demokmsi terpimpin @at d- bahwa arah dari p e m e m  

yang dibentuk presiden dalam rangka kembali ke UUD 1945 adalah 

pemerhtabu yang Otoriter dan sistem p o M  yang dibaugun addab 

sistem politik yang otorita pula. Hal itu &pat dilihat definisi pada butir: 

105 Salah satu pertimbangan dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya 
konstituente melaksanakan tugknya hal ini dapat dilihat dari salah satu konsiderans dekrit 
tersebut berbunyi '%ahwa berhubung dengan pemyataan sebagian terbesar anggota siding 
pmbuat mdang-mdang dasar mtuk hdak munglnn lagi menydesaiakan tugas yang 
dipercayakan oleh rakyat Indonesia kepadanya". Dalam Juniato, Sejarah ... Op., Cit.,, 1990. 
lahirnya dekrit 5 juli 1959 sebetulnya tidak semata-mata karena gagalnya konstituente 
menetapkan UUD yang baru sebagaimana yang s e ~ g  dikernukakan dan ditulis dalam banyak 
buku sejarah ketatanegaraan indonesia Tetapi h h n y a  d e m  tersebut terutama karena 
kuatnya desakan militer dan Presiden Soekamo karena keduanya sama-sama berkepenthgan 
untuk kembali ke UUR 1945. dan kekuatan ini lebih eksis di bawah UUR 1945. Benny 
K.Harman. Konfigurasi Polztzk ... ..Op., Czt.,hlml03 

106 Moh. Mahfud MD. Pergulatan Pol~tik ... .Op.,Cit., hlm 77 



1. Demohasi terpimpin addah demokmi yang cocok dengan 

kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 

2. Demokmi terpimpin addab demokrasi di segala sod kenegaraan dan 

masyarakat, yang meliputi bidang-bidang polibk, ekonomi, clan sosial. 

3. Konsekuensi dari pa& prinsip demokrasi terpimpin adalah: 

a. Penerbitan dan pengaturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian 

s&agai dat pejuangan dan pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam suatu undang-undang kepartaian, yang ditujukan terutama 

kepada kese- negara dan r+at Lndonesia, s e b w  

diputuskan oleh musyawarah nasional pada bulan September 1957 

dengin jdan yang dadciadl dapat dicegah pub  adaqa sistem 

multi partai, yang pada hakekatnya mempunyai pengaruh tidak 

baik te rbdq ~~ poiitik Indonesia. 

b. Menyalurkan golongan-golongan fungsional, yaitu kekuatan- 

k- potensi nasiod da3am maspdcat kita, yang ttmbuh dan 

bergerak secara dinamis, secara efektif dalam perwakilan guna 

k e i a n m  ruda pemerintahan dan stabititas poiitik. 

c. Keharusan adanya sistem yang lebih menjamin kmtinuitas dari 

pem-, yang sanggup bekerja melaksanakan programnya yang 

sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan. 



~ o r n ~ j o d j o ' ~ ~  berpendapat bahwa negara yaug memerintah 

sewenang-wenang (machtsstaat) adanya kehendak pernerintah untuk 

menguasai s e l d  kehidupan manusia Mam masyarakat dm budaya, 

pemerintahnya juga ikut campur dalam bidang kehidupan keluarga, 

agama, pendidikan, pendeknya turut campur da1m semua bidang 

kebudayaan sehingga tidak adanya ruang bebas bagi warga negaranya 

sebagai pnbadt, serta idiologi yang menguntunpya persehtuan atau 

negara (collectivum). Hal senada juga dikemukakan oleh Daniel ~ev'O* 

sebe1um tahun 1956 tentara s d  mmpakan s e m m  kelompok politik, 

dan bukan hanya kelompok professional. Hanya saja pandangan 

politiknya, fonndasinya, belum terang. 

Pada tahun 1952 rumwan yang utuh belum muncul sebagian, karena 

perpecahan di dalam tentara se&q karena ko& dengan pimpinan 

pernerintah ha1 ini adanya kesulitan memikirkan keinginan polit& dan 

idielogi terhadap sistem polit& yang ada. Konfigurasi polit& aiau cirI khas 

dari penguasa yang memegang pemerintahan dalam rnasa Demokrasi 

Terpimpin aMah mwcuhya Soekarno sebagai pengum tuggal, dm 

makin berperannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komonis 

Indonesia (PKl) M m  sistem pofitik yaug dibangun s e r h  merosotnya 

peranan partai-partai lainnya. Soekarno tidak lagi berperan sekedar kepala 

107 Nort~~jodjo, A k h  Nepra H h m ,  Badan Penerbit Kristen, Jakarta1970 hlm 
24. 

lo8 Daniel Lev, Kegagalan Menciprakan Sisrem Polilik, Dalarn Polirik Indonesia 
PresperGh~Sejamh, B a s h a  T Wardaya Editor7 Gama Pustaka Uiauq 3akzutq 2001, filaz, 
168-169 



negara konstitusiond, tetapi sudah menjadi kepala eksekutif, pimpinam 

besar revolusi, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Semua 

kekuasaan pemerintahan k a d a  drtangannya sesuai d e w  konsep 

Demokrasi Terpirnpin, maka Soekarno ikut campur dalam semua aspek 

kehidupan masyarakat. 

~lf ian ' '~  mengatakan bahwa terlalu banyahya partai politik dan 

sen&& meninghuya pertentangan pendapat atau ideologi teM 

menjadikan Demokrasi liberal suatu sistem politik yang jauh dari stabil, 

sebagai mana antara lain dapat dilibt dari kenyakmn sering bergantinya 

kabinet. Format atau c o d  sistem politik yang berlaku tampak semakin 

jauh dari memuaskan Maka dari itu m e  Demoluasi Terpimpin 

dimana kekuasaan tidak terletak diparlemen. Bahkan jalan proses 

penrbaban politik sehjutnya tehh menjadikan peranan badan legishtif ini 

sangat merosot, kalau tidak dikatakan lumpuh. Dengan demiluan peranan 

kaum p o w  dengan partai-parhi mereka menjadi sangat minimum rllslam 

percaturan politik. 

Kontigurasi politik yang otoriter mempunyai kelebihan yaitu; 

berbagai aspek. Hal itu, tentu saja memudahkan negara dalam melakukan 

penyeragaman junifom] dalam berbagai aspek kehidupan brnegara 

Misalnya; penyeragaman hukurn nasional, penyeragaman budaya 

penyeragaman sistem po11tik. Kedua, larkarena mrak yang otoritarim 

'09 Alfian, Pemikiran Dan Perubahan ... .Op.,Cit., hlm 249-250. 



memiliki k- yang d&an akan sangat mudah h g ~  negara mtuk 

rnelakukan berbagai penyederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan 

negara. 

Sementara kelemaha~ya adalah; Pertarnu, tentu saja corak ini tidak 

demobatis. Secara poiitik, sosial dm ekonomi, sistern yang terbentuk 

tidak mungkm menciptakan suasana yang konpetitif, karena hanya 

didominasi saja. Sehingga tidak memytabu persingan yang sehat. 

Akibatnya adalah terjadinya kesenjangan dalam bidang sosial dan 

ekonomi yang tinggi. Kedua, sistem poiitik otoriter yang dibangun oleh 

pemerintah melalui akumulasi kekuasaan secara terus menerus dengan 

menggmakm komtitusi yang b* dapat pula mel- suprenmi 

hukurn karena hukum tidaklah lagi menjadi "supreme ". Supreme adalah 

kekmam yang d a h  pmkteknya sangat menemdan kuakter isi dan 

penegekan hukum. 

Konfigurasi yang demokrasi terdapat sistern politik yang demokrasi, 

dm sebdhya yang otoriter krdapat pada sistem pofitik yang otoriter. 

Karena itu politik hukum dalam konfigurasi politik yang demokratis 

addah unbuk menciptakan hukum yang mendekatkan tata h h  dengan 

realita sosial, sedangkan pada konfigurasi politik yang otoriter umumnya 

menciptakm hukum mtuk mempertahankm kekuasaan dari re* 

penguasa sehingga menjauhkan tata hukutn dengan realita sosial. Tetapi 

adakahya pada konfigurasi poiitik yang otoriter dapat juga tercipta 

hukum yang mendekah tata hukum itu dengan realita sosial. 



Pada suatu pemerintahan yang otoriter, adakalanya politik hdcwmya 

dicantumkan dalam program kabinet yang ada, adakalanya juga tidak. 

Tetapi poiit& h b  dijadikan dat untuk mempertdmkan kekuasaan 

Hal ini dapat dilihat dari produk perundang-undangan yang dibuat, hingga 

bentuk yang tampaknya demolaitis dengan membentuk pademen melalui 

pemilihan umum yang direkayasa untuk didominasi dalam parlemen 

sebgga  presiden cepat meminta persetujuan pademen yang teiah 

direkayasa dalam pemilihan umum tersebut untuk selalu mernberikan 

persetujuannya dalam pembentukan undang-undang. 

Sebaliknya dalam konfigurasi politik yang demokratis dapat juga 

terciptaka hukrnn yang menjadhn tata hukum dengan kenyaiaan s o s ~  

yang digunakan biasanya untuk menanggulangi keadaan darurat negara 

mu negara daZam kedaaan bahaya. M&ya Undang-undang Nomor 74 

Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Undang-undang ini jelas 

mcagmmgi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), tetapi hal ini dapat 

dibenarkan karena negara dalam keadaan bahaya, bila negara sudah tenang 

atau n o d  kembali maba undang-mdmg ini tidak diberl- pada 

saat berlakunya undang-undang ini pemerintahannya adalah pemerintahan 

ymg demokratis dan bniigurasi poiit& yang bdaku adalah k o n f i p s i  

politik yang demolaasi pula. Hal ini dapat dilihat pada r e d  demokrasi 

terpimpin di un-ya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian. Undang-undang ini begitu sesuai 

dengm kmyahau atau kehtuhan m m  mum,  dapai b&an 



hingga sekariglg ini padah1 yang menciptakanya &I& pemerin- 

yang otokrasi yaitu rezim demokrasi terpirnpin. 

Be& juga pada masa rezim Orde Barn, dic@akan Undang-mdang 

Nomor 15 Tahun 1969 dan undang-undang Nomor 16 (masing-masing 

tentang permlu dan tentang Susduk MPR/DPR/DPRD) bergeserlah 

langgam sistem politik dari demokrasi ke otoriter. Pdihan atas langgam 

oto* tamp- dilakukan secara sadar setelah ada garis p o M  

untuk mengutamakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada 

paradigma pertumbuhan dengau slogan "pembangunan yes, politik no". 

Pilihan pembangunan ekonomi dan orientasinya tersebut menuntut 

pmyarat '%bibs nasiod," sedangkan prasyamt tersebut dapat 

dipenuhi jika konflik-konflik politik dirninimalkan, dan rninimalisasi 

terhadap k o ~ k - o ~  politik itu tampaknya dijawab dagan tampilnya 

Negara yang h a t  atau pemerintahan yang otoriter.' lo 

Whupun pada Demobsi Teqhpin dan Orde Baru sishm pofitik 

yang dibangun adalah autokrasi atau oligarki pembangunan, tetapi 

keberadaan lembaga-lembaga politik dan kekuasaan kehaldma tetap 

drpertahankan, bukan dihilangkan. Hanya fimgsinya yang diamputasi dan 

atahya untuk menddcmg kebijakan r d m  yang berkuasa. 

110 Moh. Mahfud MD. Pergulatan Politik ... .. Op., Cit., hlm 78-79 



Lahirnya konfigurasi politik tidaklah mutlak tergantung pada 

konstitusil l1 atau undang-undang dasar yang berlaku. Berlakunya undang- 

undang dasar dapat m e m p & b  konfigurasi poiitik yang berbeda-beda 

pada periode yang berbeda pula. Undang-Undang Dasar 1945 yang 

b e r 1 b  tahun 1945-1955 ternyata melahirkan konfigurasi politik 

d e m o h i .  Sedangkan setelah tahun 1966, UUD 1945 melahirkan 

kodigurasi p o w  yang otoriter. Terbukti juga bahwa meskipun pen& 

berlaku tiga konstitusi yang berbeda yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, 

Undang-Undang Dasar Sementam 1945 etapi konfigurasi potitik ymg 

dilahirkan adalah sama yakni konfigurasi politik yang demolaatis. Disini 

yang bedaku ditekadm addah perllmya sinergi -a orang dan sistem 

yang sama-sarna baik. Sistem yang baik bisa jelek dibawah orang yang 

jelek Tetapi juga orang yang baik bisa menjadi jelek dibawah sistem yaug 

jelek Artinya sistem sangat berperan penting dalam suatu perubahan yang 

demolnatis. 

Ternyata adalah bukti yang cukup sigrnSkm bahwa konfigurasi 

polit& yang demobatis mehbkan h u k u m - b  yang cenderung 

111 Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 
Repubiik Indonesia Tahun 1945 merupakan kon.satusi tertulis. Konstitusi dalam praktiknya 
dapat bermti Iebih Iuas dari pa& undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan 
dengan pengdan Undang-Undang Dasar. Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan 
undang-undang dasar, sebenamya sudah mulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector 
Republik inggris 1649- 1660) yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai instrumen of 
gmennment, yaitu bahwa u n d a n g - h g  dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah 
dan disinilah timbul ident ifhi  dari pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. 
Konstutusi itu sendiri sebenarnya merupakan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem 
hokum ddarn suatu Negara itu sendiri. Warn DaMm Thaib, Jaziiln W d i ,  Ni'matul Huda, 
Teorr aim Hukwn Konshlusr, mawali Press, Yogyakarta 2006 



hub-hukum yang cendemg ortodok/konservatiflelitis. ' 13~arena 

karakter produk itu merupakan lrristalisasi dari konfigurasi politik yang 

melahirkannya. Setiap upaya untuk memproduk hukurn yang berkarakter 

responsiflpopulistis harus dimulai dahi upaya demokds dalam kehidupan 

politik. Moh. Mahfud MD"~ mengatakan indikator dari isi dan penegakan 

hukum yang hrkarakter komewatifatau ortodok tersebut; 

Pertama, pembuatannya didominasi oleh negara dan tidak memberi 

ruang yang cukup bagi kelompok dan individu nxqmiht utl.tuk 

berpartisipasi. Selma Orde Baru misalnya, tidak satupun lahu undang- 

undang ymg diserap dari masyarakat bahkau Dewan Pe* Rakpi 

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya menjadi rubber stamp karena 

h y a  meflge- saja apa yang teM direncanakan dan dibuat oleh 

Presiden. 

K e h ,  isinya bersifat '>ositrf-insstrumentalistik-" dalam arti selalu 

memberikan jmtifksi @exnbenaran) tdadap apa yang akan ahu tehh 

dilakukan oleh pemerintahan. Dengan demikian, menjadi instrumen 

pembenaran atas kebijakan pemerinaan yang korupsi sekalipun. 

112 Produk hukum yang responsif7 populistik adalah produk hukum yang mencerminkan 
rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalarn proses pembuatannya memberikan 
peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam 
masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tunMan kelompok sosial arau 
individu dalam masyarakat. Moh. Mabfud MD, Politik Hukum ... . Op., Cit., hlm 25 

113 Produk hukum konservatiflortodoWelitis produk hukum yang isinya lebih 
mencerminkan visi sosial eiit politib; iebih mencerminkan keiginan pernerintah, bersifat 
p o s i t i v k - i n s ~ n ~ ,  yakni mmjadi hukum resfonsic hukum ortodoks lebih t e m p  
terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-indivjdu di dalam masyarakat. Dalam 
pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Ibid., hlm 25 

114 aid., hlm 25 



Ketiga, cukup isinya bersifat "open interprevafion" dalam arti 

membuka ruang yang luas bagi pemerintahan untuk membuat peraturan 

pelaksanaan. Did- hukum delegasi kewenangan memang tidak 

disalahkan karena memang bisa saja lembaga legislatif melakukan 

fmgtred atau tidak mau mengatur s e c a  rinci untuk kerndim 

menyerahkan pengaturamya lebiih lanjut kepada pemerintah. 

Keempat pehkmman hukum lebih men- program dan 

kebijakan dari pada aturan hukum itu sendiri. Apabila suatu kebijakan clan 

program akan tedmmbat oieh aturan hukum yang ada maka yang dilanggar 

adalah hukumnya, bukan program dm kebijakmya yang ditinjau. 

bahwa jika ada pelanggaran hukum yang dilakdcau oleh aparat selalu 

dikatalzan dilahkm okh o h m  atau sekedar saw prosedur. 

Tolak tarik atau pasang surut antara konfigurasi politik yang 

demohsi  dan bnfigurasi politik yang otoriter, dapat dapat dari sejarah 

perjalanan bangsa ini. Jika perjalanan konfigurasi politik itu dimulai dari 

pro-i kemerdekaan maim konfigurasi itu dapat d i g a m b e  

a. Pada awal kemerdekaan 18 Agustus 16 oktober 1945 melalui pasal IV 
aturan peralihan UUD 1945 secara formal negara tersebut dengan 
konfigumsi politik ymg sangat otoriter karena m e n y e d h n  kekuasaan 
MPR, DPR, dan DPA kepada presiden sebelum lembaga-lembaga 
tersebut dibentuk dengan dibantu oleh sebuah komite. 

b. Meldui Maadmat No X Tahun 1945 yang kemudian disusd dengan 
perubahan sistem kabinet konfigurasi politik berubah menjadi sangat 
demokrasi ha1 itu pada tahun (1945-1959) 



c. Konfigmasi yang d e m o h i  tersebut bergeser menjadi sangat otoriter 
sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberi jalan 
bagi Soekarno untuk menerapkan demokrasi terpimpinnya. (1959- 
1966) 

d. Ketika Orde Baru iahir pada b h n  Maret 1966 konQyasi politik 
kembali bergeser kearah yang demokratis. Menegakkan kehidupan 
yang demokratis dan konstitusional, melaksanakan Pancasila dan UUD 
1945 secara murni dm konsekuen, membangun supermasi hukurn dan 
sebagainya. 

e. Keadaan demokrasi hanya berlangsung selama 3 tahun pada awal 
Oerde Baru sebab setelah Angkatan Darat (AD) I1 memutuskan untuk 
mengutamakan pemban- ekonomi maka brmat baru politik 
Indonesia yang disusun adalah format yang tidak demokratis, format 
yang memberih kekuasaan politik bagi pemerintidm melalui 
tangan-tangan di MPR dan DPR. Tujuannya adalah agar bisa tercapai 
stabdhs pofitik yang dapat mehcarkan jafannya pemt,- 
ekonomi. Format politik yang baru itu dituangkan didalam dua UU 
politik yang diundangkan pada tahun 1969 yakni Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang 
Nornor 16 Tahun 1969 terrtang Susduk hrIPR/DPR/DPRD. Meskipun 
telah beberapa kali diubah, kedua undang-undang ini secara subtamial 
tetap berlaku sampai sekarz~n~.''~ 

Setelah refbrmasi bergulu pada tahun 1999 Indonesia kembali seperti 

pada masa dernokrasi fiberid, yaitu sistem p o W  yang demohatis, 

bedanya sistem pemerintahan yang dibentuk bukan lagi parlementer 

mehidcan presidensijl P m  yang kdmtuk &ah p m  

yang demokratis yang dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih 

menempatkan pemerintahan yang terbentuk semakin kuat dan tidak bisa 

dijafdi ditengah j a b  oleh parlemefl dan begitu juga set,-. Disatu 

sisi juga yang disoroti dalam amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

'I5 Moh. Mahfud MD, Pergdatan Politik ... Op.,Cit., hlm 292-294 



setelah pembahan UUD 1945 tetap menjadi kekuasaan yang sangat 

fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki 

C. Politik Hukum Kehasaan Kehakiman Di Indonesia 

Konsep negara h t h m  yang &du diiabsanakan menganut rechsstaat 

sekarang dinetralkan menjadi negara hukum. Artinya konsep negara hukurn 

sebelun amandemen ditegaskan Warn penjeiasan UUD 1945 "Indonesia d a h  

negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan 

negara hukum itu dipindah kedalam kalimat yang netra1116 "Indonesia adalah 

UUD 1945 yang dijabarkan kedalah peraturan penmdang-undanganm dan 

116 Konsep penetralan kalimat ini sangat penting karena di dalamnya terlcandung 
konsep prismatik tentang negara hukum. Artinya penggabungan unsur-unsur baik dan 
berbagai konsep yang berbeda kedalam suatu konsep yang menyatu dimana irnplementasinya 
disesuaihn dengan tunhitan perkembangan. Moh. Mahfbd MD, Perdeimtan Hukum Tata 
Negar Pasca Amandemen Konstitusi LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 50-51 

117 Ddam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi diatas kekuasaan yang 
ada didalam negara Dalarn setiap pelaksanaan dndalm yang dilakukan oleh lembagalembaga 
negara hams berdasarkm hukurn. Lihat T d q  Hamami, Kedudukan Dan Eksistensi 
Peradilan Agam DakIain Sisrein Tala H u b  Indonesia. Alumni, Bandun& 2003. hIm. 41 

' I 8  Dalam khazanah ilmu hukum suatu peraturan penmdang-undangan dapat diakui 
eksistensinya bila ia mempunyai keabsahannya dari sisi landasan filosofi, yuridis, dan 
sosiologisnya Perrama, keabsahan filosofis (fzlosofische gelzung) addah apabila hidah 
hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalarn UUD 1945, nilai- 
nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan cite Hukum (rechsidee). Kedua 
keabsahan secara yuridis (iuridische geltung) adalah apabila @daAesesuaian bentuk atau jenis 
peraturan pentndang-mdangan deqgan mat& ymg d i m  kalau rllperintahkan oieh 
peraturan permtang-undangan yang tingkaiannya lebih t keabsahan sosiologis 
(seziologische gelrung) adalah apabila berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi 
juga karena diterirna masyarakat. Bagir Manan, Dasar-Dasar Peraturan Perundang- 
U&gm Di ikbnesia, Jakarta ind Hiii. Co, 1992., htm 13-16. W Achmad Ali, Menguak 
Tabir Hukwn, Suaru Kairan Filoso$s &n Soswlogis, Cet II, Gunung Agung, J a b @  2002., 
hIm 114-1 15; lihat juga, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suaru Penganrar, Edisi 
III, cet 1, Liberty Yogyaliarta, 1991 ., hlrn 74-75 



konstitusi hukum baru lahir untuk menciptakan demokrasi dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komtitusi bangsa Indonesia telah 

empat kdi mengalami perubahan. Determinasi politik sangat besar terhadap 

pro& hulrum yang d i h a s i k .  Produk hukum yang dihasifkan merupakan 

perundang-undangan yang merupakan acuan dalam menjalankan roda 

pemerhtaban. Penmdang-undangan itu sendiri merupkan bentuk dari poiitik 

hukum (legal ~ o l i c ~ ) '  ' dalam pembuatan peraturan penmdang-undangan, 

politik hutcum medik i  peranan sangat penhg. Pertam, sebagai alasan 

mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan pemdang-undangan. 

Kkah, mtuk menentukan apa yang hen& diterjemaihn kedalam kabat 

hukum dan menjadi perurnusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan 

perahran penmdang-undangan dan permusan pasa1 merupakan jembatan 

antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peratwan perundang- 

mdangan Hd ini mengingat anma peiaksanaan peraturan perundang- 

'I9 Erman Rajagukguk, eta1 Perubahan Hukum Indonesza (1998-2004) Harapan 2005, 
Legal Development Fmhry-Fakdtas H u b  tTi, Jalorrta, 2004 film 36. ht Ridwan 
Khairandy, "Politik Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi dan 
Hukum", Dalarn Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfhd MD., SH. 
Retospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan., UII Press, Yogyakarta, 2007 hlm 
64. Pengeriian legal policy mencakup proses pembuatan dan pekanaan  hukum yang dapat 
mauqjukkan sifat dan kearah mana hukum akau dibangun Moh Mabfud, MD. Politik ... . Op., 
Czt., hlm 9. Dengan kata lain, politik hukum memberikan landasan terhadap proses 
pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur, serta nilai yang 
berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap fiukum itu 
sendiri. Dengan proses s e p d  ini maka diharapkan produk hulaun yang akan 
diimplemetasikan ditengah-tengah masyarakat dapat diterima, dilaksanakan, dan dipatuhi 
llhat juga Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dm-Dasar  PolztlkHukum, Rajawali Press 
Iakuta, 2006., hlm 43. 



u n h g a n  hams ads konsistensi h koreiasi yang erat dengan apa yang 

ditetapkan sebagai polit&. 120 

Pozitik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimemi, dimmi pertam 

adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu 

peraiman pemhg-undangan. Dimensi kedm adaiah tujuan atau alasan yang 

muncul dibalik pemberlakuan suatu peratman perundang-undangan.m 

Menurut Organ& bahwa suatu bangsa modern s e k q  ini telah menempuh 

pembangunan melalui tiga tingkat yaitu; politik unifika~i, '~~ politik 

indusb-iali~asi,'~~ dm politik negara kesejahtemu~'~~ Langkah langkah ini 

dilakukan dengan lebih menekankan pada terciptanya kesejahteraan rakyat.12* 

Pozitik hukum bukan saja berbicara pada dataran proses dari hukum yang 

akan dan sedang diberlakukan, tapi mencakup pula hukum yang berlaku. 

Dengan kata lain politik hukum merupakan seni yang pada dchimya 

mempunyai tujuan praktis untuk memunghinkan peraturan positif dirumuskan 

secara lebih baik dan mbk mmberihan pedoman, tidak h;lnva kepada 

pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana 

putusan pen@an.'26 

120 Ridwan Kahirandy, Politik Hukum ... Op., Cir., him 64. 
12' Ibid., him 65 
ln Politik lmifikasi bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan pasa tm 

dan kesatuan nasional., Ibid., hlm 65 
123 Poiitik industrialisasi, poiitik yang dipergudcan untuk mengacu pada perjuangan 

untuk pembangunan ekonomi dan rnodemisasi politik, Ibid. 
UA Pdtik negara kesejabterraan plitik hukum yang digunakan mengacu kepada 

pekerjaan utama negara untuk melindungi rakyat dari sisi negatif indmtrialisasi mengkorehi 
kesalahan-kesalaban yang terjadi pada tabaptahap sebelumnya, Ibid. 

Bid. 
126 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohan, Dam-Dasar ... OpCit., hh50 



Bila hukum itu dibangun diatas laudasan yang tidak sesuai dengan 

struktur rohani masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat itu tidak 

terjadi dan k e b e r l m  h b  m e n *  para penyeienggm negara yang 

berwenang menarik dan menunuskan nilai-nilai dan aspirasi itu dalam bentuk 

terbulis h a m  peka terhaaap kedua hal tersebut. Namun yang menjadi 

permasalahannya lembaga kenegaraan yang berwenang menentukan politik 

hukum dalam medmikan bent& dan isi dari h b  suatu negara, buhan 

lembaga yang genulne dari berbagai kepentingan, dimana lembaga-lembaga 

negara itu berkumpd berbagai kelompok kepentingan yang terkadang lebih 

mementingkan aspirasi kelompoknya dari pada aspirasi masyarakat secara 

mum. '27 

Polihk hukum mengajak kita untuk mengetahui bahwa hukum swat 

dengan warm politik atau lebih tepatnya, bahwa hukutn harus dipandang 

sebagai suatu proses politik, subsistern politik dianggap lebih powefi1 

konsentrasi energi yang lebih besar dari pada subsistern hukum. Hal ini 

mengaiubatkan apabila hukum berh- dengan politrk, maka ia berada 

pada kedudukan yang lebih lemah.'28 Subsitem politik mempunyai tingkat 

detmnhsi  yang lebih thggi dari pada subsistem hukum, b e n a  hukum 

merupakan hasil atau knstalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling 

ln aid., hlm. 52-53 
12' Menurut Satjipto Rahaqo, hubungan ini disebut dengan hubungan yang 

mengkondisikan. Politik mempakan kondisi bagi dijalankannya hukum Satjipto Rahardjo, 
Beberap Pemikirm ... Op., Cit., hlm. 71 



berinteraksi dm saling bersaing. 12' Tampilnya kekuasaan pemerlntahau negara 

yang sangat hegemonik pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam 

rangka n e w  kesejahteraan (wetfare state) tentu saja mengganggu 

keseimbangan relasi kekuasaan (check and balance) yang ada dan pada 

akhimya mempengaruhi keda kekuasaan kehakim.~ . '~~  

Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya 

secara tegas menyatakan M w a  kekuasaan kehakbm merupakan cabang 

kekuasaan negara yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah 

(eksekutif) dan kekuasaan pembuai undang-undang (legislatif). Menurut 

Oemar Seno Adjie, suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi baik 

dari p e m e r i n e  dan diperluas pada badan legidatif merupakan syarat yang 

tidak terpisahkan, syarat yang sangat diperlukan bagi negara hukum Indonesia, 

Tahun 1970 yang meyatakan kekuasaau kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarhn peraddan g;una menegkkau h b  dan k& 

berdasarkan Pancasila derni terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

Berkaitan dengan independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman, 

menurut Soemautri maupun Dahlm Thait,,131 sebenamya madab  tersebut 

sudah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum 

lW Moh. lClLahfud kQD, Poliiik Hukwn.. . .. Op ... Cri., hlm8 
130 Benny K. Harman, KoPgfgurasi Politik ... . .Op.,Czt., hlm. 3 
13' Sri Soemar&i Id, Bunga Rampi  H u h  Tatanegara Indonesia Tatanegara 

IndOnesia,Alumni, Bandung1992 hlm 186- Lihat jugs Dahlan Thaib, "Independensi dam 
Peran Mahkamah Agung (Kajian dam Sudut Pandang Yuridis Ketatanegarw ", Jurnal 
Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus 2000, hlm. 125. 



amandemen maupun sesudah amandemen, hal ini kita jumpai dalam 

penjelesan Undang-Undang Dasar 1 945 yang berbunyi; cckekuasaan 

kehakhin idah kekmsaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah berhubungan dengan itu hams diadakan jaminan dalam 

undang-undang tenmg kdudukan para h W 7 .  Madah kemandirian 

lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan, 

Mwasanya itu merupakan kaidafi-kaidafi paham negara modern yang 

kon~titusional.'~~ 

Independensi yudisial diperlukan karena di antara ketiga cabang 

kekuasaan, l d a g a  p d d m  adalah "bze least ~ g e ~ o u s  to &e political 

r~ghts of the Constitution". Lembaga peradilan tidak memiliki pengaruh baik 

kekuasaan (sword) maupun keuangan @me) bib diband* dmgan 

kekuasaan eksekutif dan legislatif Kekuasaan kehakiman hanya memiliki 

ke- Mam bentdc "putusm'~semata t'jza&ment). 

Menwut Lubet menyebutkan, bahwa independensi yudisial me- 

%andung dai-niiai dasar: fimess, ~mparn'aiiiily, dm good faith, Hakh yaag 

independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada 

h a p  pifiak untdc didengar -pa mengai- dengan idenlitas atau 

kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan 

bersrkap imparsd, bebas dari pagamh yang talr berhubungan dan kebal dari 

tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen mernutus berdasarkan 



kejujuran (good fazth), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, 

tanpa menghtraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun hansial. '33 

Menurut John m ere john'^ menyebutkan, bahwa secara prinsip tujuan 

dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai tertentu. 

Perfama, kemerdekaafz yudisid merupakan kondisi yang diperlukan untuk 

memelihara negara hukum. Kedua, dalam suatu pemerintahan konstitusional, 

hanya hulrum yang secara konstitusional memiiitd legitimasi yang harus 

ditegakkan dan pengadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

tugas Marn memutuskan hufnun tersebut. Karena ity terdqat kebutuhan agar 

pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang 

mehggar dai-dai tersebut. Ketiga, Mam negara demokmsq pengadilan 

harus memiliki otonomi yang h a t  dalam menolak godaan untuk memberikan 

penghomatan terla1u banyak pada panegang kelruafaan ekonomi atau politik. 

Sementara itu di dalam The In?ernutronal Bar Association Code of 

Mmzmum S f a n d r d  of Judicial Independence, menyebulkan batasan-batasan 

dari kemerdekaan yudisial yang meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan 

substantic kemerdekaan intend, dm kemerdekaan kolektif Kemerdekuan 

personal mensyarat-kan bahwa pengisian jabatan hakim, termasuk 

pengangkatan, pemindahaq pemensiunan, dan penggajian ti& ditetapkan 

oleh clan di bawah keputusan eksekutif. Kemerdekuan substanhjmensyaratkan 

seorang hakim hams memberi putusan sendiri atas dasar pen- atau 

'33 Steven Lubet, "Judicial Dicipline and Judicial Independence," Law and 
Contem orary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer. 1998. hlm 61 

14'4 John Ferejohn, Dynamic of Judicial Independence: Independence Judges, 
Dependent Judiciary, ht@://www.pa~asan.de~ublicatiodtexts/ 



argumentasi huhm senditi, bukan atas dasar pe-nalaan o m g  lain. 

Kemerdekaan ~ n t e m l  b e d  seorang hakim hams mampu mengambil 

putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya KemerHehn kdektrf 

mengacu pada fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga 

yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintahan yang kl" H m l d  

juga menyebutkan adanya dm perspektif dalam memandang 

independensi yudisial. Pertama, perspektIf pemkahan kekuasaan dalam 

bentuk kemerdekaan kelembagaan (institutional ~ndependence) kekuasaan 

kehakitnan dari cabang pemerin- lainnya. Aspeknya tern& 

organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif 

demokrasi berupa kemerdekaan ddam membuat putusan (Heciszonal 

independence). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan 

terhadap negara hukum. Peraddan bukan hanya saM satu cabang 

pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan h g s i  untuk 

menjamin terwujudnya negm huinun. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kekuasaaan kehakiman adalah 

suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan ini, menurut Padmo Wahjono, 

tenlapat beberapa permasaiahan, pertam, dinrmuskan pula didatam 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yaitu hams 

13' TOdung Mulya Lubis & Mas Achmad Santosa, "Regulasi Ekonomi, Sistern yang 
Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia," dalam Arief 
Budiman et al. (ed.), Harapan dun Kecemasan Menarap Arah Reforrmasi Indonesia, 
Yogyakzb: Bigraf Publishing. 2000. hlm. 171 

'36 Harold See, "Comment: Judicial Selection and Decisional Independence." Law and 
ConremporaryProblems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998. hlm. 141-142 



diadakm jaminan da1am undang-mdang tentang kedudukan para ha& yang 

dapat diperluas mengingat perkembangan kehakiman dewasa ini yaitu jaminan 

hgi masyarakat tentang adanya suatu m e e m  pengawasan kehkiman 

sehingga menjadi suatu kekuasaaan yang merdeka atau bebas dari pengaruh, 

terrnasuk pengaruh uang. Masalah yang kRdua, ialah bahwa kekuasaan 

peradilan yang bebas ini secara konkret menggunakan dan menciptakan pola 

putusan peradilan yang tetap (yunspmdensi) di dalam pembentdm dm 

pembinaan tata hukum yang berlaku.13' 

Kaandirian peradilan merupakan pilar dati negara hukum. 

Kernandhian tersebut dimaksudkan sebagai titik adanya campur tangan 

lembaga-lembaga diluar pengaddm Namun demikian koridor h u h  berupa 

pengahlran undang-undang bagi pelaksanaan h g s i  peradilan dilakukan agar 

dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan kehkiman yang tidak mbatas. 

Cerminan pembatasan pelaksanaan h g s i  peradilan terlihat pada 

pengalman kompetensi peracbh dan wdayah yurisdiksi pengadilan, yang 

dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak terdakwa atau para 

pencari keadBan. Ddam kontek pabatasan tersebut di atas AV. Dicey 

kemudian mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki posisi kemandirian 

yang ~ e r n ~ u r n a . ' ~ ~  

Alexis de Tacqueville sebagaiman dikutif kembali oleh A. Muhammad 

Asrun dalam bukunya "Krisis Peradilan Mdkamih Agung di Bawah 

'37 Padmo Wahjono, Beberap Ahsalah Ketatanegaraan di Indonesia, Rajawali Press, 
Jakarta, 1984, w. 10. 

138 A Muhammad Asrun, fiisis Peradilan MahkaPnah Agwzg dibawah Soeharto, 
Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 5 1 



Soeharb" mmgatakan tiga ciri bagi pelahaman kehasaan kehakiman yang 

m a ~ ~ d i r i . ' ~ ~  Pertama, kekuasaan kehakiman disemua negara merupakan 

pelaksana fungsi p e r a h  dimana penga- -a bekerja kalau ada 

pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya 

dapat melakukan intervensi. Kedua, h g s i  peraddan hanya berlangsung kalw 

ada kasus hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan mash dalam koridor 

pe&snaan tugsnya, jika ia d;llam memutdzm suab perkara menolak 

menerapkan prinsip yang berlaku mum. 

Namun, jika menolak menaati prinsisp-prinsip yang berlaku umwn 

dimana dia tidak dalam kondisi memerikaasa suatu perkara, maka ia dapat 

dihulrum atas dasar pebggaan tersebut. Ciri kerjga, addah kekwsaan 

kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalarn hal adanya sengketa yang 

diatur dalam hulrum. Pada Wekatnya p e l b a a n  fungsi peraddan wnantiasa 

berujung pada akhirnya suatu putusan. Karma itu, jika suatu putusan berujung 

pada tabutmnya s m t u  kejahtan keji, madra p e h y a  dapat dihukum 

Demikian juga halnya, jika hakirn memutuskan adanya pelanggaran, maka ia 

dapat memutuskan hulcum denda bagi pdakunya. 

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat diuji lewat dua hal, yaitu 

ketidak berp- jimparlial~ly) dan kekneten reiasi para aktor pofitik 

(polirical Insularity). Tmparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim 

akan mendasarZEan putusannya pada hulsupl dm fikta-fiikta dipersidangan, 

bukan atas dasar keterkaitannya dengan salah satu pihak yang berperkara. 



Imparsialitas hakim memang bukan ha1 yang mu& dideteksi, dimana hal itu 

dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim vis-d-vis keterkaitannya 

dengan pihak yang bqm-kara dalam kwntek hubungan s o d  dan 

Hal tersebut sudah diatur sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 pada P a d  29 ayat (3 ), (5 ), dm (6) yang berbunyi; 

(3). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan bila terikat 
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 
hubungan suami istri meskrpun sudah bercemi, dengan ketua, salah 
seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. 

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan 
apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan 
perkara ymg sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas 
perintah pihak yang berperkara. 

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (3, putusan 
dinyatakan tidak sah atau tetap hakim atau panitera bersangkutan 
dikenakan sanksi adminktrasi atau pada berdasarkan peratwan 
perundang-utldangan. 

Oleh karena itu, imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan 

jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik k e p h g a n  atau f&or 

semangat pertemanan (collegiaZ) dengan pihak yang b e r p e b .  Karenanya 

aafdnz harus mengundudan diri dari proses persidangan jika ia mdihat adanya 

potensi imparsialitas. Dalam kontek sistem hukum Indonesia, hakim hams 

mengundwkan diri kalau dump memillri hubmgan d& ada semenda 

dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksan dimuka peradilan. 

Memutuskan relasi dengan dunia polit& penting bagi seorang hakim 

agar dia tidak menjadi alat untuk merealisaslkan tlljuan-tujuan politik atau 

independensi peradilan dalam konteks bahwa peradilan tidak lain mempakan 



77mdut undang-undang" sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan 

hukum, bukan dipandang sebagai putusan politik, putusan pengadilan semata 

merupakan konkretisasi apa yang dimuat dalam unrlang-mdang, bukan iahir 

dari tekanan atau lobi politik. Karena itu penting artinya keterputusan relasi 

den- dunia poiitik dari seorang hakh  juga saugat mendukung imparsialitas 

proses peradilan. Syarat keterputusan dengan dunia politik ini merupakan 

sesuaai yang sangat mas& aka4 karena seorang hkim di as& menjadi 

bagian partai politik tertentu atau menjadi pemilih partai politik tertentu atau 

menjadi pemilihan pernilu. Karena ituj keterkaitan sesmmg adon hakim 

dengan partai politiknya hams dilepaskan ketika ia diangkat menjadi hakim. 

K e m b  kekuasaan kefmkimn atau kebebasan hkim meqakan 

asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja, asas 

ini berarti W w a  &lam m e l a k d a n  peradilan, hakim itu pada dasarnya 

bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari 

campur tmgm atm tunrn tangm kekwaan ekstm 31?disial.'41 Meslqxin pa& 

dasarnya hakim itu mandiri tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak, karena 

dalam menjalankan tugasnnya Wim secara &o dibatasi oleh Panmila, 

undang-undang dasar, peraturan pmdang-undangan, kehendak para pihak, 

btmiiban mum dan kesushn. itu addab Mctor-Mctor yang dapat 

membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakirn itu bersifat 

universal, tetapi pebksanaannya di masing-masing negara ti& sama. 

141 Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek ... ... .. Op., Cit., hlm. 51 



Disamping secara matuo kebebasan hakim j u g  dibatasi oleh sistem 

pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Bambang 

Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menyatakan kekuasaan kehakiman 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu.142 

1. Kematldirian Lembaganya/Institusinya. 

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan 

dengan lemt,aga peradibmya itu sends Parameter mandiri atau tidaknya 

suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal; 

a. Apakah lembaga peraddan tersebut mempunyai ketergantungan (selain 

mempenganh terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) 

dengan lembaga-lembaga lain ataukah tidak, misainya dengan imtitusi 

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya, 

kalau lembaga peradilan ternyata dapat mempengamhi inkgritas dan 

kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah 

satu dikator  bahwa lembaga peradiian tersebut tidak maum ah 

setidak-tidaknya iembaga peradilan itu b a n g  mandiri. 

b. Apakah lembaga tersebut mempunyai hubungan hir&s keatas 

secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur 

tangan clan mempengarubi k&ebasan atau kernan- terhadap 

keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, 

sepanjang sudah diatur dalam perahran perundang-undangan, s e p e ~  

memberikan pengawasan kepada pengadilan dibawahnya, maka 

'" Bid, hlm 53-55. 



hubungan hierarkhis antara lernbaga atasan dengan bawahan dapat 

dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan disini. Yang menjadi 

masalab kalau sampai pen- atasan sampai melakukan 

campurtangan dalam proses peradilan secara tidak sah diluar hal-hal 

yang sudah ditenhbn dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Kemandirian Proses Pengadilannya 

Kemdirian proses peradilan disini terutama d-imuiai dari proses 

pemeriksaan perkara, pembukhan sampai pada putusan yang 

dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya campur tangan 

(intmensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang 

dengan berbagai upaya mempengamhi jalannya proses p d a n  baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi 

tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilannya tidak am 

kurang mandiri. Sebaliknya kalau ada campur tangan tersebut ternyata 

tidak bepengawk Berarti proses perdannya dapat dikatakan madhi. 

3. Kemandirian Hakimnya 

Kemandirian hakim disini dapat dibedakan tersendiri, karena 

b k h n y a  secara fungsiond m q a k a n  tenaga inti pmegakkan hukum 

dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya 

hakim dalam rnemenksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan 

ketahan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan 

profesinya d a b  menjdadcan tugas dan wewenang dari adanya campur 

tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim 



kqengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain d a b  menjalankan 

tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak 

mandiri. Sehaihya kalau hskim tidak terpengaruhi dan dapat bersikap 

obyekhf, meskipun banyak tekanan psikologis dm intewensi dari pihak 

lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh 

kemandiriannya. 

Dari ketiga tipikal kemandirian kehakiman dalam masalah ini adalah 

tentang hakimnya. Karena untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang 

mandiri ada pada hakim itu sendiri. Sebagai kekuasaan yang lebih nampak 

sebagai k e h m  m o d ,  maka moral para 3 d h  merupakan sendi utama 

untuk mewujudkan kekuasaan kehakunan yang mandiri. Iman kepada 

Ailah mmpakan sumber moral yang tersempuma. Karena moral yang 

didasarkan pada iman tidak hanya bernilai dalam hubungan antara sesama 

manusia tdqi daf.am hubungan antara at-ahklak- Selain iman, si~mber 

kekuasaan moral itu di dapat pula antara lain: 

Pertma, sebagai pembawa i n k l e u  (imakter int&ktual). Kaum 
inteleictual adalah h p u i a n  manusia yang senantiasa mendami~aican 
kebenaran. Ilmu, baik yang didapat dari belajar, maupun pengalaman 
hanya mempunyai satu misi dasar yaitu menemukan kebenaran. Hakim 
yang in te1eW yang beikipmh melaMan amd jariah, menrpakan 
sumber bagi tega'rmya kekuasaan icehakhan yang mandiri. 

Kedua, Kekuatan moral para hakim juga dapat tumbuh me1alui 
kesadaran akan tanggungjawab sosial. Hakim adalah lapisan elit setiap 
masyardcat. Karem itu, Mcim adalah tokoh masyarakat (social figure). 
Hakim bukan saja menjadi panutan, tetapi juga b-ggungjawab mtuk 
mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. 
Kewajiban-kewajiban itu hanya dapat dipikul dari dijalankan kalau ada 
inteatas moral yang memadai. '43 

143 B@r Manan dan Kuntma Magnar, Beberap Mowlnh Huhm Tntn Negom 
Indonesia, Alumni Bandung, 1997, hlm. 41. 



Hakim tidak merddci kebebasan daiam segala hal. Kebebasan yang 

diharuskan atau dijamin oleh hakim adalah kebebasan d a b  menjalankan 

fungi yudisial baik yaag bersifat perkara (sengketa), rnaupun ketetapan- 

ketetapan yudisial. Dalam meiaksanakan tugas-tugas yudisialnya, 

memeriksa dan memutuskan p a b r a  atau membuat ketetapan yudisid 

hakim hams bebas dari segala pengaruh kekuasaan atau ketentuan lain 

yang akan mengurangi sii% tidak meHlihak (impartia1i@). Hanya dengan 

keberadaan suatu kemerdekaan pengadilan, hakim dapat memutus pakara 

secara imparskd dan bmkadih, sebab "negara h&m" m- 

adanya hakim yang tidak takut atau khawatir atas akibat atau pembalasan 

dari pihak luar.*'%akun sebagai hakim tidak mempunyai atasan karena 

tindakannya dilakukan atas nama Tuhan dan atas nama negara. 

Tetapi kdebasan hakim ti@ serh m a  menjamin adanya 

keadilan. Dalam kebebasan itu terkandung ancaman, yaitu penyalahguaaan 

icebebasan. Karena merasa bebas, hakim dapat melakukan sewenang- 

wenang, memperlakukan pencari keadilan sebagai objek untuk 

mempmkh berbagai kemhmgan pribadi, dan berbagai bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan lain. Apabila hakim tidak lagi menjadi tempat 

menemukan keadilan mehidcan W serta Mam berbagai penyahhgunaan 

kekuasaan, hampir dapat dipastikan masyarakat tersebut akan berkeping- 

keping karena mereka akan mencari dan menemukan keadilan menurut 

144 F.B. William Kelly, An Independent Judiciay: The Core of the Rule of Law, 
Tersedia : www. icclr. luw. ubc.ca/PublicationsI. Tahuq 2005 



cam-cam mereka sendiri. Keadilan akan semata-mata menjadi Mik 

mereka yang t e r k ~ a t . ' ~ ~  Oleh karma itu, munglan saatnyalah kearifan 

flosofis, yang menyatakan bahwa h;lkim adslah perwakilan Tuhan dimuka 

bumi dan mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan hidup matinya 

seseorang, patut dipertanyakan kembali. Karenanya justnz ditengah 

praktek korupsi yang sistematk, hakim malah melecehkan Tuhan dan 

keadih.  

D. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Orde Lama 

Perurnusan Unchg-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tdun  

1945 tentang penganutan priasip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak 

mencakup pengorganisasian a m  hub- o r ~ s a t o r i s  a m  organisasi 

kekuasaan yudikatif dan organisasi kekuasaan eksekulif Yang disebutkan 

hqdab  prinsip bhwa kekuasaan kehakiman harus bebas merdeka dan itu 

bisa diartikan berlaku hanya bagi fungsi peradilannya. Oleh sebab itu, sejak 

departemen kehakiman yang eksistensinya berlanjut sampai ~ e k a r a n ~ . ' ~ ~  

Mmgkm pada waktu Soekarno berkuasa dan situasi revolusi dan p m m  

bernegara ~ a n g  baru dimulai maka meskipun ketika itu ada departemen 

kehakiman di s w i n g  mahkamah agung dapat dikatakan tidaic ada yang 

mempersoalkan, apalagi prinsip kemerdekaan hakim di dalam undang-undang 

Ibid, hal. 43 
Wasaingatu Zakiyab, Danang Widoyoko, Ava Kasuma, Ragil Yoga Edi, 

Menyin kap Tabir Maja Perudilan, ICW, Jakarta, 2002, hal. 219. 
'$' Ibid. hlm 276 



Negam Republik Indonesia tahun 1945 tidak dibingkai dengan sbuktur 

organisasi tertentu. Kedaan itu berlangsung alot tanpa membawa kontroversi 

yang berarti. 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam babak 

perkembangan sejarah polit& ketatanegarm Republik hdonesia terutama 

pada era berlakunya sistem politik Demokrasi Terpimpin setelah Presiden 

mengeluarkan Dekrit 5 Jdi 1959 yang menyatakan Fndonesia kembati kepada 

Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurun waktu berlakunya sistem Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965), kepentingan-kepentingan politik rezim demohsi  

terpimpin sangat mempengaruhi dan mewarnai pengaturan mengenai 

kedudukan dan firngsi kekmsaau kehakiman Pada periode ini p e m e w  

tampil dengan peran hegemonik sehingga kekuasaan kehakiman sangat rentan 

terhadap intenmi kekuasam pemerintah negara. 

Namun dalam periode tersebut presiden Soekarno terlalu obsesi yang 

sangat ambisius dakm bidang refommi ekonomi maka negara atau 

pemerintah tetap dengan peran yang hegemonik sehingga pelaksanaan 

kelcuasaan tetap berada dibawah kendali kekuasaan pemmintah negara. 

Kuatnya pengamh sistem politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

tamp& jehs pada produk pemndang-undangan yang mngatur tentang 

kedudukan clan h g s i  kekuasaan kehakiman pada rezirn Demokrasi 

Terpimpin pasca DeWt Periode 5 Juli f 959. 

Pada masa Demolcrasi Terpimpin pengamh tersebut dalam dua buah 

Undang-undmg prig mengatur tentang kedudukm dan fungsi kekuasaan 



kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan- 

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1965 tentang Pengaddm ddam Lingkungan Pengadilan Umum dan 

Mahkamah Agung yang dalam beberapa pasalnya memberi wewenang kepada 

Presiden untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. 

Di Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, selain disebutkan secara 

terang-terangan bahwa pembinaan t e k  administratif dan finansial para 

hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan 

Departemen di liugkungan A ~ R I .  14' Dan Pasd 19 Undang-undang Nomor 19 

Tahun 1964 mengatakan: "Demi kepentingan revolusi, kehormaan Negara dm 

bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau 

campur tangan dalam soal-sod pengadfian". Dalam bagian penjelasan Pasal 

19 tersebut leb& menegaskan: "Pengdilan tidak bebas dari pengaruh 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang." Dalam 

penjelasan umum juga d i s e b u h  tentang pengeyampingan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dengan menyebutkan; 

"Satu lembaga yang baru addah turut atau campur tangan Presiden dalam 
urusan peradilan. Bila bita memegang teguh Trias politih, maka pastilah 
lembaga ini tidak akan dapat ditolerir. Namun kita tidak lagi m e n m t i  trim 
politih. Kita berada d a h  revolusi clan demi penyelesaian revolusi tahap 
demi tahap sampai tercapainya masyardat yang add dan maimur, kita 
persatukan segala tenaga yang progresif, temasuk badan-badan d m  alat 
negara yang kita jadikan alat revolusi. Berhubungan dengan itu trimpolitih 
tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia". 

Menwut Oemar Seno Adji, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 

berhadapan secara diametral dengan prinsip Undang-Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki kekuasaaan kehakiman 

yang bebas merdeka. Apalagi penjelasan Pasal 19 menyebutkan antara lain 

bahwa "pengadilan adalah ti& bebas dari pengaruh kefruasaan eksekutif dan 

kekuasaan pembuat ~ n d a n ~ - u n d a n g . ' ~ ~ ~ ~  

Selanjutnya undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 memuat materi yang 

senada dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964. hal itu &pat dilihat 

pa& Pasal23 ayat (1) clan P a d  43 ayat jl), yang menyabkan; 

Pasal 23 ayat 1;Dalam ha1 dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang 

dengan seketika m e n g h e n b  pemeriksaan yang sedang 

dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam 

sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara 

dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa 

menjatuhkan putusan. 

Pasal43 ayat 1; Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usulan 

Dewan Pew- Rakyat Gotong Royong dan Menteri 

kehakiman. 

Sefain berkntangan dengan asas-asas yang terkandung dalam sistem 

Undang-Undang Dasar 1945 dan penegasan penjelasan mengenai kekuasaan 

kehakiman yang merdeka pengen-ingan krsebut tidak cukup b e r h a n  

karena: Pellama; Trias Politiku bukanlah esensi bagi kekuasaan kehakiman 

yang merdeka. E m i  kekuasaan kehakiman yang merdeka d&t dari badan 

penyelenggaraan negara yang lain. Kedua; dalam perkembangan, kekuasaan 



kefdciman yang merdeka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran 

tentang paham konstitusi (konstitusionalisme) dan negara berdasarkan atas 

h b .  Dengan demikian, mengenyamplngkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka merupakan pengenyampingan terhadap asas negara berkonstitusi dan 

negara berdasarkan atas h h .  

Penyimpangan di atas diikuti pula dengan tindakan praktis lain dengan 

rnemberi jabatan Menteri kepada Ketua Mabkamah Agmg. Berarti 

menempatkannya Mahkamah Agung (dm kekuasaan kehakiman pada 

umumflya) sebagai mur kekuaam eksekutif Dengan praktek ini maka 

secara "konseptual", tidak ada lagi kekuasaan kehakiman karena telah menjadi 

bagian kekuasaan eksekutif. "jO 

E. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Orde Baru 

Demikian pula pada masa s i s m  Demokrasi Fancasiia sepanjang sejarah 

rezim Orde Baru (1965-1996), kedudukan dan fimgsi kekuasaan kehakiman 

sangat diwarnai oieh kepentingan-kepentingan rezim politik Orde Baru. 

Dengan berakhirnya rezim politik Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan 

peralihan kekuasaan pemerintahan dari Orde Lama he Orde Baru tahun 1965 

maka dibawah rezim politik Orde Baru lahir, dengan tema menegakkan 

kehidupan yang komtitusiom-d atau meiaksanakan Pancasih dan Undang- 

15' Bagir Manan, K e k s a a n  Kehakiman Republik Indonesia, Bandung, LPP UNISBA, 
Bandung 1995, hlm 8-9 



Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, &a upaya memberikan 

kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diterial~kan.'~' 

Komebnen mtuk menegakkan Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 

1945 diperkokoh dan demokratisasi ditawarkan sebagai babakan baru dalam 

kehidupan bemegara. Sejauh menyangkut indepedmsi kekuasaan kehakiman, 

gugatan-gugatan atas eksistensi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan 

Undang-rmdang Nomor 13 T&m 1%5 dikriakkm secara gen~ . ' i 2  Maka 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan diperbaiki dengan dikeluarkannya 

Undang-mdang Nomor 14 Tabun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Pencabutan kedua Undang-undang ini dilakukan 

untuk merespon tunhtan berbagai golongan liatam masyarakat mengenai 

tegaknya negara hukum (rule of lmj dalam rangka pemurnian pelaksanaan 

Pancasila dm Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1970 ini kembali diberi cetak brm apa yang diamanatkan Pasal 24 

dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 dari Bab ymg menglw tentang 

ketentuan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 itu menyatakan; 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dari keadilan 

berdasarkan Pancasiia demi terselenggaranya negara hukum Repub& 

Indonesia. Ketentuan tersebut diperjelas dengan penjelasan Pasal 1 Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1 9 0  ymg berbunyi sebagai berikut; 

I5l Moh MahfUd MD. Membangun Politik Hukum, Menegakh Konstitusi, LP3ES 
Jakarta, him. 100 

15' Ibzd., hlm 100 



"Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandmg pengertian di daIamnya 
kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan 
negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang 
datang dari pihak ekstra judicial kecuali dalam ha1 yang diizinkan undang- 
undang. Sedanghan penjelasan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan "...supaya 
Pengadilan dapat menggunakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni 
mernberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan 
dan kejujuran maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau 
pengd-pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak bebas 
lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya." 

Selanjutnya dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah 

ditambah juga dengan adanya ketetapan MPR. No.IIWR11978, d a b  Pasal 

11 ayat (I)  yang menyebutkan; "Mahkamah Agung adalah badan yang 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerinW. 

Ketenlmn tersebut ternyata belwn menjamin pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman dalam praktek yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 Ban undang-undang yang berlaku. Dalam praktek mash tetap muncul 

kekhawatiran bahwa kekuasaan pementah negara akan melakukan intervensi 

terhadap kekwsaan kehakiman Bahkan sdit nlhlian9.kan . . kesan bahwa baik 

visi maupun kekuasaan politik Orde Baru tetap menjadi referensi kekuasaan 

kehakiman pada saat melakukan fungi yudisialnya. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada dasarnya masih tetap 

menguk&kan kenyataan dudisme kelruasaan kehakiman rezim politik 

demokrasi terpimpin karena pada suatu sisi tetap memberikan kepada 

Hamkam) kekuasaan judicial untuk mengurus masalah-masalah administrasi, 



keorganisasian, dan keuangan d a b  pihak lain memberikan kepada 

Mahkamah Agung kewenangan mengurus masalah-masalah teknis y ~ i d i s . ' ~ ~  

Duaiisme semacam ini membawa konsekuensi bahwa hakim sebagai pegawai 

Departemen merupakan aparatur pernerintah (birokrasi) yang mempunyai 

kewajiban dan tanggungjawab pula untuk mensuksesfian program-program 

pemerin tah. 

Pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung oleh kekuasaan 

birokrasi pemerintah tehadap k e b a a n  kehakhn  akibat tersebut sangat 

terasa dalam praktek karena struktur lembaga peradilan yang terbangun 

bedcut kebijakan mengenai mekanisme bekerjanya lembaga peradihn 

termasuk sistem rekruitmen d m  promosi para hakim memun- 

berfangsungnya keadaan demikian baldan pada akhhya mengukuf.lkan 

dualisme dan pertentenagan loyalitas dikalangan hakim yang diberi mandat 

Undang-Undang Dasar 1945 mtuk menjalankan kekuasaan yudikatif.'54 

Atas dasar kenyataan tersebut, tuntutan agar kekuasaan keahakiman 

dilepaskan sama sekali dari urusan pemerinkdm atau eks-. Selama mash 

ada urusm-urusan kekuasaau kehakiman yang d i m s  oleh pernerintah, selama 

itu pula kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak &pat ditegaldran, dams 

itu pula kekuasaan kehakiman tidak mungkm sungguh-sungguh menjadi 

penegak k e a d h  dm k e b e n ~ a n ' ~ ~  Sebagai suatu negara hzokum, suaah 

153 Benny K Harm- KonJgurasi Politik ... ,Up., Cit, hlm. 17 
154 Zbid, hlm 18 
155 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri, Mimbar Hukum Nomor 43 

Tahun X Alhikmah Jakarta ,1999, hlm 3 



selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hams dihormati dm dijunjung 

tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak 

memihak. Tolak ukurnya dapt diiihat dari kemanduian badan-badan 

peradilan dalam mmjalankan fimgsi dan wewenangnya menegakkan hukum 

dibidang peraddan, maupun dari aturan-aturan pemdang-undangan yang 

memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehaki~nan.'~~ 

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan 

kehakiman atau fungsi yudisial hanya terdiri atas badan-badan pengadilan 

yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut 

sesuai dengan prinsif independent ofjudiciary diakuai bersifat dalam arti tidak 

boleh di intemensi atail dipen* oleh cabang-&ang kekuasaan himya, 

terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalarn 

uuciang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, juga tercantum da1m 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman tidak h k h  dipengasutzi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain. 

Namun setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, 

kehasaan kcbkiman mendapat tambahan, satu jenis lmbaga baru yang 

khusus menagani peradilan konstitusi. Lembaga tersebut mempunyai 

kedudukan yang setingkat atau yang sederajat dengan Mahkamah Agmg 

sebutannya adalah Mahkamah Konstitusi (Constitutional C'ourt) yang dewasa 

156 Barnbang Sutiyoso dan Sri HasMi puspitasari, ~spek-~spek ... . ... .Op.,Cit., hlm. 1 1 



ini makin banyak negara yang membentulcnya di luar kerangka Mahkamah 

Agung (Supreme ~ c r u r t ) . ' ~ ~  

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan kehakiman, pada tanggal 15 Januari 2004 maka Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 1999 tentang p e r u b h  atas Undang-m&mg Nomor 14 

Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dirubah lagi dengan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatalran tidak berlaku iagi. 

Pasal 10 ayat (1)  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa kehasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dm badan 

peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Sedanghan badan peradib yang hrada dibawah Mahkamah Agung mehputi 

badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. 

Lingkungan peradilan tersebut telah diatur dengan perundang-undangan 

tersebut, yaitu Malhmah Agung diatur dengan Undang-&g Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umurn diatur dengan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang- 

uudang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 

2 T&un 1986, Peradilan Miiiter diatur dengan Undang-undang Nomor 31 

15' Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Komtirusiomlisme Indonesia, Diterbitkan Atas 
Kerjasama Mahkamah Konstitusi RepuMik Indonesia dan Pusat Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum U~versitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 187-188 



Tahun 1997 dan P d i l a n  Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-udang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2004 tentang penrbahn atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mengenai lembaga baru Mahkamah 

Konstitusi telah diatur pula dengim Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

Keberadaan kehsaaan kelmkimn di Indonesia berikut dasar 

hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam 

m-pkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Setidabya mdalui badan- 

badan peradilan akan dapat ditegakkan sendi-sendi hukum, meskipun dalam 

proses pejdanannya akan banyak menemukan b e n t u r a n - b t ~ r a n . ~ ~ ~  

Setelah dilakukan amandemen terfiadap Undang-Undang Dasar 1 945, 

telah terdapat dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yakni Komisi 

Yudisial dan Mahkamah Konstitusi dari kedua lembaga tinggi negara tersebut 

masing-masing d ibedm k e w e n w  langsung oleh Undang-Undang Dasar 

1945 yang terdapat dalam Pasal24B dan 24C. 

15' Jimly Asshiddiqie, Komtiwsi drm Konstitusionalisme ... .. . Op., Cit., hlm 16 



BAB 111 

EENiBAGA KEKUASAAN KE- AGUNG, 
KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT 

UNDANG-UNDANG PASCA AMANDEMEIV 
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

- - upaya memperjuangkan kekuasaan kehakiman yang mandiri 

sesungguhnya tidak p d  berhenti clibkuh baik mekdui upaya 

memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman melalui amandemen Undang- 

dan seminar. 

Menurut Todung, tuntutan kehasaan kehakiman yang bebas memiliki 

dasar lwt yang setidaknya dapat dibaca pada notden petnbuatan Undang- 

Undang Dasar 1945. Todung mengatakan baik Soekarno, Soepomo, maupun 

sekalipun ada beberapa perbedaan cara pandang mengenai ternpat dan letak 

kekuasaan kehkiman yang bebas sejalan dengan penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka adalah negara hukum 

(rechtstuut) bukan negara kekuasaan (machstmt). 15' 

Pe rjalanan sejarah memperlihatkan terjadinya pembelokan pelaksana 

k e k u a m  kehahmn dimasa pemerintahm Soeimto, tmtarna sejak 

memasuki dekade 1970-an. Intervensi eksekutif mulai terlihat sejak periode 

lS9 Todung Mulya Lubis, 'Xekuasaan Kehakiman yang ~erdeka ,  Mithos atau 
Realita?". Komps, 16 Oktober 1989, Sebagai mana dikutip kembali oleh A. Muhammad 
Asrun, Krisis Peradilan ... ... Op., Cit., hlm. 19. 



Soeharto berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui 

poia-poh pembuatau p e r a m  permdang-mdangan yang menhen 

keuntungan eksekutif 

Musyawarah Nasional IKAHI (lkatan Hakim Indonesia) kelima di 

Yogph-ta pada 18-19 Oktober 1%8 menjadi peristiwa yang sangat penting 

bagi perjuangan unmk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas. 160 

Pertemuan para hakim ilu mengd- kepubsan, yang antara .lain, 

menyatakan bahwa: 

. .. ... .Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang langsung 
melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhtubungan dengan 
p&dmgan Mc asasi manusia mutiak secara teknis, organisatoris, 
Mahkamah Agung, h g k a n  Peradilan Agama dim Militer sebagai 
peradilan khusus yang mempunyai yuridiksi terhadap golongan rakyat 
tertentu, telcnis berada dibawah Mahkarnah Agung, tetapi organisatoris, . . 
admmdm8 dan £ h a n d  & b a d  kekuasaan Xkp&emm ymg 
bers~nwtan.'~' 

Pembahasan soal kemandirian kekuasaan kehakiman juga tidak dapat 

diiqmkan dari ~de imtan  t8~ritj.k tmiang kc- kt* yang 

mandiri itu sendiri. Hambatan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

mer&ka m e m p e  dam pijakan, lmxhya dasar konstiazsiond dari 

kebebasan dan kemandirian sistem peradiian. Pasal24 dan Yasai 25 Undang- 

menjabarkan prinsip kebebasan dan kekuasaan kehakiman. Aneka 

Luhut Pangaribuan dan Paul S. Baut, ed, Loch Wriadimta. Keindepndenan 
Kekuasaan Kehakiman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarla, 1989, hln~. 70. 

16' Ibid., hlm. 70-71 



ketiddcjehsm tersebut mmm- hhiqa  inteqxetasi kin lain yang 

dimaksud oleh pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 . '~~  

Persoatan-persoatan strukturai yang sang& hmkd s e h  ini ad& 

dominannya kekuasaan eksekutif terhadap lembaga (badan) peradilan yang 

notabem sew 3emt,aga pemegang dan pdakwm kekuasaan fcehakiman. 

Keterlibatan kekuasaan eksekutif yang dirasakan sangat mengganggu adald~ 

pada wmm orpkasi, administmi dan finrmsiai. Pada bidang ini pengacUan 

tidak memiliki kewenangan membinanya dan mengontrolnya, melainkan 

bemda pada h b a g a  eksddfyakni pada D e p w e n  yang membawahinya. 

Meskipun peletakan hakim dibawah Departemen Pemerintahau menurut 

undang-mdang *gas h y a  4lahm bdang dan admhkbalit- 

finansial namun kekhawatiran akan gangguan kebebas-merdekaan hakun 

menjadi lmdasaq sebab bagahmqun karier lmkim akan bergantmg juga 

kepada Departemen. Meskipun secara f o m l  hakim memiliki kebebasan 

daiam suatu perkara (dalam kedud-a sehagai Wim) namun 

sangat mungkm terjadi bahwa sebagai pegawai negeri secara psikologis sang 

hakiln lxmlli l n e n m b d  sikap atau membuat 4&xqmmm-frepu~ yang 

bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang merupakan induk 

k ~ r p s n y a ' ~ ~  Kekhawatiran atas tmhambatnya karier atau dimmilcan ke 

daerah-daerah kering dapat saja mempengaruhi hakim dalam menangani suatu 

~ a p a @ j i k a p e r k a r a i b m e n y ~ & q m t h g m i n s ~ P ~ ~  

atau oknum pejabat atau keluarganya. Dengan peletakan hakim sebagai aparat 

lb2 A Muhammad Asnm, Kn'szs P e r d h  ... ..h.,Cit., h 15. 
'" Moh MahfUd MD, "Politik H h  Untuk lndepatdensi Lernbaga Peradilan", 

Jumal Hukum, Revitalisasi Lembaga Peradilan, No.9 Vol4-1997. hlm 29-30 



ekse- mahi secara 0rgmktm-k lebih muaah terjadi intervensi atas 

kebebasan hakim oleh kekuatan luamya. Ini sesuai dengan watak korps dan 

b i r o h i  yang biwmya mempmyai ikatan-likaan krtentu hgi anggota- 

anggotanya. 

Ol&&abituk~agarpem-wperadifanBil*di 

bawah satu atap Mahkamah Agung tetap relevan d m  merupakan salah satu 

agenda poijtik huhm yang strategis d h  q a y a  manbangun kehaxm 

kehakiman yang beba~-rnerdeka.'~~~eski~un di dalam pangkal gagasan 

p e m d i r h  dan pemerde- ldcuamm kehakhm itu ti@ ada lmmsnp 

meletakkan badan peradilan dan hakim-hakim da lm organisasi yang mull& 

terpisahaari- 

Reformasi memandang, independensi kekuasaan kehakiman sebagai 

dab satu &jek yang sangat mendmar yang @u dip- atau ditegdckm 

kembali. Secara konseptual hal tersebut akan tercapai dengan cara melepaskau 

keik.lxtser&an pemerintah mengeiola u m a r - w  k m r m  admkktrasi, 

dan finansial kekuasaan kehakiman. Segala wewenang mengelola urusan 

. . 
dan kW3ll@ll htXldlhy8 d&lhhl keor@ian, ac%mlMm dan 

dimasukkan menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pengadilau). Hal ini 

kemudian ~~ sebagai pditik atau kebijakan satu atap (one roof ystm) 

&dahului oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR 

Nomx- X Tahun 1998) hblJakan satu atap kern* diatur dahm Umkmg- 



undang Ncmm 35 Tdmn 2999 tentang P m  Undang-&g Nomor 24 

Tahun 1970 . '~~  

Dengan penyatuan satu atap dapat meninbulkan tirani pengadilan, 

maM ada yaag menyebut tirani ~~. Kekhawathn ini hbd k a r a  

tidak ada lagi yang rnengawasi hakim atau pengadilan sehingga aka- 

nxzhb* k e ~ ~ g - w e n a a & m  kmena tidak terbentub si- checks 

and balances. Adapun kekhawatiran penyatuan satu atap ada dua 

Undang-undang Nornor 35 Tahun 1999. Ketentuan baru, (dalam Undang- 

Mahkamah Agung) hanya mengatur tata laksananya. Kedua, satu atap tidak 

urusan keorganisasian, administrasi dan k e u a ~ ~ a n . ' ~ ~  

Sistenn p a a d h  satu atap adaaah suatu i&i..- yang potmshd 

meninbulkan implikasi, baik yang diharapkan rnaupuu yang tidak diharapkan. 

hqiikasi yaag p d u  d-ipasi dengan adanya &,tern ini anhm lain 

 ad^;'^^ 

1. Ditinjau dari ajaran Trias Politika, dengan satu atap, pemisahan kekuasaan 

Dengan dernikian hubungan checks and balances menjadi terbatas pada 

165 Bagir Manan, Sitem Peradilan .. . Op., Cit., hlrn. 124 
Zbid, hlm. 128 

16' Abdul Ghafur AnshoriPmadilan Agama Di Indonesia Pasca UUNo. 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan, dun Kewenangan). UUI Press, Yogyakarta, 2006. hlm.39-40 



2. S a t u * j ~ d a p a t d * - G a k u p a n * ~  

jawaban kekuasaan kehakiman, ia selai hams bertanggungjawab secara 

. . 
teknis pstmd juga secara ' tif. Padaid kita k d u i  b&wa 

terdapat tumpukan perkara di MA yang jumlahnya ribuan, belum lagi 

beban admkktratifsebagai &bat langpmg Bari penyabm atap iewbut. 

3. Ada semacam kehawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan 

kesewenang-wemngm pengarWan a&u finirim @rani pengadk), karena 

dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku 

haltim EM ini juga s e k  den@ jmdqmt lvkmte4iueu y a h  h h w a  

kekuasaan tanpa pengawasan pasti sewenang-wenang. 

4. &dam p r m p  pengawasm t a w  haidm jiang dd majadi suiit 

karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman. 

~ ~ y ~ a t a p ~ ~ w 8 5 8 n ~ l e ~ m u d a h d a n  

efesien. Sistem satu atap &an lebih baik, ketika diiringi ole11 keberadm 

Ksmisi k i u W  

5. Satu atap mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. 

Tata pmdiian dapat berjaZan lebih efesien dim terpusat h e m  tidak rada 

dua tempat (dua bos) yang mengurus h a m .  Upaya meningkatkan 

anggarrsn dm hrbagai fasiiitas jaga akan lebih madah. 

Degan demikian pengaturan peraturan perundang-mdangan di bidang 

~ ~ y a n g s e l a m a O r d e B a r u ~ m e m b u k a ~ u a n g b a g i  

campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah dan diganti. 'uhdaug-ullciarrg 

N m o r  14 'l'ahm 2970 dgmt~ dengan Umhg-undang Nomor 35 Tahun 19% 



yang safah satu pozitik lndmmya adah& me~ya tu  atapkan kebsaan 

kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan menyatu atapkan ini, maka 

pembinaan hakin yang semula dqmuir ke eksekut;if(aalam fiai kepega* 

administrasi dm finansial) dm yudikatif atau Mahkarnah Agung (dalam hal 

tehk yudisd), b e r m  Undang-undang Nomrrr 35 Tahun 1999 

disatukan semua dibawah Mahkamah ~ g u u ~ . ' ~ '  Sementara terhadap 

Midhaah KoaStitusi segah ha! prig terkait dengan pdabmaa~l lugas dan 

fimgsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah 

Komtitusi ini d i m  dalam U ~ ~ g  Nornor 24 Tahun 2003 $entang 

Mahkamah Konstitusi. 

Pzndngnya r e h a s i  konstitusi dengan melakukan amaudemen =ha& 

Undang-Undang Dam 1945 yang tmdiri dari 16 Ebb, 37 P d  4 P a d  aman 

peralihan dan 2 ayat aturan tambahan  it^,'^^ mengatur lima unsur, yaitu 

k & w a m n e ~ M ~ q ~ l e ~ ~ d a n ~ .  

Sejarah pembuatannya yang kilat menyebabkan Soekamo pada waktu 

mm- UUD 1945 pada -18 Agwtw 1945 mengalalam bahwa 

UUD 1945 berdifat sementara dan dapat disempumakan pada saatnya 

M&Mahfud MD, Membmgun PoIirik.. .Op. ,Clf., hlm. 106 
Data 148 kamtitusi di dunk yang i w m m j a  M w a  may& komthsi (65%) 

mempuuyai jumlah pasad amara 100 sampai 199. Sementara itu , komthsi yang jm&h 
pawlnya di b a d  50 adalah 6% (9 dari 148); jumlah pasd antara 5 1 sarnpai 99 adalah 15% 
(23 dari 148). Konstitusi dengan jumlah pasal200 sampai 299 berjimlah 14 (9%) dan yang 
lebih dari 300 pasal ada 3% (5 dari 148). Lihat Iwan Gardono Sujatmiko. Konstitusi 
indowia yang &asfoxmatif, Suara P e m r u a n ,  18 septwnkr 2003. 



nanti."%txk&n dmgm s e j d a h  k d d  mendam yang dam majad3 

sumber terjadinya praktik pemerintahan yang justru tidak sejalan dengan 

s enmgt  k d ~ * e e  Karma pqdahgunaan kekmwan mud& terjadi 

apabila sistem yang dibangun tidak memberi batasan tegas atas kekuasaan. 

Seperti kata Lord Acton, power tends to c o w t  a d  absolute power c ~ m p t s  

absoiuteiy, yang artinya kekuasan itu cenderung disalah gunakan dan akan 

semakin disalah g m d m  apabh ticlab dibata~i.'~~ 

Berdasarkan pandangan diatas, maka reformasi itu harus dimulai dengan 

mxgazumbna UUD 1945 d a b  kfacto UJD 1945 tidak pemah maqm 

menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Menurut iLIahfud IW ada 4 

<empat) kd ).ang amat mwdasar mtuk dJlakukan r e f o d  k o m  atau 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pertama, tidak adanya 

nzekanisme Check and f,dmcesS Kidztu, Ted& bmyaknya atribmi 

kewenangan. Ketiga, adanya pasal-pasal yang multitafsir. Keempat, Terlalu 

wwa kqada -gat -g t w w ~ ~  mwa)-'R 
Pandangan Iainnya dikemukakan oleh Kelompok Reformasi Hukurn dan 

P e g - d g a n  Tlm Nasional R e M  Me63u.u ~~ Mixhi  

yang menyatakan bahwa UUD 1945 tidak mampu beryeran sebagai penjaga 

dam pdahmma prinsip-p* demohi  negara Ketidak rmmpum 

170 Menurut Soekarno mengatakan: "Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sekarang 
adalah Undang-Undang Dasar sementara Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah 
LTmhg-LT* Dasar idat. Nanti k a h  kita khh  kmegara, & dalam sla;ana yang M& 
tenteram, tentu kita akan mengumpulkan kembali majelis Pemusyawarafan Rakayat yang 
dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempwna" Muhammad 
Yamin, Naskah Persiapan Undmg-Undang Dasar 1945, jilid Pertama,Penerb~t Yayasan 
P m p u ~ ,  Jakarta 1959, b h ~ ,  410 

l7l Miriam Budiarjq Dasar-dmar Ilrmr Poi~fik PT Gramda Pustaka Utama, Jakarta 
1991, hlm 52 

Moh. Mahfbd MD, Pergulatan Pobtik . . . Up., Cit, hlm. 146-150. 



tersebut dMat,kan oleh empat fddor, yaitu perkmu, UUD 1945 medmi 

kekuasaan terlampau besar pada eksekutif K e h ,  UUD 1945 tidak cukup 

memuat &em checks and balences antar tiga cabang ~~ Ketigu, 

UUD 1945 membuat banyak ketentuan yang tidak jelas yang membuka 

pduang paa&rtm yang berkntangan dagan prinsip negara h d a m  

konstitusi. Keempat, bagian penjelasan UUD 1945 dalam beberapa hal 

magandung muatan yang tidak ko&en dengan Batang Tub& swta memuat 

keterangan yang mestinya menjadi materi Batang ~ u b u h . ' ~  

Oleh kmmmya, amademen terhradap Umhg-Unclang Dasar 1945 ini 

sangat penting dilakukan, apalagi kita memiliki kesempatan yang luas unluir 

mehhkan itu di era refonnasi ini Apa adhya b e r k o n s t i ~  jhlau m a  

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan politik maupun hukum semata, 

sententara eks- dm W-hak ciasir dya t  tidalr dia lcow dan terjIlmin 

didalamnya. Sementara sebagaimana yang telah ditegaskan sebelm~ya, 

dan mengakomodir hak-hak dan kepentingan rakyat. 

dasar konstitualisme dalam penyelengaraan negara meininjaw pendapatnya 

h e t a d y o  hams memuat 2 (dm) a a s i  dam-- Pertam, b,aizwa kewibawaan 

hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan 

mengontrol politik. Kedua, bmep hak-bk fipil warga mgma yang 

menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstilusi clan 

173 Slamet Effmdy Yusuf dm Umar Basalim, Beformmi Konstinrsi, Perubahan 
Pertam UUD 1945, Puistaka Indonesia Saty Jakarta, 2000, hlm. 66-68 



ldmmm negam juga dibatasi oleh konstitwi, demikian pula kdmsam 

hanya lnemperoleh legitimasi dari kon~titusi. '~~ 

Pendapat yang sama juga dikc=mutan old Sri Soemantti dm- 

mengutip pendapatnya J. G. Steenbeek, bahwa pada umumnya suatu konstitusi 

behi tiga hal pdrok y W .  P c ~ a m ,  adtuzya jaminan terhadap ~~ asasi 
manusia dan warga negaranya. K e b ,  ditetapkannya susunan ketalanegaraau 

suata negara yang be&% fbdammtai. Ketigo, adanya p b a g i a n  dan 

pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat hdamental. Dari dua 

pamhgan di atas, tamp& j h  mmgat lxdmstitusi memiliki orienttlsi 

kesejahteraan sekaligus pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat melalu 

pengatman kekuasaan s e b d  =ma.  Bukan semata-m berorientasi h u h n  

ataupun politik semata. '" 
Bahkan muncuhya semangat untuk melakukan amandemen terhadap 

Uadang-Undang Dasar 1%5 yang dhhikm okh Majelis P ~ q a ~  

Rakyat periode 1999 - 2004 dalam empat tahap (2000 - 2004) tersebut sangat 

berkaitan dmgm qaya memposisikan konstitusi & q a i  j h  menuju 

kepentingan rakyat. 

Sebab selama masa Orde Baru, kehidupan bangsa Indonesia dalam 

bakonstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 t>ersama Panmila-np 

lebih sering digunakan oleh pemerintah untuk menjadi "alat pemukul" dari 

pada diguaakan OM *at unbk mengowl kdcmsaa dm nxanim 

jaminan perlindungan atas hak-hak sipil sebagaimana digambarkan cb atas. 

-yo W ~ ~ o ~ o ,  Izhkam, P ' a d i p q  metode drm D i d  
Mma*a, ELSAM dan Huma, Jakarta, 2003 him, 405 

S r i k  ' ' d a h m D a h l a n ~ b D l d r , T m r ~ ~  .... Op..,fit, hlm 18. 



Hat yang dedcim ini mtam kin disebabh oleh suah r d t a  bahm 

Undang-Undang Dasar 1945 saat itu berada dalam posisi sebagaimana 

". . . hanya "diduplikasi di negara-negara dunia ketiga dalam maknanya yang 
dangkal sebagai konstruksi-konstruksi hukurn semata, sedangkan ide dasar 
~~~8 yang men- pada *- koflstitusio&~ tel& 
terpenggal dan krhggal  di belakmg, maka tak pelak di aegara-aegara 
dunia ketiga ini konstitusi hanyalah akan b h g s i  sebagai dam yembenar 
kekuasaan negara yang normatif belaka. Konstitusi lalu tak terpakai dan 
difiurgszkan sebagai dasar legitinmi kekuasaan n e w  yang k o n t r a  
sifatnya. . . ". 

Senada dengan itu, secara eksplisit Moh. Mahfbd MD menegasksul, 

b&wa ketika membandzngkan kehidupan berko~lstitusi era W e  Lama (Ciria) 

dengan era Orde Baru (Orba), Moh. Mahfi~d MDLn menyebutkan, bbbahwa 

pa& masa ode lam, jalan yang tiifempuh adam inkonstrtustonal - .  - 
era Orde Baru memilih justifjlkasi melalui cara-cam konstitusional sehitrgga 

secara "formal" ada atau dibuat." 

dinilai sebagai Undang-Undang Dasar yang simpel namun telah memuat 

"Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau 

176 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Pardgrna ... ... Loc., Cit., hlm. 407 
177 Moh M a f i d  MD, Pergulatan PoNtik ... ... ... Loc.,Cit., h h  17. 
178 Moerdiono, dalam Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi- Dalam 

f,erfmgrugru B h g  KkMgpn  B v & ,  Beri!3mgsu &PI Bmgma, BP 7, &&&a, 1992., 
hlm 378. 



pdrok yang hams ditetapkan dalam Undang-Undrmg Daw7 h g k a n  M M  

yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu hams diseiahkan 

k e d a  u n d a n g - e g "  

Untuk meringkas dan mendekati pemahaman kita bagaimma seharusnya 

konstbsi ih didesaiq maka argmm yang d i l r e t e n w  Banbang 

Wijayanto menarik dicermati, menurutnya setidaknya terdapat 6 (enam) ciri 

yzlng ham ditega&m h y a  nnlam &uah konstitusi: Perrutnu, Adanya 

public authority. Kedua, Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui yerwakijlau) 

clan penganglcatan eksekutif melalui pemilihan yang demohatis. Ketiga, 

fD- mu pmhgim k e h s a m  sa$a pedmiwm wewaang. kkempat, 

Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakhan 

h- k e a d h  baik k h d a p  dcpt maupun terhadap penguasa. Kcfim, 

Adanya sistem kontrol tahadap militer dan kepolisian untuk menegakkan 

perhdmgan terhadap  HAM."^ 

Dalam kaitan iniiah MaMd MD meqa* bahwa sakh satu 

penyebab terjadinya sentralisasi kekuasaan pada Presiden adalah isi Undang- 

besar kepada Presiden (exenrtive heavy)7 memuat pasal-pasal yang dapat 

dihfikkan sewra krbeda-beda ymg pada a H m p  pedsiran dari 

179 Team Pembinaan Penataran dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 
3dm Penaiman, Edisi it Cetairan Pmlatna Jakarta, 1961, him 48. 



Presidenlah yang hams dianggq benu dm menyedkan n m d a h - m a d  

penting dan prinsip untuk diatur dengan undang-undang yang dalam 

kenyahamya Preside&& yang domhn menenthn isi undang-undang 

organik itu."lsO Sehingga UUD 1945 diangga tidak cukup mengatur 

pemlmtasm k e b  Presiden, Sistem c c k b  and bakcnccs (pengawasm 

dan keseimbangan), serta jaminan HAM. Akibatnya berkembanguya praktif 

abuse oj power @enyaW guman kekuamaa); jemabqa ruie of kaw 

(pemerintahan atas dasar hukum) dan law enfircement (penegakan hukum); 

pen- HAM, kurang lxxpmmp Zemb-Zembq politik seped, 

pemiIihan mum, partai politik, lernbaga legislatif, dan civil society 

{masy-t sipil) seem k e s e 1 ~ ' "  

Hal yang terakhir ini berhubungan dengan suasana psikologi sosial 

maqmaht yang justru sedang m e n w  kejenuhan &dam merespon prod& 

perundang-undangan yang dibentuk secara terlalu produktif, sementara itu 

efeIrtivitasnya mas& dimgubn Seam teor- hal ini tdak born d i p a d m g  

sebagai fenomena sosial yang sederhana. Sebab, salah satu kegagalan hukum 

addah kridu seringnya produk pmdmg-mdangan diganti p g  

menyebabkan tejadinya disorientasi di tengah-tengah masyarakat. Parktek 

S e p e r t i i t u p e m a h ~ a d i s e l a m a O n t e B a F u y ~ ~ m e n e ~ p a d a  

aspek legalitas f m a l  tetapi mengabailcan aspirasi publik dan nilai-nilai 

h W .  Hal i& yang meslyebabkan admya p a y e ~ e w e n ~  dan infa-veflsi 

luo Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik ... ... .Loc.,Cit., hlm.60 
18' V a l i  Singka Subeh, "Menyusun Konstitusi Transisi", Pergulatan Kepentingan 

Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan Uud 1945, Rajawali Pres, Jakarta, 2008. hlm 4 



ataupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas 

ke- keldchm di Indonesia. Hai ini pada akhbya akan sangat 

berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan 

yang merdeka dan bertanggung jawab.lg2 

setelah O d e  Baru berakhir berkuasa selama 32 tahun dan d i g i  deugau era 

peninjauan kembali terhadap produk perundang-undangan yang berkaitan 

dengm 3ukwww kebbnm yang dkggap tJdak =jab dengm era 

reformasi. Karena adanya intervensi dan ketidab percayam inasyarakat pacia 

integritas sebagian halrim clan hakim agung, kualitas beberapa putusan 

argumentatif, inkonsisten, dan lain sebagainya hanya menambah jauhnya jarak 

ke- k m  dari kondisi ideal yang diimapkan m a ~ ~ a m k a t . ' ~ ~  OW 

sebab itu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dianggap masih mempunyai 

litik-tizik k d e  seperti adanya dmhne luikuasm kern dm 

masalah jdicial review (hak uji materiil terhadap undang-undang). Pada masa 

'" Muladi, Demkratimi, Hak Asasai Manuria, Dan R40msi HukuRn Di Indonesia, 
The Habiebie Center, Jakarta, 2002, hlm. 227 

Abdul Bari Azed, Perkembangan Peraturan Perunclbng-Undangan Dalam 
&JFrrmsi Kekaussaan Kehakiman. hkddah yang disampikan p&semhr. "f-mp 
Refmasi Kekuasaan Kehakimanu yang diselenggarakan oleh KHN pada tanggal 7 
Sepetember 2006. Yogyakarta 



orde refbfmasi telah dibw Undang-mbg Nomor 35 Tahn 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuau- 

Keten- Pokok K w  Ke-dalam udang-dang yang baru ini 

sistem yang dipakai adalah sistem satu atap (one roof system). Artinya 

@inaan teddap empat hgbungan lembaga peraditan yang ada seeam 

teknis yustisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada &tangan 

Ii&dhdI Ajymggis 

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1993 rnaka 

dua~sme kekuasaan kebakiman prig s e b  ini dip-* dapat 

mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang mandiri memperoleh jalan 

kehamya, yaitu dagm nxmqxdm lcekmam kehkhwn dibawah 

satuatap Mahkamah Agung, meskipun dalam pelaksanaatmnya clilakdm 

sacra bertahap. Adapun mnmya dhkulran dengan men- b e b r a t  

Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara yang tadinya dibawah 

DqarternenK t?hakhm ke hlahkarnah ~ g u n g . ' ~  

Penyatuatapan pembinaan teknis administrasi dan yudisial Peraddim 

Agama ddcmbangkan lmtuk op-i kebwadaan d;an peranan Per- 

Agama sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia, khususya masyarakat 

yang bmgama islun (mush). EM ini juga berko-i pada pengatman 

kelembagaan dan mekanisme ke rja Mahkamalr Agung sehingga ketel~tuzur 

dahm U m b g - m g  Nomor 14 T&un 1985 tentang Mahkam& Agungjuga 

IS4 Abdul Ghafiu Anshori, Peradilan Agama ........ Up. CC it., 38 
IS5 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspehspek ... ... Op.,Cit., Nm 105 



m d -  penyesuaian. Tuntutm mh-masi tdah mulai m e d q a h n  

respon dari pemerintah. Berkaitan dengan rerformasi di bidang kekuasaan 

kehkhan dimdan- U n d a q - ~  Nomor 4 T&m 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Adanya perubahan Undang-undang Nomor 35 tahun 

1999 menjadi Undang-&g Nomor 4 Tahun 2004 dil& b e W @  oieh 

adanya perubahan ditingkat konstitusi yaitu dengarn adauya amandeuien UUL) 

1945 yang dua Imbaga mgara p g  memegang kekmxm 

kehakiman yaitu Mahakarnah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Sebagm konsekuensi pengatman s m  menmt Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakunan, maka struktur 

mgmkasi wew- dm lcdawam Ma&amah Agung, juga nmmdukm 

penyesuaian hingga diberlakukan Undang-undmg Nomor 5 Tahun 2Uu4 yang 

rnemeddm pembabn dari Undang-undaxlg Nornor 4 Tahm 1985 ten&mg 

Mahkmafi  gun^.'^^ Oleh karena itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

&&mgMahk;nmahm-dmdi-&U-- 

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terjadilah 

keterhbatan penatam organ Mddcamh Agung guara menyesuaikan target 

Salah satu pertimbangan yuridis dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah 
ketmlmn Undang-lmdaqg Nomor 4 Tahm 2004 Tentang K e k w m n  Kddcimn yaog &dam 
penjelasan umum Undang-undang Nornor 5 Tahun 2004 ditegaskan antara lain bahwa 
undang-undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut disamping guna disesuaikan 
dengan arab kebijakan yang telah r\itaapkan dabm LRJD 1945, juga didasarkan atas Undang- 
undang mengnai ke- kehakiman baru yang menggantikan Undang-undang Nornor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan bertambahnya 
ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung antara lain dibldang pengaturan 
dan pen- masalah agdsasi administrasi dan finamid badan peradih dib& 
Mdhmah Agung maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan. 



Keterlambatan penataan struktur organisasi dan tata kerja M d k a ~ ~ a h  Agu11g 

d a h  yang majadi sahh satu sebab terimbatnya ptmihan or- 

administrasi dan finansial Pengadilan Agama dari Departemen Agama ke 

Mddmmh Agung. Deagan Umhg-undang Nomor 5 Tahun 2004 s t d t w  

Mahkamah Agung mengalami perubahan ada dua wakil ketua dari 

sebeiumnya yang ma satu, jabatan panitera dan sekretark Mahlramah 

Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dm kepala badan diharapkan 

strutdur banz ini bisa memilarl b e h  yang diddbn, putusan pertama, 

peradilan yang mandiri dan merdeka telah dilakukan dengau keterpillrrau dua 

wakii Ketua Matbmah Agmg, Wakd Ketm bidang yudiskd membawaihl 

Ketua Mudan Perdata, Ketua muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda 

Mter dan Ketuzl Muda Tala Usaha Negam &an mamgaai usulitn 

administrasi umum termasuk pengawasan, promosi dan mutasi hakim 

dhxahbm kepada wakii kdm non y d s i d  yang m & M  kehm muda 

Pembina d m  ketua muda pe~~~awasan. '~'  

Perkembangan yang lbih maju didam polit& h h  d ib ihg  peradilan 

dan kekuasaan kehakiman juga mengalami perubahan menjadi prolifadtif 

(berkembang biak). Kalau duiu kehman ke- hanya &takkm dm 

berpuncak pada Mahkamah Agung, sekarang puncak kekuasaan kehakiman 

ada dua yaitu Mahkam& Agmg dan MiIhmh ~ o m t h s i , ' ~  hi kemudian 

"' Amin Pumawan, Implikasi Peradilan Satu Atap, Suara Merdeka, Sabtu 17 April 
2006 

"' Moh Mahfd MD. Perdebatan H h  ... ... .Up., Cit.,hlm 55 



cli- juga di Mam amadmen Uhg-Undang Dasar 1945. Pada 

perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001, Pasal 24 ayat (2) Undang- 

Undang Dasar 1945 menyehtkan bafiwa kelruasaan k imkimm di Indonesia 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan 

kompent.ensi yang bxbeda Seas sederhana dapat ditratakan bahwa 

Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara 

konvensio* sedan- M d b m h  Konstitusi d immcb  sebagai I d a g a  

negara dengan hak melakukan uji materi (judicial review), atau secara lebih 

spesifik me- (co~'hrtional review) undang-undang terhadap mdang- 

undang dasar. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas khusus laiu yaitu 

m e m a  pendapat DTl3 Wwa Presiddakd Presiden tidak Iagi memenuhi 

syarat; memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-ha1 

tertentu yang ~~ cli nalftm U ~ U ~ g  Dwu eggs m k a  

dapat diproses untuk diberhentikan; memutus sengketa kewenaugan antar 

. . 
lernbaga n e w  yaug k e w e m q a m ~  ddxmkm OM Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran papol dan memutus sengketa hasil pernilu, sementara 

iby Mahhmah Agung men# pabra-- h v e o d  hirmya 

ditambah dengan hak uji materi peraturan perunhg-undangan di bawall 

mdang-mdang tdmdap paaiman penmdaug-undang yang ieb& I@@. 

Dari kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut perlu dilakukan 

suatu pemisahan kewenangan lrarena men- J d y  Asshiddiqie, kuena pada 

hakekatnya, kedua lembaga tersebut berbeda. Mahkamah Agung Iebih 

mqakan pengadilan lmdih (cwrrt of jusiie), stdaqgw Mahkamah 



K d t u s i  lebih b e r k w  dengim lembaga peqydih hulnlan (court of law). 

Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai court of 

justice 'versus 'court of taw. Semda, form& yang dilawdan oleh d d y  

Asshiddiqie addah seluruh kegiatan "judicial review" diserahkan kepada 

Mahkmwh Komitusi, selhgga Mahtuunah Agung @at WmmtraSi 

menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mengujuditan rasa adii oag 

setiap wags negara.Ig9 Akan Wtetapi Mahkamh Agung I&& menrpakan (court 

ofjustice) dari pada (court of law) sedangkan, Mahkamah Konstitusi lebih 

n w x u p h  (c& of law) dari paBa (court of justice). Akan Mapi semuanya 

merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pwd 24 ayat(2) 

Undang-Undang Dasar 1945.'~ Dalam menyehmkan peratman perundaug- 

undangan tentang kekuasaan kehakiman maka pada tahun 2004 dikeluarkan 

lxximUt-Peraananm&*-adaiah; 

1) Undang-undang Nomor 4 tahunn 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

mckmg-- ini secara kps m e n y a  babwa Undmg-mdaug 

Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

2) Undang-xmhg Nosn~r 5 Tahun 1985 tentang Pabahan atas tJndang- 

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

3) I J ~ ~  Nornor 8 Tahun 2004 mbng Peru- atas Umhg- 

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

189 N i ' d  Hda, Hukum T '  Neguru Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 
202-203. lihat juga J i d y  Asshiddiqie, Mahkamah Konst~tus~ Dan Pengulzun U h g -  
Undang, Makalah Kuliah Umum Program Doctor (S3) nmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas &lam Indonesia, Yogydcazta, 2 drt& 2004 Mm 54. 

'90 I b d ,  hlm 203 



4) Undang-dang Nomor 3 Tahun 2006 i d m g  P&ahan Atas U h g -  

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

5) trdmg-undang Nomor 9 Tahm 2004 -tang P m b m  atas Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

6) Undang-undang Nomor 3 1 Tahun 1997 &&mg P e  Miiiter 

Dari pembentukan berbagai peraturan perundang-undmgan di bidang 

k&uasaan k- meMui umbretia achya yaitu t rdaq-mdang N m r  

4 Tahun 2004 dimunglunkan adanya pengadilan khusus dibawah empat 

hgkungarn peradilan yang a&~.'~' Adapm yang te1ah dibentuk adahl~:'~~ 

1. Dalam lingkungan peradilan unum dibentuk badari-badm perariilar~ lain 

yang s-ya khusus, yaim: 

a. Pengadilan Anak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 

TAun 1997 tentang Pen@an Analr. 

b. Pengadilan Niaga yang dibentuk dengan peraturan pemerintakr 

penggasnti trndang-lmdang Nomor 1 Thun 1% tentang Kep- 

yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1998 kamg Pmelapn Pemerin* Pengganti Undang-uuhg N m r  

1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembapm Utang (PKPU). 

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk dengan 

LJndang-udmg Nomr 26 Tahun 2000 tentag fmgdib  Hak Asasi 

Manusia. 

' 9 1 ~ ~ a s a l l ~ ~ ~ ~ ~ r 4 ~ ~ 2 0 0 4 t ~ # e k u a s ~ # 1 '  " 

lg2 Abdul Bari Azef Perkembangan Re$omz Kekuasam Kehakinzan, 
DEPKUMHAM, Yogyakmta,2006, hlm 6-7 



d. Pengadrlan Tindak Pidam K q s i  yang dibentuk dengau U h g -  

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaum Tindak 

P i h  K- (KPK). 

e. Pengadilan Perselisihan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang- 

mdang Nomor 2 T&un 2004 tentang Penydesaian Persefisihan 

Industrial. 

f Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang- 

mdaq  No= 18 T h  2001 tenfang Obnomi Khms bagi Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang K d m w m  K a .  Mahbmrlh §@ah jugs m e  

kekhususan dari Pmdilan Agama sepanjang mengenai perkara- 

p e a h a  yang majadi kewexmgm d;Ki Paadilan Aganm 

2. Pada Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan dan diperkembangkan 

achya satu badan yaih pengadilan p@k yang dim dalm Undang- 

undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang merupakan 

transf- dari badan Payel& s w t a  Pajak {PSP) .  pimsal 

pengadilan pajak merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir 

yaatg ti& dqat 4liMdm up- h h  banding. Nmun dalam ha5 

terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan Pengaddm Pajak, dapat 

mmgajukan pamobm penh3auan k d l i  sesuai dengan bta m a  yang 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. 

3. Daiam lingkm&an P d  Agama, seami  den.gan ketentum Pa.& 25 

ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 



Kehakiman dm Uadang-&g Nmmr 18 tahun 2001 tentang Wnomi 

Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk Mahkamdr Syaridi. 

Dkmping itu juga dimixq$a&m untuk pembentukan Peradiian Niaga 

Syariah. 

Poin penting dalam hal reformasi kekuasaan kehakiman adalah 

dilntmdusiraya sistem paaddan satu a t q  (one mf system), sehingga 

pembinaan secara teknis yudisial, administratif, organisatoris, dan hansial 

beds & b a d  h4dhimb Agung. Terhadap hdahbxh  lbmtitusi 

pembinaan menjadi kewenangan internal lembaga Mahkamah Konstitusi. 

Disamping itu juga kdapat K d s i  Yudisid p n g  bapam M a m  

seleksi calon Hakim Agung, dalam politik hukum kekuasaan kehakiman 

sckamg ini Wnesia m ~ y a i  W i  Yudisial yakni sdmb iembaga 

negara yang bersifat penunjang dengan kewenangan mengusulkan 

 pen^^ hakh agmg dm kmangasl  lain M m  mqgh mjaga dan 

menegakkan kehormatan, k e l u h m  marlatrat, serta perilaku haidru. 

Sixam keweaqpn #ornisi Yudiskd Ini sekwmya mencsakup 

kewenangan terhadap hakim agung (hakim dalam semua tingkatannya) namun 

U&g-unhg Nomor 22 Tafiun 2004 tatzing Komisi Yudlsial h Udang- 

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaau Kehakkmiill di gugat me1alui 

iji materi ke Uiifikamah Kostdmi karma Wua undang-* tersebut 

memasulckan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari hakim- 

hakim yang menjaji kewenangan pagawxm oleh Komisi Yudisiai. Putwan 

Mabkamah Kostitusi atas gugatan itu memang menyatakan bahwa hakim 



agung tern& kkim yang dapat diawasi deh Komisi Yudisd, sedan* 

hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi 

Yudisial berdaakm kewenangan k d t u s i o n a i n p  Tetapi ymg kemudian 

menjadi masalah adalah bagian lain dari putusan Malkmah Kostitusi yang 

nxmaqhs k p i r  m a a  kewaaqpn Komisi Yudisial unaik mengawasi 

menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 karena, anlara lain, tumpmg 

t i d h  dengan isi beberapa mdmg-mdang lain yang juga mengattnr 

pengawasan atas hakim. Putusan Mahkamah Kostitusi belum tentu benar 

fsarena h y a  didasar%an pada perpektif dm daM takntu laimp. Tapi 

terlepas dari persolan benar dan talc benamya, bagus atau tidak bagus, semua 

punsan Jvhhbmh Konsritusi ib.i h i fa t  hd dm mengrkat Pada ini 

sedang di godok perubahan atas undang-undang, yaitu undang-undang 

Mahkamah Agung, undmg-mhng l?vh&m& Kostimi d m  &g&g 

Komisi Yudisial untuk mengisi kekosongan hukum &bat yutusan Mahkm~aii 

Kostitusi timebut seldgus menyerasikan isi k&ga mdang-wdmg rersebut 

I. Mahkamah Agmg ~'Menulut tTirdlmg-IJntmg I'Yoluul5 l&uu 2Uiw 

M a &  Agung di Indonesia dibentdc berdasarkan ketehpa Pasa124 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Mahkamah 

Agung dahm sejadmya nxmpb kelanjlrbn dari "Hei Hoog;pewdis Hof 

Vor Indonesia" (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda Di Indonesia) 

yang ~~ l,m&w&m RO tahun lB24, diubah, Het Hoogxerecthshof 

(HGH) merupakan Hakim Kasasi terhadap putusan-putusan Raahan justitie 



(RV6= pngddm sdmi-hari bagi i#ang-orang Empa dm disamakan bagi 

mereka). Het Hooggerecthshof berkedud- dI ~ztka~ta.'~~ Setelah Indonesia 

merdeka keberadaan l d a g a  Het Hooggera&shof (Ma- Aging) ini 

telah chpertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga negara Repub& 

yang menetapkan bahwa "segala badan negara dan peratman yang ada mas& 

hgsung beriaku, sebefum diadakan yang baru menurut Undang-ti* 

Dasar 1945IW 

Ketua Mahkamah Agung yang pertama pada waktu itu Alm. Mr Kusuma 

Atmadja yang dianglrat langsung okh Presiden Repub& Indonesia Ir- 

Soekamo bersamaan dmgan pengangkatan menteri-menteri kabinet yang 

perham pada huh September 2945. P& w a b  itU negara Indonesia b e h  

mempuyai undang-undang tentang Mahkamah Agung. Barulah pada masa 

Repub& Indonesia Serikat (NS) &hat Umhg-undang Nomor I Tahm 

1950 tentang Mahkamah Agung lndonesiai'j yang merupakan undang- 

Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-undang Nomor 13 

Peradilan Umum namun kemudian, undang-undang tersebut oleh Undang- 

193 Soedijo, Xasasi Dalam Perkara Perkfa, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 
10-1 1 

194 Saafiodin Bahar, Nannie Hudwati Sinaga dan Ananda B. Kusuma, RisaZah Sidang 
B h  Peizyelidih Zlh-UsaAa Persiapn K e m e r d e h  Indonesia PPLrpKI) Pmitia 
Persiapan Kemerdekaan 1 . n e s 1 a  {PPa) 28 Mei 1945-22Agusm 1945, Sekrehriat Negara 
Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 328 

lg5 Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, IKHI Cabang Mahkamah Agung, 
3akam, 1998, hlm 10 



mdang Nomor 6 Tahun 1959 dinptakm tidak ber1aku, tetarpi saat bdak 

berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai 

b d h  Kern* pada bhun I985 d i k e i h  Undang-undang Nornor I4 

Tahun 1985 tetang Mahkamah Agung yang mengganbkan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1%5.'% Badah kern* diubah la@ menjd Udaug- 

undang Nomor 4 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1985. Mahkamh Agung diatur her* Pa& 24 dan 25 Undang-Undang 

Dasar 1945. 

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

men)rdmg- &Maaddan; 

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

Baaan Peraddan Agama, Linghmgm P e  P-vfiliter, Ixq$mgm 

Peradilan Tata Usaha Negara, dm oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 

3. Badan-- lain yang fugsinya kkaitan dengan kt&wmm lcehbman 

diarur dalam undang-undang. 

P w l  25 menyatdum "Syarat-sym untuk menjadi dm untuk 

diberhentdcan sebagai hakim ditetapkan diatur dalam undang-undang". 

Sebaga penjabaran dari kedua pasal kxsebut, dikelmkan Undang-dang 

iu'omor 4 Tahun 2004 tentang Kelcuasaan K e h h m .  Dengan berlabukm 

undang-mihg kekuasaan k m  yang bary mda Undang-uucbmg 

Nomor 14 Tahun 1970 tidak berlaku lagi. Begitu juga Undang-undang Nomor 

14 T&un 1985 yang sliubah den* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

'% A Mukti Arto, Konsep Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Perm a h  Fungsi 
Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2001, 
hlm 181 



tentang P m  Atas Undang-udmg Nmor $4 T&un 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 

Kedudukan, susunan, kekuasaan dan hukum acara bagi Mahkamah 

L4gungse-b- 

a. Kedudukan Mahkamah Agung 

Menurut Pasal 1 Undang-mdang Nomor 5 TAW 2004 tentang 

Mahkamah Agung, Kedudukan Mahkamah Agung adalah; 

" m A g u n g a M d m p e i a k u - k m  

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Repub& Iadonesia Tahun 1945" 

b. Susunan Mahkamah Agung 

S w m m  Mahbmh Agung diabr pada P d  4 ayat (I), (21, (3) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 duelaskan bahwa; 

1) Susunm Mahkmah Agmg Miri atas pimpinan, Hatdm h g g o t a ,  

Panitera, dan seorang Sehetaris. 

2) Pimpinan dan Hakin3 Anggota Iih&amh Agung adahh fiakim 

Agung; 

3) Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. 

Penganghhn dm pberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda 

dan H a b  Agung diatur pada Pasal 7, 8, 1 1, 12, 13 Undang-undang 

Nomor 5 T h  2004. Adapun persymtan untuk dapat dianght menjadi 

Hakim Agung telah diatur dalam Pasal7 ayat (1) huruf (a s/d e) Undaug- 

undang Nomor 5 tahun 2004, seomngdon harvs memen& sprat: 



a. Wwga negara Wnesia;  

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berijazah sajana h b  atau sajana fain yang mempuyai kdd ian  di 

bidang hukum; 

d. Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; sehat jasmani 

maupm rohani; 

e. Berpengalaman sekurang-lcurangnya 20 dua puluh) tahun menjadi 

hakim termasuk se--Wpnva 3 (tie) tahm menjadi hnkim 

tinggi. 

Pasal 7 ayat (2) huruf (a sld d) dalam hal-ha1 tertentu dapat dibuka, 

kemun- mtuk mengangkat Hakim Agung yang ti& didasarkan atas 

sistem karier. Dan apabila dibutuhkan Hakim Agung dapat diangkat tidak 

b e r h h  skkmkarie~dengan syarat; 

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf 

b, h d d ,  d m  h d e ;  

b. Berpengalaman dalam profesi hukum danlatau akademisi hukum 

s e h m g n y a  25 (dm @uh h a )  tahq 

c. Berijazah Magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukm 

atau sarjm yang mmqmyai ke-n di bidang habm, 

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadiian 

yang tefah xutmperokh lcehilm iadam tetap karena melairukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( h a )  tahw alau 

let,& 



Pada hakim agung dapat diangkat h3ikim ad hQc yang dahn 

undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia dim b h n  ad hoc dafam perkam tindak pidana kompsi 

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi 

fern-- Tin&& Pidslna Kompsi. 

Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 28 

U ~ - ~  N m r  26 tafiun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, yaitu; 

1) Hakim ad hoc diangkat dan deberhentikan oleh Presiden selaku Kepala 

N e w  atas usd K d a  Mabhmh Agmg. 

2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- 

kurangnya 12 (dua Mas) orang. 

3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dm dapat 

&anght kemM un& 1 (satu) W masa jabaha 

Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc 

telah diatur dahm P a d  29 ayat trxdaq- Nomor 26 Tahun 2000, 

seorang calon harus memenuhi syarat: 

1. Warga negara reput,& hdonesla 

2. Bertakwa kepada T u b  Y ang maha Esa 

3- E3eI.U- sckuraw-mya 45 ( e w t  @& h) tahm d m  paiing 

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun 

4. l 3 e q e n d i h  mjma hukum a ~ a u  sarjana lahn yang mapiltlyai 

k&an di bidang hukum 



5. Sehatjasmanib W. 

6. Bemibawa, jujur, add, dan berkelakuan tidak tercela. 

7. Setia pada P m a d a  dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 

8. Merniliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia. 

A d a i 3 u n m e ~ p e n ~ ~ a g u n g t e M d i a t u r B a l a m  

Pasal8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu; 

1 Haidm Agmg dmght 01th Presiden dari nama calon p g  diajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Calm M i m  agung sebagahua yang dimaksud paBa ayat (I) dim 

dewan perwakilan rakyat dari nama calon yang diusulkan ole11 Kornisi 

E-tuiisiai; 

3. Pernilihan calon hakim agung sebagaimana yang dimaksud pada yat 

(2) dilddm p&g lama 14 (epat Mas) hari s i b g  sejak ~ l m a  d o n  

diterima Dewan Perwakilan Rakyat; 

4. Keba dan Waidl: Ketua MaMan& Agmg di@ dahi dan oleh hakh 

agung dan diangkat oleh Presiden 

5. Ketua Muda Mahkamah Agmg diangkat oleh %sib diantara halrim 

agung yang diajukan oleh Mahkamah Agung; 

5. Kep- Presiden mengemxi pen- h h u  agmg, Ketua dan 

Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaiman yang 

dimabd pada ayat (I), ayat (41, dm ayat (5) ditetqkan didam w& 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajzlan calm dikritna 

Presiden 



?hda@m mengenai p e m b e r h e h  sebagai turtrim agung 

diatur pada Pasal 1 1, 12, 13 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 yang 

kritun; 

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 yaitu Ketua dan 

W&i fillla, Keftza Muda, dau I - s im Anggota lbMkam& AgWg 

diberl~entikan dengan hormat dari jabatanya oleh presiden atas usul ketua 

Mahkamah Agrmg karena; menmggal dunia; tehh ~ U T  55 (enam 

puluh lima) tahun; permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani secara 

terus menerus atau; ternyata tidsk cskap &dam menjakdm tqgsnya; 

dalam ha1 hakim agung telah berumur 65 (enam pulub lima) tat-IU~, dapat 

diperpanjang sampai dengan 57 (aim puluh tujuh) tahun, d m  sjrarar 

mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani 

k-m-ddr ter .  

P a d  12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Ketua Wakil Ketua, 

Ketua Muda, dan Haidm Anggota Ikbhhmh Agung dii3el-knm tdak 

dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah 

A m  d e n p  a h q  dijatuhi pidansl pxjara bet- putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

mehhk-m thdakpidamyangdiacamdenga pidampenjam5 @.ma) tahm 

atau lebih; melakukan tindak tercela; terus menerus melalekan 

kewajibannya dalam mnjahdcm tagas pehqaannya atau mehaggar 

larangan sebagai dimaksud dalam Pasal 10. 



Pengundm pemberhentian ti& chgan honnat dihhkan Wlah 

bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri 

dhadapan majek kehormatan h&hkm& agun& sebagaimana yang 

diatur dalarn Pasall3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. Ketua, Wakil 

K;etua, Ketua Muda, dan EIakh Anggota Mahbmh Agmg sebelum 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dinraksud d d a  Fasal ii 

ayat (I) @at diberhathn sementara dari jababnnya oieb Presrden atas 

usulan Mahkamah Agung. 

l G q x m i W S e k r d a t  Jenderal I&hibmb Agmg diatm dahl  

P a d  18, 19,20,21,22,24A, 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, 

mempakan unsllr p d a n t u  pimpinan yang mempunyai hgas 

penyelenggaraan di badang Administrasi Peradilan dan di bidang 

Administrasi Umum tGepada Mahl&amah Agung dipimpin OW Paniiem 

Mahkamah Agung dan dibantu oleh Panitera Muda, dan bekrapa Pmiiaa 

Peng& Panitem Mahhmah Agung mermghp sebagai W& 

Jenderal dan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal. 

c. FungsiIWdwmh A- 

Court management adalah sistem pengelolaan peradilan yang 

mm&p fungsi pengawasan agar d- kegiatan -wasan itu, 

h g s i  peradilan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.Ig7 

K i e w  Pda&amh Agung di Monesia a d a u  rncmph 

konsekuensi dari ciri utama dari negara hukum kesejahl~t-am Indonesia 

Henrqr P. Paqgabean, Fangs1 iMzhkm& Agung Dalcm PraGek Sehari-HWI, 
U r n  Peiaangguhngan YimggakaPl Perkara Lkn Peberdizyuzn Fmgsl Pengmviisan 
Mahkamah Agung, Sinar HarapaqJakarta, 2001 ,hlm 201 



yang demohatis. Namun demdmq OW set,& kondisi saat ini 

menunjukkan kurang berfungsinya Mahkamah Agung sebagai pelaku 

kekuasaan ke- teiah magahbadran timbulnya bdaga i  

pelanggaran hukurn dan konstitusi yang tidak terselesaikan secara benar. 

Hal ini tehh pula m d a w a  timbulnya b i s  cli hhnesia. U n e  itu @u 

dilakukan redrJinis~ peran dan fungsi Mahkamah Agung Republik 

hd0neSi.i 

RediJinisi artinya perurnusan kembali.198 Ddam era reformasi ini 

perh dihddan redejnisi peran dan .fungi IkhMamd Agung dengan 

kernbali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kembali kepada Undang- 

Udaug Dasar 1945 kart i  kmbaii kepada asas-asas P r o u d  yakni 

kembali kepada cita-cita Proklarnasi dan nilai-nilai dasar konstitusi, serta 

hjuan negara Reput,& W n e s i a  den= jiwa dan m g a t  yrlng luhur 

untuk membangun Indonesia masa depan. 

R e f o b  lMahiramati Agung ini tennasuk dari gerakan refommi 

nasional. Dalarn ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dinyatakan bahwa 

pok&-@mk r ehnas i  pemb- dahm ragla penyelamatan dm 

normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, merupakan 

pmyataan kehendak mkpi untuk mmjudkan pernix&- disegab 

bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, 

198 Anton M. Moeliono, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 6 DEPDIKBUT, 
Bdai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 10 



Dakm era reibrmasi ini Mahbmah Agung secara p r d d f  mhdc 

mempelopori reformasi temtama dibidang kekuasaan kehakiman dan 

Mahkam& Agung (dm iain-iain badan kthkhan) mhk meldmdmu 

reformasi Mahkamah Agung ini, yakni untuk mewujudkan sebuah 

Mahl&amah Agmg yang mampu menjadi peldm kekmsaan ke2mkhm.n 

da lm arti yang luas, utuh dan merdeka terlepas dari pengarul~ k e k u a w ~  

p m r i n a  

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis 

blah mandiri dan terlepas sari campur tangan appm Menurut Bagir 

Manan menyebutkan bahwa;lg9 

i. Kekuasaan kehakiman yang man& mempkm sench bagi kebidupan 

demokrasi dan terjarninnya perlindungan dan penghormatan atas hak 

aSaSi lnamlsia. 

2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempakan sendi bagi pahan 

negara berdasarkan konslitusi yang menghendaki agar kekmmm 

negara dibatasi. 

3. Kekuasaan k e h h a n  yang mandiri diperlukan untuk menjamin 

aWtas tsmtama a p a b h g k e t a  tejadi antara warp  n e w  den- 

negadpemerintah. 

4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri 

~ b a g i ~ s i s t e m ~ d e n g a n b a i k .  

Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman ... . . Up., Cit., hlm 24 



Untuk mencip* sistem dm naehmkm k e h t m e m  yang 

mendukung terwujudnya Mahkama Agung (dan lain-lain badan kehakirna) 

yang ideal maka dipedukan adanya d e m e n  thadap Umiang-Uadaog 

Dasar 1945, yaitu terhadap pasal-pasal yang mengatur kekuasaan 

keh- dm I4blhma Agung (dan laidaiu lembaga be-). 

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah 

membawa mtu pembahan yang sangat b a r  t d m g  k e b a w n  

kehakiman dalam konstitusi di Indonesia. Pada saat (sebelum amandmen) 

Undang-Udang Dasar 1945 hanya men- dalam dua pasd yang 

memuat tentang kekuasaan kehakiman yaitu Pasal24 ayat (1 ) dan ayat (2) 

serta Pasd 25- 

Namun setelah dilakukan amandemen Undang-Undanh Dasar 1945 

- - P & m @ ~ = g - w - -  

kehakiman yaitu dalam Pasal24 ditambah menjadi Pasal 24A,24B, 24C 

dan P a d  25. D e w  adanya amademen Udzlng-Unchg Dasar 1945, 

pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman telah banyak 

mengahmpd*  Mah.bmAgunght3adanh-yanglain 

tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehahan  karena ada 

M W  Konstitusi ymg berkedudukasn setbgkat dengan Mahkama 

Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. 

Cabang kekuasaan l c e b b m m - b e  sebagai satu kesatmm 

sistem yang berpuncak pada Mahkama Agung dan M a k m &  Iionsiitusi 

semi dengan prinsip permsahan kedcuaaaa. Maka cam k e b  



y u 8 M  b e r p d  pada hkua- kehakiman yang juga dapat dipahmi 

mempunyai dua pintu, yaitu pintu Mahkama Agung dan pintu Malrkmd~ 

Konstitusi Dengan demilrian Mahlrama Agmg dm Ilddhmh Kodi-NSi 

dapat dilihat sebagai puncak pencaminan sistem kedaulatan hukum. 

Wens itu h b d  mdan agar kedua mahbmah itu dilht s h g a i  

satu kesatuan yang utuh dengan sebutan Mahkama Agung yang memiliki 

dua pinty dengan & a t  Jended sah, baqa  saja tidak mudah 

mencari nomenklatur yang tepat untuk sebuah kedua mahkamah itu, jika 

kedwmya Mahbma Agmg, dan MaMmm Agung ydlag asli 

disebut sebagai mahkamah kasasi, dapat menimbdkm kesan seakm-akau 

kewamgan Mahkama Agung p g  a& h y a  bersif8t paddud 

dalam kenyatannya kewenangan tidak hanya menyangkut perkara-perkara 

kasssi. OM karena ihq Mua l.na&m& itu yaia M2lbkmm Agung ikl 

Mahkamah Konstitusi dapat diterirna berdiri sendiri dengan pengertiau 

bahm pada Uekatnya kd-a k a d a  dahm satu kesatuan h g s i  

kekuasaan mahkamah kehakiman yang mencerminkan puncak kedaulatan 

h* hihnesia berdasarfran Undang-UndEmg DasPlr 1945. Sang& bieh 

jadi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu secara bersama- 

s a m a d a p a t p d a d i s e b u t ~ ~ i r e ~ ~ A g u n g  

merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakekat 

fimginya Weda d m  Pdahkm& lk-mahi yang ti&& ~~ 
dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melaikan sistem hukurn yang 

kdasarkm konsthsi 



Tugas dan fungsi ymg dikibm Mahlmmh Agung berdmadm 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

knbng penrixhm Undang-mdang N m r  14 Tahm 1985 tentag 

Mahkarna Agung serta berbagai peraturan perundang undangan yang 

*&mini 

Setelah melihat secara cermat, maka jelaslah bahwa Mahkarna 

Agung memiiiid setidaknya tiga k e w ~ g a n ,  yakni Pertam, b z a n g  

mengadili pada tingkat kasasi; kedua, berwenang menguji peraturan 

p e r m d a n g - w  dan ketiga, mmpmyai wew- tainnya yang 

diberikan oleh undang-undang. 

Dalam pandanp J a y  Asshiddiqie kewenangan menguji materi 

paaturan dibawah undang-undang masih diberikan kepada Mahkamah 

Agung sebgaham seMmya, .wxh&m peqpjian materi undang- 

undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada ivi.ahicamah 

Kons t ih  sebagaimana ditenidmn &dam P a d  24C ayat (1) Undang- 

Undang Dasar 1945. Dalam rangka pengujian peraturan perundang- 

mdaqpn di bawd Mdang-wkmg, aht pengdm mtuk d a i  atau 

dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan 

Undang-Undaa~g Dasar, seped dinudhmah ~ ~ i .  hrena h, &pat 

dikatakan bahwa pengujian yang diiakukan oleh Mahkamah Agung itu 

dalah pengujlzln kgabs hdasark2m muhg-- bukan pengujian 



konstitusior~&tas~ menunit UndangUmkug Dasar Negara Repub& 

Indonesia Tahun 1945. 

Dengan demikian diadakan pemisahan antara kegiatan pengujian 

materi (judiczai review) mdang-mdaag dm meri pefaturan dibawah 

undang-undang. Tahadap perurnusan demikian dapat diajukan empat 

kritik.201 Pertarnu, pe&rian kewenaugan pengujian ~ ~ c i u l  review) 

materi undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkarnah 

Konstitusi yang baru dibenluk m e n g e e  h y a  sebagai tadaim 

penunusan tahadap materi Undang-Undang Dasar secara mudah dan 

tambd sdam &-a3Ean kmsep hak uji materi paahmm ymg ada 

ditangan Mahkamah Agung tidak turut terpengaruh dengan adanya hak uji 

yang dibdcm kepada hhhkamh Kmsiitusi. Penunusan demikian 

takesan seakan-akan kurang didasarkan atas pendalaman konsep 

Wenaan dengzm bmepsi halr uji itu sen& secara kompreH.  

200 Konstitusionalitas itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam nakah 
U*-mg  Dasar. ity datam Peryelasan W D  19.45 y q  ~ l i ,  *@at litaian 
yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya sebagian dari konstitusi yang 
tertulis. Di samping konstitusi yang tertulis ~tu a& konstitusi yang tidak lertuhs, yaitu yang 
terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalarn praktek-praktek ketatanegaraan. Untuk mengukur 
k o ~ s i o ~ i t a s  suatu mdang-&g, @at rnmggmim aiat pengdm atau pendaiq 
yaitu (1) naskah Undang-Undang Dasar yang resmi tertulis; beserta (ii) dokumen-dokumen 
tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar ~tu, sepertl risalall-salaib 
keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain; 
wrta (iii) &-I& kmhtusi yang fridup daiam prrrlaek kmmegamm yang teiah dmggap 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan 
kegatan bernegara; (IV) dai-nilai yang hidup dalam kesadaran kongnitif rakyat serta 
kenyataan perilaku politik dan hukurn warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan 
l&amm--an yang ided dahm pen-hhidupan Wangsa dan hnegaralLW 3hIy 
Asshiddiqie, Hdam A w a  Pengujzan U d m t g - U h g ,  Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 6 "' J i y  Asslddiqe, Konsohdasi Akteri Uhg-Undong h a r  Republklndonesza, 
-ah disampaikan pada kuliah perdam pascasajana fakultas H b  univenitas Islam 
Indonesia, yogyakarta, karms 13 September 2001 



Ke&, pemisahan Isewemngan itu masuk akal untuk dilakukan jika 

sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan abs dasar prinsip 

pem- kekuasaan (material and vertical distribution of power) dan 

bukan prinsip pemisahan kekuasaan (formal and horizontal separation of 

power) yang mengt&makm mekanisme hech and balances seb- 

yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah resmi dan tegas 

men&anut prinsip pemisahan keh- secara horizontal. Karwa ity 

pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan dibawah 

undang-mdmg tidak s e m a  ditalrukan iagL Ketiga, dahm ppraktek 

pel&sanaannya nanti, secara hipotitis dapat timbul pertentangan subtm~tif 

antara putusan Mibkawh &wag den- putwan hmmmah 
* - -  K o m m  

rnisalnya, peraturan A dinyatakan oleh Mahkamah Agung bertentangan 

dengan undang-undang A $etapi undang-undang 3 itu sendiri oleh 

Mahkamah Konstitusi dinyatakan betentangan dengan Undang-Undang 

Dasar oleh karena itu, sebahya sisisn pengujian peraham penmiangang 

undangan di bawah konstitusi di integrasikan saja di bawah Mahkamah 

Konstitusi. Dengan & d c m q  mssing-masing xnabmih dapat 

memusatkan perhatian pada masalah yang berbeda. MaNc.dmah Agung 

mempunyai pexs~dan keadilan dm ketidak addan bagi mga  negara, 

sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan 

w I.=--. &empat, pem- - 
Konstitusi tidak dapat dijadikan sarana yang dapat membantu mengurangi 

beban Mahkamafi Agung, sehrngga refommi dan pe- kinsja 



IvMhmah Agung dagai nun& hadiian bagi sew warga mgam 

segera dapat diwujudkan jika kewenangan penguji materi peraturan di 

b a d  Undang-UMiang L)asar sepenutrnya diserahkan kepada hlahbu& 

Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat menyelesaikan banyaknya 

txallp* perkara yang dari w* kew& terus lmtalnb* tanpa 

mekanisme penyelesaian yang j e l a ~ . ~ ' ~  

Apabda m e -  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, maka undang-undang ini secara tegas 

m e n ~ ~ w a k e k u a s a a n ~ ~ k e k u a s a a n m g a r a y a n g  

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna rnenegakkan hukurn dm 

kead ih  berdasarkan Pancasiia d& terseienggamya Negara h'ukum 

republik Indonesia. 

Selanjutnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakunan itu sendiri 

dil- o ld  sew Mdhmh Agung dm pedaan w g  ada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilau 

A g m q  hgimgau Peraditan Wer,  dan hghqgm P m d i h  Tab 

Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hd kekuasaaa ke-m yang diseleoggwakan oleh 

Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya, teniunya 

Wud* .tugas dan kewemqp diatur dalam undang-tmdaq IersemW. 

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tinggi Negara melakmakan 

202 - Jtmly Asshiddiqie, Konrthisi.. . . . . Op. ,Cit., hlm 240 



ldmmm kehahmm dm n x x q a k  pe~adilan terhg9i meqwyaj  

fungsi-fungsi sebagai berikut; 

1. m i  bidmg pengacbn 

2. fimgsi bidang pengawasan 

3. h g s i  bidang pemberi naseht 

4. h g s i  bidang pengatman 

5. fimgsibidang ' ' ' ' si 

6. fimgsi bidang tugas dan kewenangan lainnya. 

Selanjutnya enam h g s i  tersebut d i b  secara garis besar, 

sekedar untuk memperoleh garnbaran umurn tentang Mahk-anah A g u g  

sebagai Iembaga tbg@ negara dan m q a k a n  Pengadan krthggi di 

Indonesia. 

1. Fmgsi Bidang Pengaddm 

Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung sebagai puncak 

peraddm menangani beberapa M sebagahm yang diaw da.hm 

undang-undang Mahkamah Agung telah memberikan sejumlah tugas 

h b-gan terhadiy, I!da&m& Agung tugas Ban kewenagm 

meliputi: 

a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang 

kew- mengad* permohonam pnhjauan bmt>ab puiman 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 

28). 



b. Menguji peraturan penutdang-hgan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang (Pasal3 1) 

c. M e m k r h n  p e x h b m ~  hdam kepada Presiden Mam 

permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal35) 

Dengprn landasan tugas dan kewenangin di atas, Mahkamah 

Agung melaksanakan h g s i  kebsaan  kehakiman. Untuk kekuawan 

kefiakiman yang k y a  dilakuiran oieh dua iembaga baru, yakni 

Mahkarnah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dari kedua lembaga 

timebut telah diaRzr hgs i  dan k e w ~ ~ y a d a l a m  Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- 

uadang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisd 

1.1 Kasasi 

Pengertian kasasi berasal dari bahasa Peraucis: "Cassatian" 

dengan kata keja L c ~ ~ ~ ~ r "  yang b e d  mm-m atau 

meme~ahkan.~~~ Peradilan kasasi dapat diartikan; memecahkan atau 

fnemb- pu$iwm aim penetapan pengadh-pengad- karena 

dianggap menagdung kesalahan dalam penerapan hukum. Yang tunduk 

pada h a s i  -a kesab-kesalahan di Mam penerapan h- 

penerapan pakta-pakta tersebut wewenang hdex factie, yang dalam 

sistem bhm Indonesia mnjadi w e w q  pengadh tin& 

pertama dan pengadilan tingkat terakhir.'04 



Kewenangm Mahkamah Agmg yang lxrkaitan den- proses 

peradilan dilakukan mekanisme kasasi atas putusan banding oleh 

penman tinggi. Pengajuan kasasi ini secara umum c b h k m  karena 

pencarai keadilan merasa tidak puas dengan putusan pengadilan 

ditinght banding. Mkduya dakm perkara pdzta, keberpihafcan 

hakim pada salah satu pihak yang beperkara dilatar belakangi 

~~ uang suap kepada hakim yang bersangkutan. Ketidak 

puasaan pencara keadilan pada tingkat banding juga disebabkan karena 

fGetidak b e m m  hakin dalam membuat putusan yang didasarkan p& 

pertimbangan hukum yang memperlihatkan ketidaic mengertian hakb 

atas perkara yang dip* Semua h k b r  k&& pmsaan pen& 

keadilan ini telah memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap 

peradilan. Wagai akibat lcdidak puasaan atas g3llman pmgadilan 

tingkat banding tersebut, maka pencara keadilan akan mengajukan 

h i  sekahpun kasusnya ti& t d d  penting, *gga 

mengakibatkan menumpuk perkara ditingkat Mahkamah ~ ~ u n ~ . ~ ~ ~  

Rasa b m  dan kewuasaan  dari pemai keadilan juga 

dapat beranggapan dari proses peradilan yang bisa dari proses 

peraddan. Proses peradilan dapat mengghkg seomg terdakwa 

menjadi terbukti bersalah, karena persidangan hanya melihal apa yang 

telah dikdmkm t-ehkwa bnpa ~ r - ~ r  a m  

kondisi apa yang mendorong melakukan sesuatu perbuatan k r k d .  



Faktor-fWor atau kondisi yang menguasai terdakwa saat 

melakukan tindakan kriminal tersebut dapat membawa sidang pada 

kaimpulan bahwa terdakwa b d a  dahm keadaan mtulr ti& 

melakukan tindakan tersebut atau tindakan terdakwa sebagai tindakan 

beh diri Silrap meny- Wa-fakta dalam proses 

persidangan telah membawa ketidak adilan dalam suatu putusan 

ptmgddan. Padahai hukum barus let,& maqu mempertimbangkan 

faktor-faktor perkara tersebut sehingga akan melahirkan putusan yang 

1 -2 Peninjauan Kembali 

H a h  dalah tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan 

dan keWf$n  se- mmangani dan memuaJs paha  yang 

menjadi tugasnya. Sadar akan ha1 yang demikian ini, maka undang- 

mdang meinbedcan kesempatan upaya hukum kmpa "peninjam 

kembalp 207 . Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, 

karena se-p lembaga ini bemntaqp dengan asas kepasth 

hukum, prinsip asas kepastian h u b  menetukan bahwa putusan 

hakim yang sudah berkebtm tetry, -(gezak vm gavijsde) tidak bisa di 

ubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut asas nebis m idem, artinya 

tidak b l e h  tejadi Mua Mi putman terhadap kasus yang sama anbra 

dua pihak yang sama. Peninjauan kembali disebut sebagai upaya 

206 aid.,  hlm 123-124 
"7 Mahknmoh Agung Pmak  Kekuasm Kehakiman, fimpman Artikel Dosen-Dosen 

Tetap Jurusan Tafa Negara F a h h  H u b  Zm disertai berbagai peratwan perundang- 
undangan yang berkaitan dengan Mahkamsh Agmg Republik Indonesia Pedlerbit: Jurusan 
Hukum Tala Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarfa, 1987, hlm 23 



hubn l t r  biasa karena mdang-&g memberi kesempatan wtuk 

mengajukan peninjauan kembali dengan segala yang ketat untuk itu. 

Ketatnya persyaratan lmtuk itu a d M  mhdc menerapkan asas 

keadilan terhadap pemberlakukan asas kepastian hukum, karena itu 

peninjawn kembali trerorientasi pada tuntutan keaddm Putusan hkim 

adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilda hakim secara 

manusiawi. 

Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kernbali 

(PK) ad& men- koreksi tmMk terhadap putwan pengadh 

yang mengandung ketidak adilan karena kesalahan dan kekhi ld i  

i lakh 

Peninjauan kembali terhadap suatu perkara yang telah diputus 

dan mempunyai k- luhm yang b w  upaya hulsum 

peninjauan kembali ini hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung 

sebagai Pengaddan terthg@. Landasan hukum kewmaqp hi 

terdapat dalam Pasal23 ayat (I), (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang IQAamam K e i m h m ,  mengenai peninjauan bnbali 

yaitu: terhadap putusan peradilan yang telah memperoleh kekuamn 

h* tetap, pihalr-pihalr yang berm- dapat mengajukan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat ha1 

kedaan temnh yang d i m  dalam undang-mdmg. Terhdap 

putusan tidak dapat dilakukan peninjaum k m b d .  



1.3 Sen- Wewenang Mengaddi 

Dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang 

tesah diganti den- Undang-undang Nomor 5 T&un 2004 tentag 

Mahkarnah Agung. Mahkarnah Agung mempunyai kekuasaan untuk 

memutus pada tin& pertama dan femkhk semua seflgketa tentang 

kewenangan mengadili yaitu; 

1- Mabmzh  Agmg memutm pada tkgkat pertama dm temkhk 

semua sengketa tentang kewenangan mengadili; 

a) Antara pengaddm di lingkungan P e  yang satu dengan 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan lainnya; 

b. Antara dm Pagaddm yang ada dab d a e d  hukum 

Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan 

-yang=; 

c. Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan 

Peraddm yang sama a&u anma hghmgan Peradiian yang 

laimya. 

Dari ketentuan pasal tersebut khususnya antara huruf a, b, c 

yaitu kelruasmm untuls memutils sen&& kmenangm men- 

antara dua pengadilan tingkat banding. Maka jelas sekali Mahkamah 

Agug mmqmkm Pengahh N e w  tertinggi di Linmgan 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. 



1-4 Ebk Uji Mated Terhdq  Peratman Di Saw& Undang-Undang 

Hak uji tersebut dapat dilihat pada Pasal 31A Undang-undang 

Nomor 5 T&un 2004 rnenyatakaix 

1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

m - m b g  W yang h j b  u g s m g  

oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamd~ Agung, dan dibuat 

serta tertuiis iiaiam Wasa Indonesia. 

2. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat; 

a. Namzldandamatpemobn 

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan 

wajib, meqymkan dengan jeias b&wq 

1 )  Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan 

F=d=g-und~$an W ~ P  k-mtw deww 

undang-undang yang lebih tinggi; danlatau 

2) Pwntrwtidcan peaatman pmdang-&w tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 

3. D h  Mahkamah Agmg b e a t  b&wa gxxmobnan atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat, m a r  putusan menyalakan 

permohonan tidakditaima. 

4. Dalam ha1 Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 

b ~ a m a r p u t u s a n m e n y ~ ~ h o n a n ~ ~ .  

5. Dalam ha1 permohonan dikabulkan sebagaimana chaksud pa& 

a p t  (4), axma- putusan merrjratadran dmgm &gas mat& pumm 



rnenyatakm dengsln tegas materi muatan ayag p a d ,  Watau 

bagian dari peraturan penrndang-undangan yang bertentangan 

dengan per- gnmmdang-mdangan yang iebih tinggi. 

6. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan 

dengsln peraham gxmdanga&gan yang lebih ling@ dan latau 

tidak bertentangan dengan pembentukannya, m a r  putusan 

mmyatakm permob~lan &to& 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang- 

&$an dibawafi undmg-undmg diaau oleh h4ddwmh m g .  

Jadi jelas bahwa produk legislatif yang berupa undang-undang, 

h i l  kajamma an&a b a n  Pmakilan &kyat dengan Presiden 

tidak dapat diuji secara material oleh Mahkamah Agung, karena 

~ ~ g m  unaztr menguji mdmg-undang dihhkan oleh ?vfa&m& 

~onst i tus i .~"~ Sehingga Mahkamah Agung dapat menguji secara 

mated dan seka@us menyahkm tidak dmya suatu peratman 

perundang-undangan karena bertentangan dengan peraturan peraturan 

gxmmcbg-undang yang lebih tin&. Akan t&pi hak uji materiil 

Mahkamah Agung ini hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan 

tingkat hasi D m  dcdkiau tanpa d a q a  gqpfm suatu pmduk 

eksekutif ke pengadilan, maka hak uji materiil tidak dapat 

diUmakm OM Mahian& Agung stithagpi Pagadilan Tertinggi 

Negara. 

L W  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 



1.5 Memutus Dalam Tingkat Pmtama Dan Terakhir Semua Sengketa 

Yang Timbul Karena Perampasan Kapal Asing Dan Muatmiya 

O M  Kapal Perang Monesia. 

Selain kewenangan yang telah dipaparkan diabs Mahkarnah 

dan terakhir, dalam ha1 sengketa yang timbul karena rampasan kapal 

asing oZeh kapd pang  Indonesia. Hal ini dapat ddihat M a m  P a d  33 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, untuk menyatakan sebagai 

b*t;-Agungbenangmermm;lskanatingkat 

pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan 

bapaX asing ih mwdamya oZ& k q d  perang Repub& Indonesia 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam penjekasamya 

&gaskan bahwa yang dimakflld dengaa kapd kqd hut dan 

kapal udara. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dalam tingkat 

kasasi. 

Fungsi Bidang Pengawasan 

Ada empat hgmgm p e d i h  yang ~-~ mempmyai 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung 

mempunyai h g s i  pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan. 

Fungsi pengawasan ini bertujuan agar p a  yang dilakukan oieh 

peradilan-peradilan dalam empat Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan 

Umuq Pmadhn kgama, Peraddan M&er dan PerarWan Tats Usaha 

Negara diselenggarahan dengan seksama dan sewajarnya. Adanya 



fungsi pengawasm ini dapat &tern& dasaun Pasag 11 Urmdang- 

undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan; 

"m Agung rnelakukan pengamsan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada 

dibawdmya W d a e  fcetmhm undang-undang". 

Menurut Pasal 11 ayat (4) tersebut, peradilan yang diawasi oleh 

Mdhmah Apng tdqi juga m&puti tingkh iakrl dan pabuabn para 

hakim. Dengan dernikian fungsi pengawasan Mahkamah Agung 

meliputi segi y u d s  dan ymg s e m p  jdamya peraddan maupun segi 

moral dan mental yang berupa tingkah laku serta perbuatan para 

h a k u  

Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

Undang+ndang hlomor 14 Tahun 1985, pmgawasan perzlriitan cfiatur 

dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang 

pengadilan ddam iin- pembh  umum dan Ii&hhmh Agung. 

Lebih ~ c i n y a  ketentuan Pasal47 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

l%5 add& sebagaiberikut; 

a. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai 

pengatidan terhggi mtuk semua l h g k t m ~  p e r a d h  memberi 

pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkuta.. 

b. Mah%amah agung m e w  pengagawwm tertinggi terhadap 

jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di selululz 



W n e s i a  dm menjaga supaya p d a n  dise1enggarakm den* 

seksama dan sewajarnya. 

c. Phbn-perbuatan h a k h  disemua lin-gan per* diawasi 

dengan camat oleh Mahkamah Agung. 

d. Untuk kepentingan negraa dan kcaddan M&bkm& Agung 

memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu, 

baik d q a n  surat tersendq mupun dagan swat edamn. 

e. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari 

sernua pengaddm &.lam semua hwgan peraddan. Mzdhmh 

Agung dalam hal ini dapat memerintahkan disampaikmya *oerkm- 

berkas perkant dan surat-surat untuk dipedmbangkaa2w 

Pengaturan kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan 

fun@ pengawasan sebagaimma diaaU &.lam P a d  47 Undang- 

undang Nomor 13 Tahun 1965 ayat (2) sampai (5) juga dapat 

ditemukan nslam P a d  32 U m h g - w  Nomr 14 T&un 1985 a m  

(I) sampai dengan (4). Namun materi muatan ayat (1) Pasal 47 

Uadang-whg Nomor 13 T&un 1965 W& dengan materr: muatan 

ayat (5) Pasal32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. 

Sebagai upaya mengefekifkm hgas pengawas peradh, 

Mahkamah Agung menjalankan tugas pengawasan terhadap 

pengadikm tinggi. Tugas pengawasan bagr peraddm umum di2ab;ukan 

oleh pengaddan tinggi terhadap setiap pengadilan negeri yang baa& 



di damah htxkwmya. Tanggungjawab tugas pengawam tersebut berda 

pada ketua pengadilan tinggi. Tugas pengawas ini lebih merupakan 

pengawasan non kknis peraaan dan menyangkui pribadi para Mm, 

karena pengawasan tersebut sebagai bagian dari pembinaan pribadi- 

pniadi habipaZ1O 

3. Fungsi Bidang Pemberi Nasehat 

Ddam p e r h a  pidan diktlahui adanya grasi yang m e r q d m  

upaya hukurn terakhir bagi seseorang setelah menempuh kasasi di 

h4aUawh Agung dm &tap ninyakdm b d a h  serta dijatuhi 

h h a n  atas perbuatannya. Grasi ini diajukan kepada Presideu 

sebagai k@ negara Sebe1wn grasi seseorang ditoiak atau diterbq 

terlebih dahulu Presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah 

Agung. Landasan hukum p e m b r b  jmthbangan old M U &  

Agung kepada Presiden dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

terdapat dalam Pasal 35 yang b d y i ;  ''m Agung 

membexikan pertimbangan hukum kepada Presiden permohonan grasi 

dan *~m". 

4. Fungsi Bidang Pengaturan 

M3lhlmh Agung seb@ peladdan negaaa teilhggi oleh 

undang-undang diberikan kekuasaan untuk membut peraturan dalarn 

mgka &agbpi  kekmngan ptmtmm yang berkenaan dengan 

penyelengaraan peradilan. Dasar hukum h g s i  pengaturan oleh 



Ikkbkamah Agung ini tierrlapat dahn Undang-wdmg Nomor 14 

Tahun 1985 Pasal 79 yang menyatakan; "Mahkamah Agung dapat 

mengatm jet,& hjut M-hal yang d i p c x l ~  bagi kelmcaran 

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 

cliaturam m b g - m h g  ini". 

Dalam penjelasan Pasal 79 tersebut dikemukakan bahwa 

peratman yang & d h  okh Matdam& Ag-ung &bedakan d m p  

peraturan yang disusun oleh pembentukan undang-undang. 

Kewenangan M-ah Agung &.lam pembuakm peratman ini h y a  

dalam lapangan hukum acara. 

5. Fungi Bidang Administrasi 

Adanya fungsi adrninistrasi dari Mahkamah Agung dapat dilihat 

dalam Undang-mdang Nomor 4 Tahun 2004 P a d  13 apt (I) dan (3) 

tentang Ketentuan Pokok Kehasaan Kehakiman, yang menyatakau: 

( I )  &&anis* adzninimi, dan hamid Mzhkamh Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah 

kekuasaan Ivi&km& Agung. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan 

paaddan seb- dimaksudkan pada apt (1) d masing- 

masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai 

~ k e ~ I J n ~ p ~ m a s i n g - m a s ~ .  



Selain hgsi-fungsi tersebut di atas, Mahkamah Agung diberikan 

ketetuan tugas kewenangan lain oleh Mahkamah Agung ini terdapat 

daiam Pasal39 Undang-dmg Nomor 14 Tahun 2985 yang berbunyi: 

"disamping tugas dan kewenangan tersebut dalam bat ini M&dmah 

Peradilan menunu bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai 

perkara pengadh211 Pasra aldi hukum m a n h i  p e n g h  yang 

bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah 

nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilim212 Atau suatu proses 

tertentu yang diatur dengan peratuan hukum a ~ a r a . ~ l ~  Dengan demilcian 

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuall Mahkarnh Agwg 

urnurn, lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan militer, 

lmghn&an peradr&n tata usaha neg;rra, dm oleh s e b d  Mabkmab 

Tim Penyusun, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
ipldonesia, Baiai. P&&a J a k @  1990. h. 7 

2U Abdul Gimi Abdullab, Himpunan Perundang-Unriangan Dan Peraruran Peradilan 
Agama, Intennasa, Jakarta, 1986. hlrn. 104 

213 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, Rajawali, Press, 2000. hlm 3 



Kbnstitusi. Hd ini rn- sdah satu tong* perjdam sejarah 

kekuasaan kehakiman terpenting di Indonesia. Dikatan demikian karena 

kekmszm kefiakiman yang hdbya dipegang oiefi Mabbmh Agung, 

sekarang ternyata juga ada lembaga lain yang memegang kekuasaan 

I & e h h a n  tersebut yaktli Mdhmah Konstitmi. 

Dari semua peradilan diatas, kecuali Mahkamah Konstitusi 

I m - p d  pada ikb&amh Agmg, dan mengmai tab cara peraddan tdah 

diatur dengan undang-undang tersendiri. 

1. P d a n U m m  

Peradilan mum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 

a986 tentang g%exxbn u m m  Daiam uildang-ldang ini d3am 

susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim, serta tab kerja 

abhistrasi pa& pengaddim n e w  dm pengaddm tinggi. Kehisaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 

pengadih ne@ dan pengaddm tin@. negeri 

berkedudukan di Kota Madya atau di ibu kota Kabupaten dm daerah 

h-p melip& dayah  Kbta Mdya zltau lCabuw. Pengaddan 

Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya 

d i p d  whyah fiovhsi. 

Pengadilan negeri merupakan pengadilan yingkat pertama clan 

pagadlb  kg@ ll€emp* p- trngkat balding. fiarasaan 

dm kewenangan mengadili pengadilan negeri adal& memeriksa, 

memutus, dm menydesxkm perkara pidana dan perkara perdata di 



tin* pertama bagi rakyat pen& keadilan pada ummmya kecuali 

undang-undang menentukan lain. Pengadilan tinggi merupakan 

pgaddan  tingkat banding yang memerksa, mem-, dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri 

dan m e r u p b  p e n e  tingkat pertamsl dan terakbk mengenai 

sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di d a e d  

h-ya. 

Peradilan Agama 

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan 

pemdih yang dialmi eksistashya &dam Uadang-undang Nornor 14 

Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehaldman dan yang 

terakbk telah diganti deagan tTmbg-* N m r  4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama merupkan peradilan 

kbusus yang rlitujuhan kepada m a t  I s h  dmgm hghp kw-m 

yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari 

keaditan (justici~bel).~'~ 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan undang- 

undang organ& sehingga perlu admya undang-undaflg lain sebagai 

peraturan pelaksananya, yaitu undang-undang yang terkait dengan 

P d h  Umum, P d h  Militer dm P d h  Tata U& Negara 

Khusus untuk Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut 

b g a n  Undang-undang Nornor 7 labun 1989 tentang Peraddan 

'I4 Abdul Ghaiiu hshori, Peradilan Agama .... .Loc.,Cit., . 2007. hlrn. 1 



Agama. Di dalamnya nzemuat h b  mwi sekdigus h* 

formilnya. 

Secara faktual dapat dilihat bahwa pengundangan undang-undang 

Paadilan Agam, adalat.1 yang laakhir disbanding dengan undang- 

undang peradilan yang lain atau pun tepatnya 19 tahun setelah undang- 

undang pokok ke- kddchnan disahkan. N m m  dengan adaraya 

undang-undang tersebut eksistensi dari Perdailan Agama benar-benar 

teiah diakui dan p c b y a  undang-undang W u t  eksistensi dari 

Peradilan Agama benar-benar telah diakui dan padanya tidak 

memd- fagi ekselsusi dari peradilan negai mtuk 

melaksanakan putusan-putusannya. Perlu ditekankan di sini bahwa 

itewenagan Peradh Agama b y a  meimghpi masah& hdmm 

keperdataan yang dialami oleh orang Islam seperti bidang perkawinan 

dan kmarin, h g k a n  mtuk urusan kepedahm yang takait 

dengan hak milik dan urusan publik masih menjadi kompetensi absolui 

dan peraddm mum abu pmdh negeri. 

Kompetensi absolut dari peradilan agama dituangkan dalam 

Pasd 49 Undang-mdang Nomor 7 T&m 1989 y a h  bahwa 

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menydesaikan pe-qerkara di tmg& pmma antara orang-orang 

Islam di bidang (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang 

43iwdGm b- hllhlm Islam; (c) lvakafdall fdmbqah. 



Bidang perkawhm yang dimabsud didam unhg-undang ini 

ialah hal-ha1 yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang 

b e  yakxu Undang-undang Nomor i Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sedangkan bdang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa 

yamg beria& menjadi aW waris, penentuan mengenai brta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 

md- pembagian hrta pninggaian tersebut- Dengan 

d e a n  pada waktu itu kompetensi dari peradilan agama hanya 

mehgkupi masid& dibidang h b  orang dan harta bends yang 

dialami oleh orang Islam. Sehingga tepat jika Peradilan Agama disebut 

Per& &am b h  karaa kebemchmya sebemmya hanya 

ditujukan untuk orang Islam saja, sementara untuk pemeluk agama lain 

berlah kekntuan yang ada dipemdb negeri. 

Pada tahun 2006 terjadi amandemen terhadap undang-undang 

Peradiian Agama mdalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2oclii 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

P e  Agama. Sdah satu p i n  penting dari admya a m a n h e n  

terhadap undang-undang Peradilan Agama adalah adanya perluaszlli 

kewmmgan Peraddm Agama, sebgga b a d a w  pada Isetmtuan 

Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan 

Agam juga b m a n g  unbk menerima, m- -, dm 

memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. 



Ddamperadilaninidiatursusunan,~hulcumacara,b 

kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadrlan Agama 

dan Pengaddm Tinggi Agama K e b m  k e b  di hghmgan 

Peradilan Agama dilaksanakan oleh: 

- Perdadan A m  

- Pengadilan Tinggi Agama 

Mmgenai Mudukm p e q p h h  agama dan p e n g a b  tinggi 

agama telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Un&mg--undang Nomr 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, mnegatakan bahwa Pengadilan Agama 

berkedudb di koh kat,upate&oh dan d a d  hukmmya melip& 

wilayah kabupatenkota. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di 

ibu bta provinsi dm dam& hukumqa melip& dayah provinsi. 

Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Pembahan Atas 

Undang-undang Nornor 7 TAun 1989 tentang Peraddan &am, juga 

mengatur tentang hal-hal yang menjadi kekuasaan clan kewenangan 

Pengaddm Agama adalaiz ntemeriksa, memutus, dm m e n y d e d m  

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang pcxlca* kemmq d a f  hibah, walraf: dat, imfq, 

sadaqah dan Peradilan Agama juga benvenang untuk menerima, 

memeriksa, xxwgaiQ dm lllamdm smgketa dibl4kmg f$mWmi 

syariah yang berdasarkan hulrum Islam. 



3. P-Militer 

Peradilan militer diatur dalarn Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1997 tentang P d  Militer. Daiam mdang-mdang ini diab.u 

tentang ketentuan-ketentuan mum, susunan pengadilan, kekuasaan 

odiauat, hukum aam pi- d t e r ,  h- acara tata usaha miiiter, 

dan ketentuan-ketentuan lain. 

Peraddan militer menq,akan pemdih  USU US bagi prajurit 

angkatan bersenjata Republik Indonesia. Prajurit adalah warga negara 

ymg memnwhi persyaraian yang &ten- dakm ketentuan peraauan 

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabal yang berwenang untuk 

magab- diri dslam maha pembeiaan negara dagan mayandang 

senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam 

p e m b a n m  nasiond serta tunduk kepda hukum militer- 

Pengadilan dilingkungan peradilan militer sebagai pelaksana 

kekuasaan kdukinm di Indonesia mehputi p a d h  d t e r ,  

pengadilan militer tinggi, pengadilan militer umum, dan pengadilan 

militermpuran. 

Pengadilan dalarn lingkungan peradilan militer merupakan badan 

pelaksana ke- kehakimasl di b-gm angkatan bersenjata 

yang berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. 

&pun meng& kewemqm daliun hnghqpn peradan mIliter 

adalah sebagai berikut; 



a) Men@ tin@ pidam yang dilakdm oleh seseorang yang pada 

waktu melakukan tindak pidana adalah: 

I )  Prajurit; 

2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan 

Prajurit; 

3) Anggota suatu golongan atau jawaban atau badan atau yang 

@er& atau dianggap sebagai h j u r i t  berdasar3ran 

undang-undang; 

4) Seseamg yang tidak mas& golongan pada f i d  a, hunrf b, 

dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan 

Menteri Keh&hmn ham diadiii deb suatu Pengaddm dalam 

lingkungan peradilan militer. 

b) Memaha, memiltus, dan m e n y m  sen&& tata usaha 

angkatan bersenjata. 

C) Menggabungh perkara gugatan g a d  rugi dalam perlrara pidana 

yang bersangkutan atas permintaim dari pihak yang diruggkan 

set,@ &bat ymg dihb* oleh t i n u  pidam ymg menjadi 

dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut 

&lam-putusan. 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri clan: 

a. P m g d i l a n ~ ;  

b. Pengadilan Militer Tinggi; 

c. P ~ ~ ~ t l ~ ; d a n  



d. Pengadilan Militer P m p m  ( P a d  12). 

Tempat kedudukan P e n d l a n  Militer Utama berada di Ibukota 

Negara Repub& hdonesia yang dam& huhmmya meiipd seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk pengadilan lainnya 

d i te tapb  Bengan %Cepm Pangha. Apabiia perlu Pengadilan 

Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat 

k e d u d m y a  Pen* Miiitea dm Pengaaan Miiiter Tinggi dapar 

bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Militer Utama 

(Pawl 14). 

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat 

pertama perkam pidana yang terdakwanya add& 

a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; 

b. M & s & ~ a ~ d h P a A 9 a n g k a l h u r u f b 8 a n  

huruf c yang Terdakwanya ''tmasuk tingkat kepangkam" Kapten 

ke hwah; dm 

c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d hams diadili 

oleh Pengaddm Militer ( P a d  40). 

Kekuasaan Penmlan  Militer Tinggi pada tingkat pertama: 

a. M e m m  dm memutm perkam pidana yang Ter- 

adalah: 

1 )  Prajurit ata salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor keatas; 



2) Mereka sebagaimana dimtibud dalm P a d  9 an& I huruf b 

dan humf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya " 

termasuk tingkat k e p a n w  Mayor ke atas; dan 

3) Mereka yang berdasarkan Pasal9 angka 1 huruf d hams diadili 

oi& Pengadilan Militer Tinggi; 

b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

An&atan Bersenjata (Pmd 43 ayat (3 ))- 

Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat 

banding perkara pidana yang teiah diptm OM Pen- Miiiter 

dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (Pasal42 ayat (2)). 

Pengadhu d b r  thg@ memutm pada tin&& palama dan 

terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer 

didam daerah hukwmya (Pasal 42 ayat (3)). 

Kekuasaan pengadilan militer utama memeriksa dan memutus 

pada bng& banding pedkara pidana dm sen&eta tats llsaha mgkahn 

bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan 

militer hggi yang ~~ b-g ( P d  42). 

Pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan 

lxxkhir semua sengketa mtang wmenang mengaddi: 

1.  Antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukurn 

p q a d i b  d k r  tinggi ymg ~~. 

2. Antara pengadilan militer tinggi; dm 

3. Antam pengaddm militer tinggi dm pengaddm militer i(Pasd 43) 



Pengaddm militer utarnzl meldadcan pengawasan terhadap: 

a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan 

mdikr, pengadilan miiiter tinggi, dan p e n g d i h  miiiter 

pertempuran di daerah hukumnya masing-masing. 

b. T3ngkah laku 8an perbmtan para hakim dalam menjakdm 

tugasnya (Pam144 ayat (1)). 

P e n g m  miiiter utam berwenang unt& memjnta keterangan 

tentang hal-ha1 yang bersangkutan dengan teknis peraddan dari 

pengaddm militer, pengaddm militer tinggi, dan penman militer 

pertempuran (Pam144 ayat (2)). 

Pwgadiian d t e r  utmm memberi peamjuk, teguran, atau 

peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan militer, 

pengadih militer tinggi, 8an pengaddm militer ~~ (Pasal 

44 ayat (3)). Pengadilan militer utama memuskan perkara yang 

d i m o b ~  h s a q  peninjauasn k d &  dan gmi kepada 

Mahkamah Agung ( P a d 4 4  ayat (5)). Kekuasaan pengadilan militer 

pdempuran mem* dan memutus pada tin@& perbsna dan 

terkhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana 

dimdad dahm p a d  9 angka 1. di dam& pe-uran (Pa& 45). 

Pengadilan militer pertempuran bersifat mobil, m e n m t i  gerakan 

p h  dm krkd- s&a badaerah hukum di d a d  

pertempuran (Pasal46). 



4. P d m  Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun I986 $entang Peraddm Tata Usaha Negara. Dalam 

undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan 

kedudukan habn serta tata kerja ailminkmi pada P-an Tinggi 

Tata Usaha Negara. Kekuasaan hakim di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara dil- OM: 

- Pengadilan Tata Usaha Negara 

- Pengaddim Tinggi Tata U& N e w .  

PengadiIan Tata Usaha Negara menipakan pengadilan tingkat 

p&mm clan Pen- Tinggi Tata Usaha Negam merupakan 

pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara 

berked- di kotamadya atau di ibukota kahpten dm azrerah 

hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadiian 

Tinggi Tata Usatra Negara berkedudukan di ihkota propimi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 

Pemben- Pengaddm T& Usaha Negm dm Pen- 

Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan secara bertahap dengan 

dan memperhbangkan Magai faktor baik yang 

bersifat teknis maupun non teknis. Kekuasaan dan kewenangan 

mmgaddi P- T;ib Usaha Negara a&hh m- memulm, 

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat periama 

bagi mkyat pencari kadibn 



Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul 

dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan 

hutrum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik 

dipusat rnaupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkamya Keputusan 

Tata Usaha Negara termauk sengketa kepegwean berciasabm 

peratwan pemdang-undangan. Yang termasuk keputusan Tata Usaha 

Negara addah suaai penetapan krhdis yang dikeiuxkm oieh badan 

atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata 

Usaha N e w  ymg be- pemlmm pemdang-undmgan ymg 

berlaky yang bersifit kongkret, individual, dan h a l ,  yang meI'Iibu&dll 

&bat huInrm bagi seorang atau badan hukm perdam 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara rnerupakan pengadilan 

thgkat banding yang m e m e  memutus, dan menyeledan 

perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan 

mempakan p e q y d h  Tmglmi perhma d m  Terakhir mengenai 

sengketa kewenangan rnengadili anar pengadilan Tata Usaha Negara di 

daerah hulnrmnya. Pen@an Tinggi Tata U d a  Negnra juga 

berwenanga rnengadili perkara pada tingkat pertama texbciap prkara 

yang*Mdigunakan u p 9  - . . 
ti£ 

Komisi Yudisial ~Menumt En&tng-Undang Nomot' 92 P'ahm iOM 

Komisi Yudisid tentu saja behm populer di m a m t  Indonesia, 

bahkan di kalangan akademisi dan praktisi hubrum sendiri masih banyak yang 



belwn mengetahui bagahma pengawasaa Komisi Yudisd terhadap para 

hakim yang selama ini dianggap bertentangan dengan kekuasaail kehakimau. 

Tentu saja mereka tdak dapat dlpers* karena sejabnya lembaga atau 

Komisi Yudisal ini sendiri masih dalam tahap "penggodokan undang-undang", 

dimana sebagian isi undang-un8ang Komisi Yudisial telah dibatdbn oleh 

Mahkamah Konstitusi dan perlu diadakan perubahan lagi mengenai 

pengawasan Komisi Y u M  

Namun demikian, bagi praktisi atau pemerhati hukum sendiri, tuntutan 

akan bdimya lembaga Komisi Yudisial ini menjadi agenda tmendiri b* 

belakangan menjadi kian mengemuka manakala sejumlal~ kasus hukum 

memperlhtkan berapa rapuhya s h  huhm I n d e a ,  yang saiafi satunp 

terindikasi dalam ketimpangan-ketimpangan hukum yang diperlihatkan para 

"hamba" hukum di wilayah peraddan. 

Terbentuknya Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga baru, yang 

Itiberikan kewenanm secara fond okh Undmg-Undang Dasar 1945 &dam 

Pasal24B ayat (1) dimana kewenagan tersebut adalah; pertama, mengusulkan 

penwe - w g  clan Ymg h h ,  b- 'lain - ran* 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marlabat serta perilaku 

bakim Maka den* adanqa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial, para Hakirn Agung merasa d&an dengan adanya 

p e l l g a ~  yang ttxiahi kern sehlnpga para Z-hkim Agvng ter&ut 

mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan Putusatl 

. . ~ahkamah Konsthsi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang- 



undrmg Nomor 22 tahun 2004 tentang K d s i  Y u d i d  dan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan para Zlakirri 

agung dikab- Putusan l&&amh KO- m e d a h  dereran 

kabmya pengawasan hakim agung, apalagi dengan keputusannya tersebut 

Mahbnah K d t u s i  ti& t e r m a d  dakm hakim yang diawasi oleh Umisi 

Yudisial. Ironis memang penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamak~ 

Konstimi. 

Betapa persoalan sistem yang buruk yang berakibat pada tidak hadirnya 

independensi para hakim menjadi persoaZan Mask yang hingga saat ini masih 

belum terpecahkan. Maka dalam konteks inilah, Komisi Yudisial iayak urituk 

d i p e r b i n c e  Karem kek- Komisi Yudisial ini dibentuk tersedm 

di luar Mahkamah Agung sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas 

kesemua hakim, temasuk Hakim Konstitmi dm hakin di se1uruh 

~ndonesia.~ 

Setelah reformasi bergulir dengan berbagai tuntutan adanya pembenahau 

di habaga Mahkamah Agung seb@ pmcak peraddan, yang selama ini 

dianggap adanya mafia peradilan. Maka timbul sebuah ide untuk segera 

&bent& pengam terhadap fiakim-lml&n agung, pengawasan tersebut jatuh 

pada pilihau lembaga Komisi Yudisial yang juga me- kewenagau urntuh 

menjaring nama bakai calm bakim serta melal=ukan proses seieksi 

Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara yang baru memiliki 

posisi yang sama atau sdemjat dengan Mahkamah Iconstifmi b&km dengym 

215 . Jlmly Assiddiqie, Konstitus ... ... Op.,Czt., hlm, 253 



1945 dinyatakan bahwa lembaga ini bersifat mandiri. Selain itu keberadaan 

Komisi Yudkd di masa yang akan datang dibapkan akan menjadi d a h  

satu mitra kerja Mahkamah Agung untuk terus melakukan upaya-upaya dalam 

Ada lima dasar asumsi terbentuknya Kornisi Yudisial di dalam suatu 

adalah; 

1. Keberadaan Komisi Yudisial, agar monitoring secara intensif terhadap 
kekuasaan kehakiman dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsure- 
unsur masyurlkat &am spekbum yang selms-3-9 dm bukan hanya 
monitoring seem irrternal saja. 

2. Komisi Yudisial, menjadi perantara (mediator) atau penghubung antra 
kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman 
(jdiciai power) yang mjuan utamanya adalah untuk menjamin 
kemandirian kekuasaan kehkhan  dari pengad kekuasaan apapun juga 
khususnya kekuasaan pemerintah. 

3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas 
ke- kehakiman ahm semaSrin tbggi dafam banyak has baik p g  
mayangkut reZauitmadm monitoring hakim agung serta pengelohan 
keuangan kekuasaan kehakiman. 

4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan 
seMu rnemperoi& p d i a n  dan pengaw- yang ketat dari s e b d  
lembaga khusus. 

5. Politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi, karena 
Komisi Yudisial bukan lemba a politik, sehingga diasumsikan tidak 
mempuuyai kepentiugan politik. $18 

Beranjak dari argumen-argumen di atas, jehlah bahwa Komisi Yudisd 

adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri clan mempunyai peranan yang 

216 Jimly Assiddiqie, k k s m  Kehakinun dz Mma Depan, disampaikan dalarn 
Seminar di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian H u b  Islam dan 
Masyarakat, Kemis, 13 Juli, 2000 

Mahkamah Agung RI, Nuskah ... .Op Cit, hlm, 1 
A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Refomasi Perudilun, ELSAM Jakarta, 2004, 

b h  38-39 



sangat penting dalatn usha mewujjudkan k a  kehakiman yang mer&ka 

melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta 

melakukan pengawasan @engawasan e h t e d )  terhadap hakim agung dan 

hakirn yang transparan dm partisipatif guna menegakkan kehormatan, 

ke1uhm nmtabat, serta p d a k u  hkim. 

Meskipun demikian dengan sifht independen trsebutlidak berarti bahwa 

komisi pdxsia3 tidk diharuskan berbnggungkan oleh Imdang-mdang. IMm 

Pasal38 Undang-undang Tahun 2004 ditentukan: 

1. Komisi Yudisid bertmggung jaw& kepada publitr melahi Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

2. Pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilabmkm dengan cam: 

a. Menerbitkan Laporan Tahunan: dan 

b. Membuka akses Infonnasi secara imglmp dan ahunrt 

3. Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat 

hal-hai sebagai bedcut: 

a. Laporan penggunaan anggaran: 

b. Data yang b h i t a n  dengan fungsi pengawasm: dm 

c. Data yang berkaitan den= rekruitrnen hakim 

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (23 h m f  a disampikan pula 

kepada Presiden. 

5. Keuangan Komisis Yudisial diperiksa oleh Badan Pemerrksa Keuaugan 

men- ketentuan mdang-undang. 



Pada prinsipnya ketentuan P A  243 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak saja merupakan landasan hukum 

terhadap k e e a n  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2304 tentang KO- 

Yudisial, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang 

hubm den* memberikan kewenangan k q d a  Komisi Yudisial untuk 

mewujudkan checks and balances, dalam arti walaupun Komisi Yudisial 

bukan peladru k- kehakimm namun fungsinya berkaib den- 

kelruasaan kehakiman, yaitu fhgsi  pengawasan. Jadi jelaslah bahwa Komisi 

Yudisial addah l&aga n e w  s h g a i m m  dimahsud Mam UnBang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu 

wewenanpya addah m- pengawasan tmhadap hkm, yang meiiputi 

hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan 

yang b& di bawah hiabkm& Agung sata hakin Maldmuah lbw$itusi. 

Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang dan berstatus 

sebagai pejabat negara yang twdiri atas mazltan hakrm, praktisi h&m, 

akademisi hukum, dan aggota masyarakat. Keaggotaan Komisi Yudisial 

dlajukan P r e s h  kepada Dewim PerwMan Rakyat, dengan terlebih ddzulu 

Presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerhtall, 

praktisi hukum, akademisi hukum, dan aggota m- d a b  

melaksanakan tugas clan kewenangannya, panitia seleksi bekerja secara 

transparan dan mengikutsertakan partisipasi ma~~zirakat.~'~ 

219 Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara dm Sengketa Kewenangan Antara Lembaga 
Negnra, & e r b i h  olek Kmmsium Rcg%mmm hlukum NasimE m). B&qa sama 
dengan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 0. Cet I. Jakarta Pusat, 2005, hlrn 
81-82 



a. K e d u d h  dm Kewenmgan Komisi Yudisial 

Mengenai kedudukan dari Komisi Yudisial dapat di lihat dari 

keteniwm Pasal 1 Butir ke-1 Undang-undang Nomor 22 T&un 2004 

tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa "Komisi Yudisial adalah 

lemhga negara sebagahma dhaksud dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan ini menegaskau 

bahwa kedudukan KDmisi Y u W  adalah sebagai lembaga negara yang 

keberadaannya bersifat konstitusional. Berkaitan dengan itu, menurut 

Pasal2 Undang-undaug Nomr  22 Tahun 2004 ywg menyatidm bahwa 

"Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat manhi  dm dalam 

pelahaman wewaaqpya kbas  dari campur k q g n  atau pengaruh 

kekuasaan lain". Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan 

Pasal248 U h g  Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahunP945, 

bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenatg mengusuWan 

pengangIrala.n h a b n  a m  cian mmpunyai wewamg iain dakm ran& 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhwan martabat, serta perilaku 

hakim". Seianjutqa mengenai weweaang dan tugas dari Komisi Yudisial 

Republik Indonesia dapat di temukan dalam ketentuarn Pas& 24A Ayat (3) 

dan Pasd 24B Ayat (1) Undang-Unbg Ilasar Negara hpublik Monesia 

Tahun 1945 yang di implementaslkan dalam Pasal 13 Undang-undang 

Nomor. 22 Tahun 2004 pada pokoknya wewmmg dari Komisi Yudisd 

adalah; 



1. liengum penganghtan hakim agmg hpada D e m  P e a n  

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai ftaidm agrmg oleh Residen; dan 

2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

k e h o m  keluhuran mutabat, serta pxMm hakin 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Y&d tersebut ditenhdm pula: 

1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 

b. Me* selelrsi terhdap cdon hkim aguug. 

c. Menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan hakim agung ke 

Dewan P m  Rakyat. 

2. Dalam hal berakhir masa jabatan hakim agung, Mahakamal~ Agung 

men-* kepada Komisi Yuchial daftar nama haidm agmg 

yang basangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

sebe1um bemkhimya jabatan tersebut. 

3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam pigla w a b  p h g  lama 6 (enam) b d q  sejak Komisi 

Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai 

l o w o ~  hakim agung. 

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak 

menerima pemberiiahuan m e n g b  Iow~ngafl h k h  agun& Komisis 



Yudisid mengum- pendaftaran pmerhm calon h;lkim agung 

selam 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintab, 

Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

ddahkan &dam jangka vozlktu 15 ( b a  belas) hatr, gj& pen-- 

penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Dari apa yang telah & w h  di atas, maka jeiaslah mag& 

kedudukan, wewenang dan tugas dari Kornisi Yudisial Republik Indonesia 

&a@ h b g a  negara yang man& dan drth satu kewenangamya 

adalah melakukan h g s i  pengawasan terhadap hakim agung dan hakin1 

pada badan peraddm di semua h g h q a n  peradilan yang berada bi bwah 

Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

ilhaksud ddam Undang-Uhg b a r  Negara Republik W n e s i a  Tahun 

1945. 

Kewenagan Komisi Yudisial secara fonnil tercantum dalam Pasal 

248 a p t  (1) U d a n g - U h g  Dasar 1945, kewmaqgm tersebut adabh 

pertama pengusulan hakim agung dan yang keduan, kewenagan lain dalam 

ran* menjaga dan menegkkm kehonnatan, ke1uhuran d t  seita 

@sku hakim. Karena dewasa ini jabatan hakitn da lm konsepsi Undaug- 

U m h g  Dasar 1945 maupakan jabam kehormatan yang harus diho- 

dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga 

bersifit maudiri, yaitu Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~  

Jirnly Asshiddiqie, Konstitusi dun Komtitusionalisme ... ..Op Cit, hlm, 253 



Dalam kewenangan pertama K d s i  Yudisial yakni perihal d a n  

pengangkatan hakim agung. Jika di bandingkan dengan sejumlalr aturan 

yang dibdakukan pada masa Orde Barq proses pengangkatan para hakim 

agung melibatkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu eksekutif (Presiden 

dan Ekparkm Kkhkimm), Yudikatif ( M W  Agung) serta 

legislatif (DPR).~' 

Pengangkatan (pemdihan) hakim agung pada masa Orde Lama 

meskipun meIibakm kedua I d a g a  h y a  yakni DPR dan Mahkam& 

Agung dalam pengusulan nama hakim agung, namun keputusan akhir 

tetapiah b a d a  dim- p h k  eksekutif (Presiden). Hingga aturasl 

keterlibatan ketiga lembaga tersebut dalam rangka pengangkatan hakim 

agung tetap berada p a  p u ~ s a n  e ~ f  { ~ e s i d e n ) . ~  

Salah satu penyimpangan politisasi dalam pemilihan hakim agung 

yang sekaligus m e m p d h h  be@ b-p elrsekdf (Presiden) 

saat itu adalah dengan diangkat Mahkamah Agung sebagai Penasehat 

H* dari Presiden dengan pan@ menteri.23 D a h  persoah 

pengangkatan ataupun pedihan hakun agung ini merupakan buah dari 

sistem polit& pa& saat itu, y a h  demohi terpimpia 

n1 Sudikno Marto kusurno, Sejarah Peradilan ... ... Op Cit, him, 124 
222 Gagasan ini sejalan dengan keputusan dari Internasional Commission of Jurist 

sebuah kongres yang diadakan di New Delhi pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa There 
are also potential dangers in exclusive appointments by the Legislative, the Executive or the 
judiciary- Bahwa lerdapat bahaya yang h a r  dalam hal pengangkaian-pengangbtan yang 
dilakukan secara ekslusif oleh badan-badan legislatif dm j u d w  d e n w  kata lain 
setidakn a mesti ada konsultasi antara ketiga lembaga tersebut. 

'Peraturan atau ketetapan itu tercantum dalarn peraturan Presiden No 14 tahun 1962 
LN 38. Lebih jauh iW Stubkno. &jarah Perndilan .. . .., him 172 



Dengan di amandemenup Undang-Undq Dasar 1945, kelruasaan 

Presiden tidak lagi terlibat dalam pengangkatan (pernilfiran) hakin agung 

hens kiah dibentuk s e b d  lembaga b m  yang kewenangmya telah 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24B yaitu 

Lembaga Komisi Yudisial. K e b b  Komisi Yudisial ini membawa 

sebuah perubahan yang signifikan khususnya dalam kontek eliminasi 

peran eheht.8 dan inkrvensi lembaga lain. Tetapi seMm dibentuknya 

Komisi Yudisial kewenangan untuk memilih hakirn agung berada pada 

presiden sebagaimansl yang te1ah diaan Mam P a d  8 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkan~ah Agung. Sebelum presiden 

menetapkan nama hakim agung yang diasuhm oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat wajib mendengarkan pendapat 

Mahkamah Agmg dm p i d e n  ted&ih dahulu. 

Berbeda halnya dengan sistem pengangkatan (pemilihan) hakim 

agung dengan m e n y e  Komisi Yudisial peran dan m i  presiden 

dalam pengangkatan hakim agung akan bersifat sangat serimonial karena 

pemnnya terseb-ut akan digauthn oleh Dewan P e  

Karena usulan talon hakim agung yang telah dipilih oleh Komisi Yudisial 

sefanjzrtnya penetapmya akan diditalrukan deh  Dewan Fernaidan 

Rakyat, tidak lagi pada Presiden. 

Dari hai ini m k a  lebih jelas dan lebih luas kewenangan 

Komisi Yudisial, karena selain memberikan usulan nama calon hakun 

- -  - 

" NIahkamah Agung RI, Naskah akdenu's ... Op. ,Cit.,hlm, 36 



agung kepada Dewan Pertvakdan Rakyat. Komisi Yudish1 juga mexdiki 

kewenangan untuk menjaring nama bakal calon serta melakukan proses 

s e ~ e k s i ~ ~ ~  Pengusulan hakim agung oleh Komisi Yudisal ini juga pada 

gilirannya mengambil alih peran Mahkamah Agung perihal rekrutmen 

hakim agung. Namun tenh saja bukan b d  kmudian MaMramah 

Agung tidak terlibat sama sekali karena dalam atusan konposisi mengeriai 

keterlibatannya.226 Disamping itu kedudukan Komisi Yudisial dapat pula 

tugasnya secara lebih efektif. Khusus terhadap Mahkatnah Agung, tugds 

Komisi Y w k d  itu dhitkan dengan h g s i  pengusdan gwgmglEatan 

hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti 

hakim komtitusi misainya, tidak dikaik;m dengan Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~  

Berbeda halnya dengan pengakatan hakim konstitusi dimana 

Mahkamah Konstitusi adalah Institusi baru dalam sistem ketatanegaraan 

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya diatu~ Manl 

P a d  24 ayat (2) yang menptab bhwa "kelruasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang 

n5 Ibid hlm 37 
226 Selain itu MA juga dapat dilibatkan dalam ha1 penelmuran para calon haldm agmg 

kerena setidaknya MA memiliki data yang baik mengenai kmampuan hukum rnateriil dan 
prosedural (skill) dan kinerja (mrfonnance) calon hakirn agung yang berasal dari sistem karil. 

~ 2 '  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dun Konstitusionalisme.. . . Op Cit, hlrn, 253-254 



periPdiian qym, linghmfzan peradian militer, hnghm&an peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah ~ o n s t i t u s i " . ~ ~ ~  

W u  fdta amati redaksi konstitusi tersebut maka Mahkamah 

Konstitusi termasuk dalam pengawasan Komisi Yudisial, karena 

Mzlhkamzrh Konstitusi sebagai kekuaxm kelxdchq karma kebsaan 

kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan yeradilau, 

matra tidak tepat mengahkm b&m hakim kontitusi tidak t e r m a d  &lam 

pengertian h ~ i k i r n . ~ ~ ~  Tetapi lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur 

ddam Pad 24C Undzmgg-Undang Dzl~ar 1945. 

Fungsi Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan berdasarkar~ 

Undang-mdang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahfcamah Komthsi, 

sejak tanggal 13 Agustus 2003. Hal ini disahkan dengan adanya ketentuan 

Pad 24C q a t  (6) UtTD =I945 yang menentukan: "Penegkatan dm 

pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya 

tentang ?vWmmh Konstitusi diatur dengin undang-undang." Oleh karm 

itu, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagaimana mestinya, 

U ~ g - ~ g  tentang M- Kollstitusi ter1ebih dahdu ditetapkan 

dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran N e e a  

RepubW Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. 

Lihat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3 dan Undang-Undang No 
24 Tahun 2003 tentang NI- Konsthsi 

229 Lihaf Eksaminasi Pirtusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Pengujian 
Undang-undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No. 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Diselenggarakan Oleh Pusat Kajian Anti Korupsi 
(PtlKAf' fcompi) FH UCM Indonesia Court MotlitOring, Yogy* 5 2 7  September 2006, 
hlm5 



Pembenalkan Mahhmah Konstitusi telah dlil* dengan pruses 

rekruitmen calon hakirn menumt tata cara yang diatur dalam Pasal 18 ayat 

(I) Undang-undang Nomor 24 T h m  2003 yang berbmyi "~ 

konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 

3 (tiga) o m g  oleh DPR, dm 3 (tiga) o m g  oleh Presiden, untuk 

ditetapkan dengan Keputusan ~res iden.~~ '  

Iikhkamh Konstitusi b e r s a  yang tidak mempunyai 

peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari 

lembaga lain. Hal ini berbedzl dengan lblahbnah Agung ymg mmpmyai 

peradilan-peradilan dibawahnya dan mempakan puncak dari peradikin- 

peraddan yang h d a  dibawahya Dmgan demildan Makkmah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah sama-sama sebagai pelaku 

Indonesia menganut sistem bihrkasi (brfircation system), yang membagi 

(ordznaly court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang 

pengadilan k o m h i  yang dijabdm oleh Mahkamah ~ o m t i t u s i . ~ ~ '  

Dengan demikian didalam keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa 

Ualbmah Konstitusi tidak l a m a d  di didam pengawasan m p u n  

pengrehtan hakim konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam 

k e p m  judiciai review, s-ga Wepan d h q k a n  adanya suatu 

Lihat Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 ayat (1) 
Undang-Uxhg Nomor 24 Tab 2003 tenbmg Mahkamah Konstitusi 

"' Fathwohman, Dkk Memahami Keberadaan Mahkamah Konstimsi Di Indonesia. 
PT, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004 hlm 62. Rikutif dari Abdul Hakinl. G. Nusanlaiq 
"Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", Kompas, 24 September 2002. 



aummkmen Whadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang hehua~aan 

kehakiman di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindill. 

Tetapi herbecia h y a  dengan penyeleirsian amu penjaringan nnma 

bakal hakim agung dengan Mahkamah Konstitusi, maka setidaknya ada 

enam langkah mendasar yang dihhkm oieh Komisi Yudisid Mam 

melakukan penyeleksian terhadap calon hakim agung d i a n u y a ;  

a M e n g m h g  partislpasi m a s y d t  dm memimta pendapari 

Mahkamah Agung untuk mengusulkan bakal calon hakim agung. 

b. Menjaring nama bald  cdon hakh agung serta m&ta kesediaan 

bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang ditentuka. 

c. Menyekksi memenuhi persyaratm administrative bald cdon dan 

mempublikasikannya kemasyarakat bakd calon yang 1010s seleksi 

tersfht. 

d. Melakukan klaifikasi track record bakal calon 

e. Melaladm $t ond proper test secara terbh-dqn peda im 

terhadap bakal calon secra terbuka dan mengajukan nama-nama calon 

hkim agmg kepda Dewan P e m  &dryat den- ma- 

a~asan.~" 

b. PengawasanHakim Agimg 

Selain mengusdkan pengangkatan hakim agung, Pasd 24 B 

amandemen Mga 2945 meny& b&wa Komisi Yudisial balkgsi  

untuk "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

212 Mahkamah Agung RI, N M M  Akademis . . . hlm, 36- 



@aku h&m" ketentuan ini memang bersifat interpretable, karena 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kata-kata haki~n?~~  bahwa 

hakh konstitusi tidak temasdc ddam pengedan hakim yang periiah 

ehknya diawasi oleh komisi yudisial. Dalam hal pengawasan kode etik 

hakj, konstitusi dihkdm ol& mjeis k e h o w  yang tersenditi sesuai 

dengan ketentuan Pasal23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2063 centang 

Ma.&& Konstitusi sebagai pel- Pasal 24C ayat (6) Unriang- 

Undang Dasar 1945.~~~ Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan 

pengamghtm para hatch konstitusi ymg diaftu dahm Undang-U&g 

Dasar Tahun 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran Komisi Yudisial 

sama sekalii"' 

Terlepas dari penafsiran mengenai hakim konstitusi, bahwa Komisi 

Yudkial mmpunyai kewenangm sqmti apa yang tertnmg &dam P a d  

24B Undang-Undang Dasar 1945, dan Komisi Yudisial juga mempunyai 

tugas yang bisa ditafikkm dari mi dia&s, sebagaimana yang di 

rekomendasikan oleh tim Mahkamah Agung diantaranya yaitu; 

a Pagawasan dan ~ i p ~  haklm (termas& hakim agung). 

233 MenafSirkan kata-kata hakim dan hakim agung sehubungan dengan kewenangan 
Kornisi Ydisial tak bisa dikaitb dengan ieori kmyatam bidma M k a  SerW 
memakai istilah "justia" sedangkan Belanda atau negara lain me& istilah "jt4gee" yang 
dalarn ha1 tertentu member arti yang berbeda untuk satu genus halum. Harus dl ingat bahwa 
meskipun ha1 itu ada di dalam teori dan kenyataan di negara-negara lain, tetapi kalau tidak 
p e m h ~ ~ b ~ ~ t i d a k d i k e s a h u i & i ~ a g a y a n g ~ k a n a t l l f 3 u  
atau amandemen, maka penafkiran di dalam konstitusi akan menjadi interprestasi dan 
pennasalahan itu akan menjadi kabur. Lihat Moh Mahfud MD. Membangun Polir~k Hukum, 
Menegahn Konsritusi, Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 1 17 

234 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :005/PUU-N/2006 tentang Pengujir;. 
Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No. 4 Tahun 
2 0 0 4 t ~ ~ K p i ; '  

235 Lihaf E i b m i m  Putusan.. . hlm 5 



b. Wmperjuangkan kesejahtamm hakin. 

c. Merekomendasikan penghargaan, gelar tanda jasa dan tanda 

penghonnatm lain kepada habm. 

d. Memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim yang 

d i p e r k d  atzuz tidak ixdasdm undang-undang. 

e. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada M W m a h  Agung 

dm hbaga negara h m y a  ddam ranghi mend-g kehornratan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim. 236 

Dzlsi k e h  poin di atas tampalmya yang paling rnm&sak adaW 

tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim. Karena temyata sistem 

pengawasan yang sehma ini dijdaihn ol& I&dhmah Agung memiiifd 

sejumlah kelemahan. Hal ini disebabkan karena praktek korupsi ditubuh 

Mtusi yudhtif  dab amambah semua aspek, *gga bda diibamtlm 

sebagai sebuah bangunan, tidak ada lagi bagian dari bangunan tersebut 

(tennasuk pe@mbya) yang luput dari ~ p o s a n  Karenanya sulit 

untuk dibedakan bagian manakah dari sistem peradilan yang hams lebih 

d u l u d i w .  

Disini yang terjadi adalah adanya f8ktor-faktor struktut.al sekaligus 

M W  ymg secaha kmama-- mempmyai add dalam menciptalsan 

kondisi peradilan yang bermasalah. Dari segi stuktural dapat dicontohkan 

mengenai banyaknya a w  ymg tidak bexsh, mta mi supervisi dm 

kontrol terhadap personel yang tidak berjalan baik. Sedangkm dari segi 



lcuhmd, sebagai contoh @at ddiM k-gan mtuk 

membudayakan praktek-praktek suap teijadi bahkan sejak proses 

rekmtma aparat. Isu bahwa wadi pamainan uang pada &hap reknrtmen 

dan traning aparat sudah lama beredar dalam masyarakat. Jika sejak 

awdpun map sudah menjadi budaya, dapat dibayangkan bagahma 

halnya tersebut berdampak terhadap kualitas intitusi peradiian ke deyan. 

Set,-& bahm kondisi p d a n  kita hmasalah, sudafi banyak 

penelitian dan ahli yang menyimpuikannya. Sayangnya ketika berbicara 

tentang peddcaq imp1emmiasinya tersehit pada beberapa ken~ia ia .~~~ 

Pertam, adalah kurangnya good will atau pun keseriusan pernerintah 

m a  mengatasi m& hi. Hal ini dapat d i shpdcm dari mas& sering 

talihat aspek politik mernpengaruhi jalamya proses peradilan. Kedua, 

d t  untufr men-kaa inisiatif @ahan datang dari tubuh imtitusi 

peradilan sendiri. Masih hams dipertanyakan apakah benar-bem ada 

keiginan dari mx-eka yang dud& di dahm mbdc mewujudkan tmspammi 

dan akuntabilitas publik. Tidak dapat dipunglm, bisnis jual beli keadilan 

ymg wadi dams ini dari segi material ma- kwntungan yang 

sangat besar, sehingga beralasan jika timbul keiginan untuk 

me- fungsi peradh sefiagai mesing wag. Memang ada satu- 

dua aparat yang bersih, yang tetap mempertahankan moralitasnya, tetapi 

jmdahya begitu sdikit, ti& sebanding dengan mayoritas qarat yang 

237 Erina Cahyaningsih, "Menginisiasi Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Kegiatan 
Pemmbwm f emdib".www. kukurmolim.m. tanggal 14 Ok-tobea 2007 



telah terjmght penyakit Konrpsi Koiusi Nepotisme (KKN) h g g a  

perjuangan mereka bersih tersebut selama ini bagaikan tenggelam. 

Dengan demjkian memperhbangkan Irondisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa tidak cukup strategis untuk menyerahkan inisiatif 

reformasi pemdhn sqenuhnya pada k W &  penmintah ataupun 

interen peradilan. Bagamanapun kerja-kerja mewujudkzll~ judicial ~crfu~ern 

ti& efelmf ketika bersifat krhmJp dan elitis. h y a ,  k e b a t a n  

masyarakat sipil dalam ha1 ini menjadi sebuah keharusan untuk zkut 

mendomg tercapainya a clean and fair judicial pmcess. Sdah satu 

bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan berparlisipasi melakrriran 

pengawasan atas peraddan"'" 

Mahkamah Agung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 

tentang p e n h h a  atas Undang-mdmg Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada intinya 

mewtalcan M w a  Mahbmh &mg memegang kewamgan dibidang 

pengawasan clan peradilan dan tingkah laku hakim (temasuk hakim 

agung) &lam mmj* tugas di seIw& tkgkat p e r a d ~ 2 3 g  Aspek 

yang diawasi oleh Mahkamah Agung in. biasa disebut sebagai aspek 

pdisiat Dalam mehkdm kewemgamya tersebut, h4ahhmh 

Agung dapat, melakukan tindakan-tindakan seperti meminta kemangan 

tentang M-al yang bersangkubn dengan teknis pxahkm, numbxi 

petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu dan sebagainya. 

238 Ibid.hlm 
239 Lihat P a d 3  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MaMamah Agung 



Pengawasan yang difahkm oleh M a l h m h  Agung sekarang ini 'kurang 

efektif, sehingga di bentuk sebuah lembaga yang independen untuk 

meiakulran pengymman tehadap hakim agung. Sifat kewenangan yang 

dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah komplementer, artinya, tugas 

menjaga dan menegakkan k e h o m  lce1uhuran martabat, sem peril& 

hakim bukan merupakan kewenangan ekslusif yang hanya dimiliki oleh 

K o d i  ~ u d i s i a t ~ ~  Sehingga dari kewmmgan ini m e n i m b h  gugatan 

dari hakim agung bahwa Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi 

Mcim agung dan hakim konstitusi m- hmya bemenang 

mengawasi hakim-hakh d i b a ~ a h n ~ a . ~ ~ '  

Wwa pmktek peny- wewenang di badan p e r d i h  

cendemg menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan 

menunumya kewib- dm kepmayaan badan peraddan terhdap 

masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilm yang 

d e d i m  ti& dapat d i b f i  tern b- pedu d i h h b n  y y a -  

upaya yang luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan 

peraddan dan h a k h  yang sungguh-sung@ @at menjamin masyardcat 

dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukrm secara adii 

Mam proses pen@an sesuai perrmzran ~ h g - ~ g a e  

Disadari bahwa tejadinya praktek penyalahgunaan wewenang di 

h b a g a  peraddan sebagaimm dikem* di atas, disebabkan oleh 

banyak faktor antara lain d m  temtama adalah tidak ~f~k'ulnya pengawasm 

L i h i  Pulmm Mahkamah IConstitusi No. 005/IWU-Wj2006. tentang Komisi 
Yudisial dan Undangundaig No. 4 Tahun 2004 tenhag E(ekuasaan Kehakinaan. 

Moh. Mabfud MD. Ahmbanp PolitrkHukwff, .. .. .Op.Clt., Mm 115 



i n t e d  (fimgsionzlr) yang a h  Bi badan peraddan. Sehingga tidak 

terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga 

pengawas eksternal did& pada kmahnp pengawasan intend 

tersebut. Menurut Mas Achmad Santosa, bahwa lemahnya pengawasan 

internat tersebut dkeb&kan oleh beberapa &r, antam lain: (1) halitas 

dan integritas pengawas yang tidak mernadai, (2) proses pemeriksaau 

disiph p g  tidak tramp- (3) behm adanya kemudahan bagi 

masyarakat yang dirugrkan untuk menyampaikan pengaduan, memantau 

proses serh haskya akses), (4) senangat membeh sesama 

korps (esprit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan ~1ukumm tidak 

sembmg dengan pat,- S&p upaya mluk mempehaitd suatu 

kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini 

m e n d a p h  htungan dari kondisi yzlng bur& itu, dm ( 5 )  tidak 

terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegali liulrum untuk 

menindak laaJuti hasil pengawasan.242 

Beranjak dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa tidak efektifhya 

oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps 

(espn't de CO~DS) dm tidak adarya kehendak ymg sung@--sung@ dari 

pimpinan badan peradilan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan 

int,ernaf terhadap bahm, sdmgga membuka pelumg bagt hakim yang 

terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendayat 

-. . . , - ----- 
242 Mas Acbmad Santosa, We~jelang fernbentdm K o m i  yudisial", dalam hmian 

KOmIpaS tanggal z MWet 2003, him 3 



"pengampunan'' dari pimpinan badan peraddan yslng bmanghtan, 

sehingga tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, 

kehadiran suatu jernbaga khusus ymg menjdadm h g s i  pmgaman 

ekstemal terhadap halurn. 

Lembaga khusus tersebut adalah Kornisi Yudisial. Sebagai lembaga 

mgam ymg dsKi luntutan reformasi (reformasi hhmhukum) ih 

berwenang untuk melakukan reformasi peradilan, terutama dalam 

posisinya sebagai iembaga pengawas ehtema& tidak mungkin Lembaga 

Negara ini membiarkan terus terjadiuya praktek penyalahgunaan 

wewenang di badan peraddan Jadi, apabila dip- spirit dan 

orientasinya tidak berleblhan bahkan sejalan dengan tuntutan konstiiusi 

dan semangat reformasi padperadiian apabila fimisi Yudisiai naelalrukan 

langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka 

menjagadan menegddm Irehornatan, kduhura~ martabat, sexla p d a k u  

hakim seperti menyusun dan mengusulkan draft Peraturan Pemerinhh 

Penggali undang-undang @erpu) tentang P d a h a n  Atas Umhg- 

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Presiden 

melahi Matmi Hukum dan HBU Draft Peratman Pemt:rint& Pen@ 

Undang Undang tersebut semata-mata bertujuan untuk mengatasi be~bagai 

penyaiahgunaan wewenang badan peraddan, memu- kewibawaan 

badan peradilan, serta memuljhkan kepercayaan masyaratakat dan pencari 

iwddan terhadap hakim sebagai penyelenggara utsma fungsi pengaditan. 



Semua pihak, &rutam para pihak yang M b a t  ddam upaya 

penegakan hukum dan pengawal reformasi hukurn (reformasi peradilau) 

hams memahami den- benar, b & a  Komisi Yudisd adalah Iembaga 

negara yang secara hukurndan konstitusional diberikan amanat clan 

mempunyai mggungjawab untuk m e m u m  kewibawaan dm 

kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilandan hakim melalui 

fimgsi p e n g a m  (pengawas ekstwai) yang dkdikhya. Dahn 

kerangka itu, sepatutnya semua pihak yang mempunyai niat yang tulus 

dadam upaya p e n e m  h h  dan keaddaq tautam dalam ran& 

reformasi peradilan mendulcung setiap upaya Kornisi Yudisial, agar dalam 

peiaks- wewemgnya dap& efkW 

Mengingat peranan penting dari pengadilan dalam rangka 

m e n e m  hukum dan kaddaq maka terciptzlnya pengaddm ymg 

merdeka, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu 

mwe- wibawa hdmq pagayoman h w  Icepastian hukum dm 

keadilan merupakan conditio sine quanon atau perwaratan mutlak dalam 

s e b h  n e w  yang b m  huhm Hmya pengatidan yang memi& 

semua kriteria tersebut yang dapat menjamin terwujudnya kepastian 

hukum dm k&mx3 

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi clan peran hakim 

agung dm bkim menjadi mgat penting, Mebih dengan segala 

kewenangan yang dimilikinya sangat memerlukan pengawasiw yang 

?&3 Hermsosyah, Perm Lem- Pmgawas Ekskmal Terhadq Hakhn, artikl, www. 
Pernantauperaallan.com, tanggal 5 April 2007 



efektif Meldui putwmya, seomg hkim miduya: dapat mengahhb 

hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, 

masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup 

seseorang, dan lain-lain. Oleh karena ilu, wew-g dm tugas yang 

dimiliki oleh hakim hams dilaksanakan dalam rangha mmegakkar~ lnrkun, 

Ire- dan Ireaddan sesuai kode etSk tanpa pandang buiu dengan ti@ 

membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakirn, 

dimana d a p  orang sama k e a u d a y a  di depauz h+ (equalilj~ be$ore 

thelaw) dan hakim. Kewenangan hakim y-ang sangat besar itu menuntut 

tanggmgjawat, yang Wgi, sehgga  puhwn habm ini akan dibawa tern 

hingga kematian sang hakim dihadapan Tuhannya sesuai dengan irah-irah 

" ~ e m i  K k z d i h  her- Ketuhanan Yang Maha Esa" mengardung 

arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib di 

pextanggmgjambkan setma horizontal kepada semua manusia, dan secara 

vertikal di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha ~ s a . ~ ~ ~  

Untuk dapat m m  smut fungsinya semra e w  hakh 

tentu membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadiian. 

perkara melalui jalur hukum dengan baik. Kepercayaan terhadap lembaga 

pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sung& 

A hmaqutra Sidin, "'Siapa Bdang Hakim Ada I)1 Langrr Ke-7T' ( Y e s g a n  
Ekstemal Kekuasaan Kehakiman), Opnz, www. P e m p e r d l a ~ ~ c o m ,  tanggal 5 April 
2007 



menjunjung tingg-i hukum serta menegdckan kbenaran dan kea8ih 

secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan 

h b  dm keadih itu, maka bkim sebagai pebkmna u&ma dari fungsi 

pengadilan, harus mempunyai komiten, tekad, dan semangatdalam 

members- badan peraddan dari segala bent& penydahgunaan 

wewenang dalam mgka  memulihkan kewibawaan badau peradilan dan 

upaya muMm kepercayam m a s y w  kepada h d h  S a M  satu 

penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah 

dari halrim yang basan- baik dalam menjdanhn tugas 

yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Karena itu setiap hakim hams 

menjaga dan mene- kehomahq kduhuran -at, serh pedaku 

hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan 

K- Yang Maha Esa. 

Bahwa fimgsi pengawasan eksternal oleh Kornisi Yudisial terhadap 

h k h  agung dm b k h  pada badan peraddan di sanua iinghmgm 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi 

meliputi pengawam yang bersifat preventif hanya d h i b  Bnegan 

upaya menjaga prilaku hakirn, sampai dengan pengawasan yang bersiBk 

korektif h y a  dihitkan dengan upaya menegakkan k e h o m m  dm 

keluhuran martabat h a k i ~ n . ~ ~ ~  Sebagairnana ditentukan dalam ketentuau 

Pasid 243 ayat ( 2 )  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang di implementasikan dalam Pasal 13 Hwuf b, Pasd 20, 

245 Jimly Assbiddiqie, Perkembmgan dan Kunsul~das~ Ilr:mbugu Negam Pasca 
R e f m s i ,  Konstitwi Press, Jakarta, 2006, hlm 197. 



Pasal21, P a d  22, dan Pas1123 Undang-mdang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Pada Bab I ketentuan umum yaitu ketentuan 

Pasd 1 ayat (5)  berbmyi "fiakim ad& bkku agung dan bkim pada 

badan peradilan disemua lingkungan yang berada dibawah Mahkamah 

Agung serta hakim M a h k d  Konstitusi sebagaham yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 

Menurut 3idy hshiddiqie dari ketentuan magenai Eorms~ 

Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi Undang- 

U n h g  D a m  1945 dewasa ini addah jabatan kehomatan yang m u  

dijaga dan ditegakkan kehonnatannya oleh suatu lembaga yang juga 

bersifat m a d q  yaitu Komisi Y u W .  Pabentdm iembaga b m  ini 

dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan 

mjelis kehormatan hakim agung yang sudah berkemhg sehm ini. 

Akan tetapi, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal 

M a b m h  Agung, maka slltit dhmpkan e f W  m e n j a h h u  h n g s  

pengawasan atas kehormatan hakim agung itu sendiri, karena 

kedud-ya yang tidak in-den teihadap subjek yang alran diawasi. 

246 Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kornisi Yudisial terhadap hakim 
Mahkamah Konstitusi yang terdapat &lam Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. Mahmah  Konstitusi m:" Maihmah Konstiiusi memifilri peran 
strategis daiam sistem kmega raan ,  yang tercennin pada kewenangan-kewenangan yang 
dimilikinya Untuk mengimbangi dan menjaga agar Mahkamah Konstitust telap m a j  J ~ I I ~  
fungsinya secara bertanggung jawab, perlu adanya mekanisme pengawasan terpadu terhadap 
Mahkamh KonsMusi. Wjd pntiug bagi Mahkamah Konaimi, mtuk mmbm 
pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak ekstemal yang merniiiki 
kewenangan untuk ~tu.  Komsl Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk 
mengawasi hakim, baik dilingkmgan peradilan mum maupun Mahkamah Konstitusi" 
M a h m a h  Komiitusi Rephiik fndonesia, Cerak B h  Me~mgm MaRRrunaPl Konstitusi 
Sebagar imtitmi PeradiIm Konstitm~ Ymg Modern Dan Terpercuya, Jakarta, 2005, hlm 12 1. 
Dari cetak biru yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan the Interpreter of 
constztutzon sediri terlihat secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengakui bahwa 
komisi w i d  pun memitiki kewenangan pengawasan lmhclap hakim konstitusi. 



Dkamping ity jika lembaga ini dibentuk didalam stnrktur Mahkamah 

Agung, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada hakim agung 

saja Okh karena ity kebeIadaan lembaga Komisi Yudisid ini dibentuk 

diluar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat 

diperluas kesemua hakim. termas& hakin konstitusi dan hakim diseluruh 

Indonesia. 247 

Mengenai fimgsi pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial 

kpubiik Indonesia sebagaimana dikem* di atas, diperkuat j u g  oieh 

ketentuan Pasal34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasam Kehakiman. Ketmtuan hsi134  ayat (3) menmlukm bahwa: 

"Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

Hakim Agung dan hakna, pengawasan dikddcm oieh Kornisi Yudisial 

yang diatur dalam undang-undang". Hal ini sekaligus mempertegas 

eksistensi d m  h g s i  Komisi Yudisial Repub& Indonesia sebagai 

lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam 

me- @as yudisiainya. 

Pengawasan eksternal terhadap hakim oleh Komisi Yudisial 

memegang penman yang sangat penting dan bertujuan agar para bkim 

dalam menjalanka. wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan 

dan sesuai dengan peI.aturan p e - - u n  yang brlaku, 

247 J idy  Asshiddiq~e, "St- Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keernpat 
Undang-Undang Dasar Tabn 1945", Maidah Seminar Hulaun Nasiond ViH, Tema 
P e n e g h  Hukwn Dalam Era Berkeanjutan, BPHN DEPKEH Dan HAM Denpasar, 14-18 
Juli 2003. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/ 2006 dalam Perkara 
Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Kozisi Ylldisiai dan Undang-umbg No. 4 Tahun 2004 tentang Ke- Ke- 



kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjmg tinggi kode etik 

profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya 

dengan baik dan benar, maka bukan hanya kepastian h h  dan keadilan 

yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilah hakim pun tepelhra. 

Oleh karena itu, sifat hakim yang dilambangkan dalam kartika, 

dua, candra, sari, dan tirta menrpakan s&t-ifkt yang harus ditumbuh 

kembangkan dan diwujudkan secara nyata dalam tindakan dan perilaku 

hakim agar m t i a s a  berIandash pada prinsip Ketuhanan Yang Maha 

Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta menjunjung tinggi 

kejujuran. Ketaqwaan kepada T h  Yang Maha Esa adaM landasan dari 

semua prinsip-prinsip dalam pedoman perilaku hakim. Ketaqwaan berarti 

percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai Bengan agama 

dan percayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan bradab. Ketaqwaan kepada Tuhu Yang Maha Esa ini mampu 

mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggungiawab sesuai 

ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 

Disadari bahwa hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugas 

tidaktdep's dari berbagai kepedngan dari berbagai pihak. Keadaan yang 

demikianitu, tentu rentan dan dapat menimbullcan conjlict of interest bagi 

pribadi hakim y q  b- sehrngga p e r b m  atau penhim hakim 

yaw demikian itudapat menodai kehormatan, lceluhuran martabat, serta 

pedaku Man, misalnya seorang M i m  mamjnkkan sikap dan perhku 



yang memihak kepada dab satu pihak yang bersengketa dakm 

menjalankan tugas yudisialnya. Dalam menghadapi keadaan yang 

demitdan hakin harus dm dituntut mtuk memiiiki inkgritas d m  

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam 

menjalankan wewenang dan tugasnya.248 

Oleh karena itu, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga 

pengawas ekskmid terhadap Mum, serta d i i n a s m  daiarn struktur 

kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar 

strukan resmi lembaga parlemen @at d~~ Mam proses 

pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkman pembahentim hakim 

smgaW peniiug. Hal iui dcsudkan untuk menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka 

rnewujdkan icebeman dan k a a n  berdasarkan Ketuhman Yang Maha 

Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan 

keh- yang merdeka d m  basif& imparsial (zndep&t and 

impartial jud~ciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus 

diimbangi oleh prinsip akuntabdibs kekuasaan kehakiman, baik Bari segi 

hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawam 

yang independen terhadap para Muin, yang ditKntuk di him stmkdm 

Mahkamah ~ ~ u n ~ . ~ ~ ~  Melalui lembaga pengawas ekstemal tersebut 

aspirasi masyamhit di luar stmhr  resmi dapat diliWkm dabm proses 

pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses 

248 Hemamyah, Pemn Lembaga ... ..Op. ,Cit., hlm 
249 Jimly Asshiddiqie, Pcrkembagun . . . Op. ,Cit., Nm 195 



penilaian tcxhdap etika kerja dan lmnun* pemberhentian para 

hakim karena pelanggaran terhadap etika. 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehomtan ha%lm, Komisi 

Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan 

kehormatan habim dan rasa Mitan yang ada &dam masyarakat. 

Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran marlabat hakin1 

Komisi Y u d i d  harus mengawasi a p a l d  profesi hakim itu khh 

dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, 

sxh mengawasi dan menjaga agar parahakim tetap da1.m hakekat 

kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, 

d e n m  tidak meizlkukan perbuatan tercela 

Sejalan dengan fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu, hakim 

dituntut ufztdc menjunjung tinggi tehormatan, ke1uhtm.u mutabat, serta 

pedaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai 

penyeienggara kekuasaan ke- Kefiormatan adidah k e m ~  atau 

nama baik yang senantiasa hams dijaga dan dipertahankan dengan sebaik- 

baiicuya oleh para Hakim dalsrm menjakmka fungsi pengaddm 

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuainya, dan 

perthubangym yang melandasi, atau kesel& proses pengambh 

keputusan yang bukan saja berlandaskan peraiman perundang-undangan, 

tetapi juga rasa keaditan yang timbul dari masyamkit. Seb- 

halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakm tingkat harkat 

kemanush  atau harga diri yang m u b  yang sepafutuya tidak hanya 



Bimiliki, tetapi harus dijaga dan diper@b&an oleh hakim melalui sikap 

tindakatau perilaku yang berbudi peked luhur. Hanya dengan sikap tin& 

atau ~~ yang berblldi pekerti hhur itulah kehonnatan dan keiuhuran 

martabat Hakim dapat dijaga dm ditegakkan. 

Sedan- keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim &ah 

suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu oflcium nobile. Bila 

suatu prohi  terdiri dari aspek-asp& (I) organisasi profesi yang solid, (2) 

standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latar 

belakang pendidikan formal, maka suatu profesi omim nobile -tam 

berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan 

matabat menlmj~lkk;m tmgkat hakekat kernan- sekaiigus harp 

diri.250 

Selain tidak menodai kehormatan dm keluhuran martabatnya, maka 

se~rang hakim harus menunjuSd<an pdaku W u d i  p e k d  idm. Pedaku 

dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lmghgan. P e u  hakim dapat men imbuh  

kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat 

kqada putusan pgadilan. Keiidak puasan myarakat terhadap putusan 

pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim 

sering dianggap tidak ad4 kon-troverssial, bahkan tidak @at dieksekusi 

secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh 

memiliki integritas dan kepribadian ymg ti& tercela, jujur, adil dan 

250 Hemansyah, Peran Lembaga.. . . . Loc., Cif., him 



profesiod dalam ran& membangun dan menumb- kepercayaan 

masyarakat dari masyarakat. Alat hukum yang terdapat dalam hukum 

acara guna memperoleh keadiian dan kebenaran, dalam praktehya telah 

disalahgunakan untuk menakuti pihak lawan, khususnya mereka yang 

tidak memiliki w e  danmng untuk mengihuti proses litigasi yang 

panjang. Sungguh beralasan apabila kurangnya kepatuhan pada etika 

profesinyapun diarahlm kepada hkh .  jadi sangatlah beraiasan apabila 

hakim harus mempunyai budi pekerja yang luhur dalam keseharian 

maupun M a m  menjalankan tugas yudisiahya. Budi pekerti luhur ini 

adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematmgan jiwa yang 

disekimdcau dengan norma-norma yang berlaku di M a m  masyarakat. 

Oleh karena itu, orang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan 

berperilaku mmg& perasaan, perdim,  dan dasar patimbangan 

yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan aka1 sehat. 

Ini beratti bahwa bukan -a kehormatan dan keluhuran martattat itu 

yang harus dijaga d m  ditegakkan, tetapi juga perilaku dari hakim. 

Setiap p roh i  termasuk h h  menggunakan sistem etika tenztama 

untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disipliu tata kerja 

dan rnenydiakan garis batas tata nilai yang dapat dij- pedoman para 

professional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat 

men jahhn  h g s i  pengembanan profesinya &an-hari. Etika rnempakan 

norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakiii 

terkntu mengenai pedah yang baikdan bunk Lebih dari ity etika 



addah reflehi kritis dan fasional mengenai norma-norma yang temujud 

dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok. Sistem 

ehka bagi profesional d i r u m b  secara hntnet  dal;rm suatu kode etik 

profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat 

kompas yang memberdm atau menunjukhm arah bagi suatu profesi dan 

sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan 

kode et& ini addah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat 

kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban 

suatu profesi. 

Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, 

iaiah kode perilaku yang memuat nilai etika dm moral. Hakim dituntut 

untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa 

&a menjadhya "bebas sayap" (vtuegei vrij) ddam arti tanpa kendali 

dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme 

menjadikannya "lumpul~ sayap" (viuegel h) daiam arti tidak maju 

bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidaklah 

t e r w  sebagai masafah internal lembagaperadilan, tetapi juga menqakan 

masalah masyarakat. Dan pada kenyataannya kode etik profesi dan 

penga- intend pada 'bakim ti& mampu untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 

terseb~t.~~'  

25' Ibid, hlm 



Beranjak dari apa yang diumkaq jdaslah bahwa Komisi Yudisial 

sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap halcim mempunyai peranan 

yang sangat pen* dm strategis dalam upaya mendorong dau 

menciptakan hakim untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, 

k & q  dan kode etik dalam mel-an wewenang dan tugasnya. 

Untuk itu tentu saja para halcim hams memiliki integritas dan kepribadim 

yang tidak termla, jujur, add, dan profesiod, sehingga kehomtan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga dm sesuai dengan yang 

dikmpkan oleh masywakat dan pencari k W a n .  

3. Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undrng idomor 24 Tahud 2W4 

Mahkamah Konstitusi merupakan instimi b m  hiam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, dan ini merupakan tonggak dari negara demokratis. 

Pada awzlhrya MaMmmh Konstjtusi ti& diked Mam Undang-Undang 

Dasar 1945 baik istilah maupun kelembagaannya. Mahkamah Konstitusi 

menjadi trend mtama di negara-negara yang  ban^ mengalami rezirn dari 

otoritarian ke demokrasi. Secara teoritik, Mahkamah Konstitusi dibentuk 

dengan &ud agar hxfmgsi s- lembaga yang m d i k i  otoritas di 

dalam menafsirkan konstitusi, menyelengsaikan sengketa antar lembaga 

ne- yang amber Izewe-ya dari konstitusi dan me&rikan putusan 

mengenai presiden dan wakil presiden. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga 

bqwan didaiam mel* proses (judiclulizatin of politics) suatu proses 



mtuk menguji bagaimana tin-- badan legislatif dan eksehtif 

sesuai dengan kons t i tu~i .~~~ 

Indonesia merupakan negara ke-78 yang mempunyai Mahkamah 

Konstitusi. Pada awahya Mahicamah Konstitusi sudah dibahas oleh anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berjumlah 700 orang, yang ketika itu 

memutuskan bafim Mahkamah Kmstitusi sdmh ledaga b m .  Dm- 

peran yang sangat besar dan strategis hams sudah terbentuk, selambat- 

selambatnya pada tanggal 17 Agwtus 2003. Kep- itu diambil Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tanggal 10 agustus 2002. 

Konsep tmritis pembentdm M a l h m h  Komtitusi dapat ditelusuri dari 

ajaran trias politika yaitu memisahkan kekuasaan negara, baik fungsi rnaupun 

organ, menjadi kekuasaan IegislatiE, eksekutif dan yudWf ,  maim pa& 

prinsipnya, ajaran tersebut hendak menetapkan kekuasaan negara kedalam 

bentuk demokmi, tidak absolut clan @at dikontrol saiu sama hhmya (checks 

and balances). 

Walaupun tidak ada negara di dunia yang menganut secara murni ajaran 

&'as politics, namm jiwa semangat pembatasan negara meldui pemisahan 

ataupun pembagian kekuasaan tetap dianut dengan berbagai variasinya. Di 

da.bm kerangka triaspolztrka, keberadaan ke- kehakiman yang mandiri 

menjadi teramat penting, terutama mampu mengontrol cabang kekusaan lain 

252 A. Muktbie Fadjar. Reforinmi Konstiiusi hhrn m a  Transisi Pawdgmtik. Irr 
Trans, Malang, Cet Ke-1,2003. hlm 128 



secara independen dengan &tap menggunakan perspelrtif hukum dan 

demolcrasi sebagai a c u a n ~ ~ a . ~ ~ ~  

Sejaub ini dikehbui ada tiga prinsip dasar yang berhku dahm thp 

negara hukum, yakni supremasi hukum (mpremacy of law), persarnaan atau 

k e h j a t a n  di hadapan h h  (cqmlity before the h), pene&an hulnun 

yang tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum yaitu melanggar hak- 

hak asasi musk Dari tiga prinsip idah  kemudian di- ciri-ciri yang 

secara umum digunakan sebagai indikator bahwa suatu negara menganut 

p&am negara h- yakni adanya legahtas dalam arti huhm bahwa 

tindakan warga negara manapun h a s  didasarkan atas dan melalui h u k ~ m . ~ ~ ~  

Namun, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk maka fungsi dan 

kewenangan itu diserahkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan keputusan 

Dasar 1945 hasil perubahan keernpat. Setelah selesainya pemballasan 

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, maka pada tanggal 13 Agustus 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Dengan t d m b h y a  h4abhmb Konstitusi pada tanggal 17 Agustm 

merupakan tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang pada tanggal 

253 Kunthi Dyah Wardani. impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia. UII Press, 
Yogyhrta 2007. htm 7 

254 Moh Mahfud MD, H h m  Dan Pilap-Pilar Demokrasj, Gama Media, Yogyi&u& 
1999, hlm 127 



Agustus 2003 akan menjadi sebuah tonggak wtuk menuju indonesia baru 

yang lebih dernokratis, berpahamkan negara hukum dan menghormati Eak 

Asasi Manusia (HAM) u n a  menuju Wnes i a  yang sejahtera, add, dan 

maiunur, dan diharapkan akan lahir The Guardian of the Constitution (penjaga 

konstitusi) yang banana Mahkamah Konstihsi, sebuah Lembaga yang sudah 

di cita-citakan sejak lama.255 

Ber- Undang-undang Nomor 24 T .  2003 tentang Mahhumb 

Konstitusi ini, maka dilakukan proses rekrutmen calon hakim konstitusi yang 

dilatrukan oleh 3 (tiga) lmbaga negara, yaitu Dewan Perwddan Rakyat, 

Presiden, dan Mahkamah Agung. Pengajuan 9 (sembilan) calon hakim 

konstitusi deh tiga lembaga negara men i x m d m  kesehbangan antara tiga 

cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan 

yuu (M*ah  Agung). Setelah me1dui beberapa tahpan seleksi sesuai 

dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga negara 

tersebut, ditetapkan 3 (tiga) calm Hakim Komthsi yang sehjubya diajukan 

kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi. 

Kehadim M a k m a h  Komtitusi sangat diperlukan pasca penrbahan 

Undang-Undang Dasar 1945 karena seperti sudah dirnaklumi perub&an 

tersebut tdah rmmghpus p w p  lembaga terhggi negara yang sebelmya 

menjadi ciri sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sementara dalam 

pr&& yang taliha$ be-gan ini muncd pemikiran-pemikiran kenegasaan 

yang cenderung bersifat tehnis-pragmatis daripaja pemikkan yang me& 



visi filosofis, karma itu kehadiran Mahkamah Komtitusi seiain sebagai the 

Guardian of the Constitution diharapkan juga menjadi lembaga yang mampu 

merndihhn kemba!i pt- kefiidupan btmegara yang zztuh daiam suah 

falsafah bemegara seperti yang di tradisikan oleh the founding fathers. Dalam 

hubmgan itu pula 3dahkmah bmtitusi terpanggd mtuk membangm 

kembali kehidupan bernegara yang berwawasan kebangsaan, kepasliau 1 1 h  

putusan yang ~ e r d a s . ~ ~ ~  

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan di dalam Pasal24 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kdga dengan Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkarnah Agung sederajat sebagai pelaksana kekuasaaan 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agmg dan badan peradilan yang berada di 

bawdmya tMam hgbngan p e m l i h  mum, hgkungan paaddan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

s&uah Mahkamah Uflstimi". 

Dari sinilah landasan hukum terbmtuknya Mahkamah Konstitusi sebagai 

pegangan dahm menjahkan kewenangan men# pada tin@ perkma 

dan terakhir dan putusannya bersifat fiaal dalam menguji undang-undmg 

terbadap Undang-Undang Dasar 1945, mermrtus sengketa kewenangan antar 

lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, perselisihan hasil 

256 Zen Zambar MZ, Seminar Nasional Yeranan Strategis Mahkamah Dalam Menjaga 
Kestabihn Pemerintahan NasionaP' BEM, FH.. Universitas Atrnajaya Yogyakartq 2 April 
2004, hlrg 1-2. 



Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dda tau  WaId Presiden 

terhadap undang-undang dasar, dan betapa urgensinya peranan MaWdnah 

Konstitusi Mam kehidupan behangsa dan bemegara 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang diintrodusir oleh 

ketiga Unhg-Undang D a w  1945 pmannya  sangat strategis, 

terlebih setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi bikarnerd dan tidak 

lag sehagai perwujudan kedaulatan *at. Majeb Pemus)am'tan Wyat 

tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Menurut Undang Undang Dasar 

1945 P a 4  I kidadatan bada  ditangan rakyat dm ddalmmkan menurut 

Undang-Undang Dasar. 

Sesuai dengan perkembangan zamannya dm dinarnika ketatanegaraan 

salah satu muatan dakm ran* Undang-Undang Dasa~ 1945 

adalah kebutuhan terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

ketabnegamm Wnesia. 

Kedudukan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) 

Undang-Umhg Dasar 1945 yang m e n y e  k m  kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkarnah Agung, dan badan peradilan yang ada 

dibawatmya &dam linglnmgan p d m  umum, lingkungan paaddm aeama, 

iingbungm peradilan militer, hgkungan peradilan tata usaha negarq d m  oleh 

sebuah likdhmh honstim~ 

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah 

sama-sama sebagai pelaku kelalasaan kehakiman di hdonesia. Namun 

kekuasaan kehakiman di hdonesia menganut sistem bifurkasi (brjirrcation 



system), yang membagi kekuasaan kehabnan ke dalam 2 (dm) cabang, yaitu 

cabang peradilan biasa (ordrna~y court) yang berpuncak pada Mahkamd~ 

Agmg dan cabang pengaddm konstitusi png dijalankdin oieh Ma3dmnah 

~onsti tusi .~~'  

Mengenai kewenangan Mahkamah Agung telah diatw dalam Pasal24A 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mzddamh Agung berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi, meguji peraturan perundang-undangan di 

bawah umbg-undang texkdq umhg-undang, dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

Sedan- mengenai kewaaagan Maidcamah KmWitmi tern d i m  

dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan 

suatu k e j e k  mengenai kedudukan komthiomd ket>er- Mahhamah 

Konstitusi di Indonesia ditentukan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengaddi pa& tingkat perlama dan k r a k k  y m g  putmamya bersifiii ihd 

untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus 

sengketa k e w e m q p  lembaga new ymg kewenangmnya diberikan oleh 

undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

persebhan tentang hasd pemilihrm mum, 

Di samping itu juga, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Pem- &kyat mengenai dugaan pehg&aran oleh 

Presiden M a t a u  Wakil Presiden menurut Pasal 24C ayat (2) Undang- 

V n h g  &tsar 1945. Dari sini lebib jelas bahwa antara Mahkamah Konstitusi 

257 Fathurohman, Dian Aminundin, Sirajudin Memahami .. . . Loc., Cit., hlm 62 



dengan Mahkamah Agmg merupakan 2 (dm) lembaga yang sejajar dan 

kedudukannya dalam melaksanakan kekuasan kehakirnan di Indonesia. 

Dalam menj- kew- Mahkmah Konsttwi rnemdjki 

kemerdekaan yudisial. Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi adalah 

merdeka dari carnpur tangan lcehaam lembaga himya &lam meneg&km 

hukum dan keadilan. Hal itu ditunjukkan dengan aturan yang menentukan, 

bahwa ore*& administmi, dm fbmsiid h4dhm.h  Konstitwi berada di 

bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 13 ayat (2) 

Undang-utldang N o w r  4 Tahun 2004). Ketmtuan itu lebih *gas lagi ddm 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa Mallicmah 

. . 
Komlhsi bertanggung jaw& mengalnr organisasi, personab, ar) 4 

dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. 

D d m  penjdasamya, ketentuan P a d  12 tersebut d i x m k s h  wtuk 

menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamalr Konstitusi dalan meugatur 

organisasi, paonalia, ' ' " ' dan kewmgm sesuai dengan prinsip- 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Untuk memahami lebih hjut  mag& peran yang d i d &  oleh 

Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji dengan komprehensif kewenangau- 

k e ~ ~  yang dib- oleh Undang-Undmg Dasar RepubiiJi Indonesia 

1945 kepada lembaga ini. Pasal24C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah 

Komtitusi bexw- untuk mengad& pada tmglat penanxi dm &raichir yang 

putusannya bersifat h a l .  Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamh 

K o n s ~ i  bersiht tmggal ymg tidak mmpunyai peraddan yang kxada 



dibawahnya Ban tidak merupakan bawahan dan lembaga lain. Hal ini berbeda 

dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilan-peradilan dibawalu~ya 

d m  merupakan pun& dari p e r a d d a n - p d  yang berada dibawahya. 

Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kedudukan yang sejajar 

dengan likdhm& Agung juga mempmyai kewenangan seperti yang d i m  

dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian 

diperkgas d a b  Undang-mdmg Nomor 24 TAun 2004 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pa& tingkat pertama dm kddir  yang pu-ya bersifat fwd 

untuk: 

a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, 

b. Menutus segketa kmenangan imbaga n e p a  yang kewenaugannya 

diberikan oleh undang-undang dasar, 

c. Memutus pmbut,a~rm p d  plitik, 

d. Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

e. Memberi putusan atas pedapt Dewn P d h  Rakyat bahwa 

Presiden dadatau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum bmpa  pen^^ terhadap n-, koqs i ,  penpapan, hdak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dadatau tidA lagi memenulii 

qarat sebagai Presiden danlatau Wakit Presirien, sebagahana u ~ l l c i  

dalam UUD RI 1945. 

Adapun kejelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat 

diurakm sebagaimana ixdcut hi. 



a. Menguji Undang-Undang Terhadap Utldang-UnSang Dasar 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang 

tTndallg-~ndang (Jzrdr~ld F~vz~W) khh h U S k ~  ddiDD 

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) 

sebagai &ah satu kewenangan lWahkamah Komtitusi. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah constrtutional 

court yang ke-78 di dmh, dibentuk her- Pasd 24 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 24C yang 

diputmkan dalam Rapat Pariputna Majelis Permuwa- hkyat 

Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2), tanggal 9 November 2001, Sidang 

Tahunrm Majelis Pmmyawmtan Rakyat Repub& ~ndones i a -~~~  

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

k m a n  di Indonesia yang kedudukamya sejajar dengan Mahkamah 

Agung. Namun sebelumnya pengujian undang-undang tidak dikenal &dam 

sistem Ireme- Indonesia. Pada wddu ddangsunghm sidang 

tentang pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 

pembahm tentang hak uji rnateriif rnenjadi safah satu perdebatan yang 

menarik. Perdebatan ini terjadi pada waktu sidang Badan Penyelirti~at~ 

Uda-usatla Persiapan Kemerdekaan hdonesia @PWKI). Soepomo 

menolak pendapat M.Yamin yang menghendalci agar dalarn undang- 

undang dasar yang sedianya akan dib- kmeht d i m  suatu 

258 Laica Marmki. Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. Berita Mahkamah 
K o n m i ,  Edisi.No.07 tMob~-Nopembr 2004. hh.24 



k e t e n w  bahwa TiMkamh Agung berhak menetapkan suatu undang- 

undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 

A d a p  ahan  Soepomo mtuk menolak di cantmkm fiak menguji 

materiil dalam undang-undang dasar antara lain adalah, undang-undang 

dasar yang hen& dibentuk tidalc mengenal teori Trias Politics, 

sedangkan hak mengsy'i materiil hanya dijumpai dalam nsgara-negarii yang 

menganut teori Tms P olitiw. Di samping itu juga para afili h b  behm 

begitu banyak mempunyai pengalaman dalam bidang hak menguji 

m ~ t e r i i l . ~ ~ ~  

Memang mengenai judiclal revrew tidak diatur dalam Undang- 

Undang Dasar 1945, dan itu sebabnya  me^^ penafsiran yang 

beragam. Sebagian ahli hukurn mengatakan bahwa tidak diaturnya 

masaW tersebut old Undang-Undang Dam 1945 ti& W para 

hakim tidak memiliki kewenangan tersebut. Kekuasan kehakimau 

merupakan pengaml konstitusi, M tm&ut dijaiankan dengan cam 

melakukan kontrol yudisial untuk menjamin terjaganya konstitusi. 

Keberadaan judicial ratiew sangat dibuhhkaq baik secara yuridis, 

politik maupun pragmatis. Secara yuridis sesuai dengan Shffen Theory 

bafiwa peratman yang iebih rendah tidak b ieh  bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi (lex superiori derograt legi inferiori). Oleh 

sebab ity suatu mdmg-undang tidak boleh batentangan dmgm undang- 

undang dasar. Untuk mengetahui suatu undang-undmg bertenmgan atau 

259 DMan Thaib, Impelementmi Sistern Ke tu tuwgu~~~n  Menurut U Z D  1945, Edisi 
kedua Cetakan pertama, Liberty Yogyakarta 1993, hlm 66 



ticlak dengan mhg-utlsang data, maka diper1ukan judicial review. 

Secara politis, kebutuhan akan judicial review sangat diperlukan agar visi 

dan misi serta makri muatan swb mdang-mdmg tidak b d e m g a n  

dengan undang-undang dasar. Pada hakikatnya suatu undang-undang 

dibuat untuk me-- undang-undang &sir. Secara pragmatis, 

kebutuhan judicial review ini sangat diperlukan untuk mencegah praktek 

penyelaggaram peme* negara ymg tidak sesuai atau menyimpang 

dari undang-undang dasar. Tanpa judicial review sulit menegakkan 

Undang-Udmg Dasar 1945 .260 

Di sarnping Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review yang 

tercantum ddam P a d  24C Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak 

membuka peluang bagi upanya hukum banding, kasasi ataupun upaya 

hdmn Iainya, Mdhmah Agung diberikan kewengan menguji peratman 

perundang-undangan diiawah undang-undang, sebagai mana yang 

dimdmd dakm P d  24A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan 

pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan 

M w a h  Agung m q a k a n  bagian dari kngsi peraddan (iwiiwele 

Jirnctie) mahkamah dalam pemeriksaan tingkat kasasi namun pengujim 

p e r a m  penmdang-rmdangan s e d d a n  *at pnta rtimoh~nban 

langsung kepada Mahlamah Agung (vide Pasall1 ayat (3)  Undang-undang 

Nomor4Tahun2004tentangiCehmanKehakiman). 

M&b Arto, Mengutip Amir Mahmud, Demokrasi,UnahngUndang dun Peran 
Rakpt* dalam P A l .  NO.% jakarta- LP3333, 1984 htm 345-346. 



Proses j&cial review oleh Mahkamah Konstitusi ada 2 (dm) 

macam, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (3) Undang- 

a. Pengujian undang-undang secara formal (formele foesing), yakni 
pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses 
pembenthm undang-unbg tersebut dianggq pemobn ti& 
memenubi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. 

b. Pengujian undang-undang secara materiil (maferieele roestsing) yakni 
pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat 
materi muatan dalam ay&, pasal, dan/atau bagian mdang-udan~6~ang 
dianggap pemohon be-ntangan dengan Undang-Undang Dam. 

Sementara juga ada beberapa ahli hukum berpendapat bahwa 

kekuasaan kefiakiman pada dasmya tidab mmpunyai wmenang unlxlk 

melakukan judicial review, yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 

1945 mengmai judicial review yang demikian ib, jika ada kehendak d 

memberikan kewenangan tersebut kepada kekuasaan kehakiman, ha1 itu 

harm dikntdm secara jelas d a m  Uadang-Undang i3asar. Sejak 

terjadinya reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 (empat) 

institusi baru yang mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial 

review undang-mdang tahadap Uadang-Uadang Dasas, s e b b a  

tercantum dalam Pasal24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Uwe- yang diberikan kepada Mahhmh ~~i @at 

dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan utama, dan kewenangan 

mb* K e w m g a n  utam meliputi: fa) pengujian undang-wdmg 

261 Laica Marzuki, Judicial Revi ew... Op.,Cit. hlm 25. 



terhadaq W D ,  (b) memutus keluhan konstibsi yang diajukan oleh rakyat 

terhadap penguasa (UUD RI 1945 tidak memberikan kewenangan ini 

kqada Mahkamh Konstitusi), sebaiknya MaIhmh Konstitusi diberi 

kewenangan utamanya yaitu untuk rnemutus constitutional complain yang 

diajukan rakyat terhadap pen- seperti Mahkmah Komtitusi Austria, 

Itali, Jerman dan lainnya. Dengan diberikannya kewenangan tersebut, 

Mddmmb Komthsi wajib men& dm memutus permohonan dari 

rakyat bilamana adanya produk peraturan yang berada dibawah undang- 

mdang se@ K e p w  Presiden, Penetapan bsiden, hstmksi Presiden 

danlatau Peraturan Presiden untuk diajukan judicial revww. Seperti kita 

fsehhui bhwa Peraiman Presiden No 5512005 tentang harga BBM yang 

mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 200 1 tentang Minyak dan 

Gas Bumi dimana Pasal 28 ayat (2) dan (31, telak di dikoreksi dalam 

judicial review Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2004 

karena dk&i batentangan dengan W D  Ri 1 9 4 5 . ~ ~ ~  Tanpa diberi 

kewenangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi belum bisa 

melahdm perannya sem penjaga konstitusi secara mtas  dan 

menyeluruh. (c) rnemutus sengketa kewenangan antar lernbaga negara. 

Sedangkan km- tambahan @at b m m k i  antam negara saia 

dengan yang lainnya. UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan 

tersebut b q a ;  (a) pembubaran partai p o w  @) perselisihan hasd 

padihan umum, (d) pemberian putusan Dewan Perwakilan &&y81 atas 



dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P r e s i h  dda tau  w&l 

Presiden. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, judicial review di Indonesia merupakan 

upaya pengujian oleh imbaga yudisid tmhadzq produk hulrum yang 

ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau pun 

prinsip checks and balences berdasarkan sistem pernisahan kekuasaan 

negm yang d iper~ya  lebih menjamin pwujjudan gagasan demohmi dm 

cita negara hukum rechtstaats atau pun (rule of law). Sesuai dengan 

pinsip checks and baleaces ymg *I& menjadi sal& satu pokok piban 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, pengujian 

korn~ionalitas ma& &g-mdang telah dhgaskan menjadi 

kewenangan hakim, yaitu Mahkamah ~ o n s t i t u s i . ~ ~ ~  

kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh Undang-Undang 

penmugan prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 setel& achya perdxhn. Pihr yang sangat f u n d a m 4  

yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1943 

lmtuk memperkuat prinsip negara hu]fiua adaM pemusan pada Pas& i 

263 Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam pengertian judicial review itu terdapat pula 
pengertian pengujian kernhb, tidak saja tehadap produk iegisiatif dan eksekhf, tetapi juga 
terhadap produk putusan hakim sendiri. J d y  Asshiddiqie, 'Ydc ia l  Review: Kajran Ahzs 
Permohonan Hak U/I Ahterrrl Terhadap Peraturan Pemerrntah Nomor 19 Tahun 2000 
tentang TGPTPK", makalah dalarn dictum edisi I, tahun 2002, hlm 37 Lihat Fathurohrnan, 
Dian Ammidq Sirdudin, Memahami ... Op.,Cit.,htm25 

f i~d ,  him 25 



ayat (2), yang menyatdm W w a  k a a  berada dibngan rakjrat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perurnusan 

ini, maka Indonesia y m g  menganut asas demokrasl ddam 

penyelenggaraan kenegaraan menyandarkan mekanisme demokrasinya 

kepada hukwn, yaitu Undang-Undang Dasar Republik lndoaesia 1945. 

Hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945, dm tata cara p e e a n a a ~ l  demofoasi d i d d m q a  menjadi rambu- 

rambu bagi pelaksanaan demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum akan 

dalam beberapa bentuk. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat yang 

anggotaqa milib ddm pedihan umum dan Presiden dip* secara 

langsung oleh rakyat, yang berarti keduanya mempunyai dasar legitimasi 

perwakih aspiratif, namun, Mam prinsip n e w  h b  kedua lembaga 

ini tetap dapat melakukan pelanggaran terhadap k o n s t i t ~ s i . ~ ~ ~  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang melibatkan kedua 

bersama dari kedua lembaga ini, yaitu undang-undang secara potensial pun 

dapat m e q k p a n g  darl Undang-Undang Dasar Reput,& Indonesia 1945. 

Sebuah undang-undang dapat menjadi objek legislative review, yang 

dilakukan oleh badan Iegislatif yang membuatnya. Namun, harusw 

265 Azhar, Inovasi Vol.5/XVIV November 2005 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) 
3-uka Dlmia UntIIk I 3 l c h B h  Dan Membuka I n d o b  untuk P- 
Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Dosen Fakultas 
Hukum Universitas Sriwijaya JSPS Fellow, Graduate School Of Law, Hokkaido University., 
Sapporo, Jepang Emailraazhar-200@yakoo. corn., 



diingat bahwa tegisiative review masih tetap didasarkan atas 

pertimbangan-pertirnbangan politik karena memang produk dari lemtraga 

p ~ l i t i k ~ ~ ~  K e h a h m  Nlahk;rmah Kowdtusi untuk rn- uji mdang- 

undang adalah untuk menjagd menegakkan konstitusi bilamana terjadi 

pelanggmn komtitusi oleh undang-undang. Dengan mekanisme ini jelas 

bahwa peranan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaman Indonesia 

addah un& menjaga jangan sampa. terjadi pehggaran Bonstitusi oleh 

lembaga negara. 

Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan h g s i  peradilannya untuk 

me3- uji uadzmg-uadaslg hants membatasi W y a  jangan sstmpai 

menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjebak untuk 

menjadi lembaga yang m e m p ~ a i  hak "veto7' secara terdubung. Dahn  

ha1 pembuatan undang-undang hams dipahami secara kesistiman bahwa 

taxlapat tiga Wgmi substansi h iam bonstitusi; (a) penhat undang- 

undang diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan, (b) 

&dam mengatur dm m e w k a n  pembuat undang--undang dengan 

kualifikasi atau pembatasan, (c) pembuat undang-undang tidak diberi 

keurmmm uat& mengatur dan menetaph h a  k,ah d i k t a p h  dan 

diatur sendiri oleh kon~ t i t u s i .~~~  

Undang-Undang Dasar Reput,& Indonesia Tahu 1945 ieM 

mendistribusikan kewenmgannya kepada beberapa lembaga negara. 

266 Ibid, hlm 
267 L,ihat Undang-undang dasar 1945 P a d  20 ayat (1-5) 



d h a  satu lembaga negara menggunakan kewenangannya melampaui 

batas kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga melanggar 

kewenangan l d a g a  lain. Dengan adanya pembahan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945, hubungan antar lembaga negara 

diposisikan sewa hgsional, dm tidak secara hirarkis, maka diperlukan 

sebuah lembaga yang secara final dapat memutus perselisihan kewenangau 

antar l&ga n e g m  I i 4 d b m h  Konstibsi berperan s e h p  lembaga 

peradilan yang memutus sengketa antar kewenangan lembaga negara. 

Sebelumnya peran ini dii-an oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dimana sebagai sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulalan rakyai 

)ang omnipofent, ymg b e m a m g  untuk melatazkan apa saja knnasuk 

didalamnya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul antar 

lmbaga negara. 

b. Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara 

D h  s e j d  ketatanegaam indonesia sebelum adanya pembabm 

ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan 

mengenai mekmisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusiond 

lembaga negara. Maka banrlah setelah adanya perubahan ketiga Undang- 

trndmg h s x  1945, yang mengad~psi pembentub iembaga negara 

Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus 

sengketa kewemn&an konstdmional l edaga  negara yaag kewenangannya 



di-bedcan oleh Undang-Undang Dasar 1945 .268 

Sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 

konsep tentang lembaga negara yang kewermgamya diberikan oleh 

undang-undang dasar mengandung arti interprestasi yang beragam. Hal ini 

disebabkan pasca amandemen UnBang-Undang Dasa. 1945 ti& d h  di 

dalam konstitusi dan tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang 

lembaga negara. K~~ ini berbeda dengan Ketefapan Majeiis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.III/MPR/1978 xenrang 

Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lernbaga Terthggi Negara Dengan 

Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang menyebutkan jenis 

dan kmenangan lembaga negara yang ada, s e p d  Majeb 

Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

P h b a n g a n  Agung, 3adan Pemeriksa Kemm dm Mahiamah 

Agung. Sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkaxb Konstitusi kmyata juga tidak memberdm kejeiasan komep 

tentang lernbaga negara. 

Jikalau mengrkuti pandangan yang luas berdasarkan penafsiran 

gram- maka p d u  m e n g i n ~ d s a s i  xmua lemt>aga/organ negara 

yang disebut dalam undang-undang dasar (setelah mengalami perubahan 

perkma, kedua, ketiga dm keempat) hse- kewemgannya masing- 

masing. Dengan demikian akan jumpai lernbagaforgan negara sebagai 

b d t :  

26s Jimly Asshiddigie, Sengketa Kewenangan Konstimional Lembaga Negara, 

Konstitusi Press, Cet Ke-3, Jakarta, 2006 him2 



1. Majelis Pennusyawaratan Rakyat (klPR). 

2. Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Dewan Perwakiian Rakyat (DPR). 

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

5.  Mahkamah Agung (MA). 

6. Malikamah Konstitusi (MK).  

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

8. Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

9. Komisi Yudisial (KY). 

10. Jaksa Agung. 

I I. Bank indoneski (31). 

12. TNI dan POLRI. 

13. Penmintah Damh Propinsi, Kota, K a b u w .  

14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prophsi, 

~ o t a K a b u p a t e n ~ ~ ~  

Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 

banyak terjadi pergeseran &.lam sistem kehtmegaraan Indonesia, saiah 

satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan negara. Pergeseran ini 

ditandai dengan redaksi status Melis Pennusyammtan Rakyat yang kini 

tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian 

tidak dikena1 kig~ istilah 1embaga -ggi negara dan iembaga tinggi 

negara, yang ada hanyalah lembaga negara. Paradigma ini telah 

269 A.Mukthie Fadjar, Refommi Konstitusi .... .Op.,Cit., blm. 126-127. 



dipr* dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

(Susduk) Susunan Dan Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, 

D e m  Pendidan &@at, Dewan Perwakilan dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam menjdahn  hgsi-fungsinya, Iembaga negara kerap kali 

melakukan kerja sama atau hubungan. Hubungan antar lembaga-lembaga 

negara sangat dimz-I terjadmya ko* kepexhgan yaib 

manakala suatu lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem 

pemesin*, bekerja ti& sebagaimana mestinya. Agar sistem itu tetap 

bekerja sesuai dengan yang dituj y konflik harus diselesaikan melalui 

lmbaga yang mend& kekmsaan yaitu lembaga peraddan 

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan sebagai 

lembaga negara yang mempwyai kewenangan untuk memuhs sengketa 

lembaga negara. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang dasar 

&darn kermgb melranisme Checks 8nd Balances daiam m e n 3 a l h  

kekuasaan negara. Dalam ha1 ini telah tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar RepubB Indonesia Tahun 1945 Pasa124C Ayat (I), meayebutkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perlama 

dan tmkhir yang p u h m y a  bersifht final mtuk mem- sengketa 

kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dw. 

Di samping itu juga menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 

T&un 2003 tentang Mahbmb Konstitusi disebutkan bahwa pemohon 



ddam sengketa kewenangan iem- aegara lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Thun 6945 yang mempunyai kepentingan bgsmg mhadap 

kewenangan yang dipersengketakan. Namun terdapat pengecualian dalam 

P d  65, yang menegaskan Wwa Mahkanuh Agung tidak @at menjadi 

pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan 

d i b e r h ~ ~  oleh Undang-Undmg Dasar 6945 sewaktu Mahkamah Agung 

melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-unhg. 

c. Pembubaran Partai Politik 

Di negara yang menganut sistem politik demokrasi, keberadaan 

parhi politik mqakan  ''cotdiion sine quanon" parbi politik mu&& 

diperlukan dalam pemerintahan demokratis, Partai politik dapat 

m q u n y a i  h g s i  mmyeleng-gmhn pendidkin p o W .  Pendiidikan 

politik merupakan persyaratan yang barus diselenggarakan dalam 

pem- yang bersystem politik demokrasi. D h  negara &mohasi 

sangat dibutuhkan pemilihan umum yang mengrkut sertakan partai politik 

sebagaj pe& p d h  mum. Dewasa ini tidak atla lagi negara 

demokrtis tanpa partai politrk, dukungan partai-partai politik terhadap 

pemimpin sangat diperlukan t q i  seringhall terjadi smiu perbedam 

ideologi yang menyebabkan perlawanan partai politik terhadap 

pemhPin.270 

270 Soewoto Mulyosudarmo, Pembahmuan Ketatanegaraan ... . . Op., Cit., him 27 



Dalam setiap rezim hampir senantiasa mucul sosok par t .  politik 

yang dipandang sebagai lawan politik oleh kelompok partai yang 

berkwsa. P h  lawan ini jarang m m a t  tempat d a h ~  pemerintahan 

bahkan perlakuan yang didapat tidak adil dari partai berkuasa. Disamping 

itu juga terjadi suatu pembeXruan pengurus b ik  pusat saanpai dae& 

bahkan terjadi pembubaran partai politik mempakan sanksi yang 

men- bagi partai PO& 

Dari orde ke orde lain pembekuan dan pembubaran partai politik 

ma& memperoleh ruang d a b  peratutan p~ndang-undangan yang 

berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang 

P&* U n c h g - m  Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Poiitik 

memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membekukan pengurus 

tingkat pusa? partai poliQk dan golongan karya. Kewenangan Presiden 

dalam hal membekukan partai politik dan golongan karya tanpa terlebii~ 

&dn meMui proses h b  sebenamya menq,akan lhdakan otoriter dm 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Undang-unhg Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hi& h i  W u s i a  

(HAM), memberikan dasar hukum yang sangat h a t  terhadap eksistensi 

pafai p o W  daiam ketentuan P a d  24 dmvataknn; 

a) Setiap orang bahak untuk berkumpul, berapat dan berserkat untuk 

fnaksud-. 

b) Setiap warga negara atau kelompok berhak mendirikan parpol lembaga 

suadqa mqmakat atau organisasi h h y a  untuk berperau serta dalam 



pemerinbhan yang sejdan dengan tmw perkdungan, penegakan 

dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Pmbubaran p b  politik pada dasamya dan apapun dsanya 

bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak Asasi Manusia (HAM). 

Namun &dm prakteknya pembubaran partai poiitik dapat dilaiadm 

dengan alas an idiologi dan pelanggaran h ~ k u m . ~ ~ '  Kebemdaan partai 

pol&& termasuk gmhi golongan hrya manpqai  W s a n  hdam yang 

sangat kuat, sehingga secara yuridis tidak dapat dibubarkan tanpa alasan 

yang sah dau melaki proses gaaddan. Memang ada s u m  difema. Di satu 

sisi keberadaan parpsl hams di pertihankan karma alasan Hak Asasi 

Manusia. namm di sisi lain $id& a8a mdhabya memperhbhn p 6  

politik yang diduga menjadi penghambat proses pembaharuan. Persoalan 

pembubaran parpol sangat bertmtangan dengan prinsip demokrasi 8an 

HAM, Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

P d  28E ayat (3) secma tegas mqatakan: sew orang berfiak atas 

kebebasan, berkurnpul, dan mengeluarkan pendapat.272 

Tampak di sini a8a ambivdensi undang-unbg dasar d a b  

memberikan kebebasan sebagai mana yang dimaksud tersebut, jika 

demdckm sedapat mmglh diberikan parameter yang jehs dan kgas 

tentang alasan-alasan yang menjadi dasar sebuah partai politik clapat 

d i b u m .  Hal ini dapat dimakmdh & meminimaiisi potensi 

271 Tanpa nama, "Mahkamah Konstitusi Benvenang Bubarkan ParpoP'. Dalam 
w w w . h u ~ l i n e . . ,  Trmggal.8 Agustus 2003 

272 Suewoto Mulyosudarmo, Petnbaharuan Ketatanegaraan Mehlui Perubahan 
Konstitusi. Di terbitkan oleh, Asosiasi Pengajaran HTN clan HAN, In-Trans. Jawa Timur. 
2004. hlm.28 



tindakan sewenang-wenang dari penguasa. 

Oleh karena itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 mengatur 

tentang wewenang Matkmab Agmg melakukan penabutan hak partai 

untuk ikut pemilihan umum jika melanggar ketentuan tentang larangan 

membentuk badan usaha p m i  polit& dm menerima sumbangan melebihi 

batas yang ditentukan undang-undang. 

Partai poiitik dapat &be- dan d.iimb- OM Ma.lbmh 

Agung melalui proses peradian setelah terlebih dahulu mendengar dan 

mempe-bmgkan ketamgan dari pengurus pastai politik yang 

bangkutan, jika melanggar tujuan partai politik, kewajiban partai politik 

dm lamugan partai politik Larangan yang ter- daiam P d  16 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, adalah; 

a. Menganut, atau mengemban- menyebadcan ajaran atau p a h a  

komunisme/ mamisme/ lenisme, dan ajaran lain yang bertentangan 

dengan P a n d a ;  

b. Menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari 

pihak asing, baik hgsung maupun tidak langsung; 

c. Memberi sumbangan danlatau bantuan dalam bentuk apapun kepada 

p h k  asin& b& lagsung mupun tidak h g m g ,  yang dapat 

merugrkan kepentingan bangsa dan negara; 

d. Me* kegiatan yang bertemagan den* kebijakan P h a  

Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara 

lain. 



Perub- ketiga Undang-Undang Dasar 1945 te1ah memberikan 

suatu kejelasan yaitu pembubaran partai politik tidak lagi berada pada 

MaWmuh Agung, baldcan kewenangan pembubaran partai p o r n  

tersebut telah dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah 

tercantwn &lam Pasag 24C ayat (1) Undang-Undang D a m  1945 yaitu 

Mahkamah Konstitusi berwenaug mengadili pada tingkat pertama dau 

ter-akhir yang putusamqa bersifat fhd zmtuk memutm pembdaran p d  

politik. Maka dengan di bentuknya Mahkamah Konstitusi dalam 

mengawasi demokrasi dan menegddm perkdungan Hak Asasi Mmilsia 

sangat diperlukau, agar jaugan sampai suatu partai politik dibubarkan 

dengm alasan yang ti& konsti$usion;ii apdagi menurut kernam 

penguasa, mengingat pada dasarnya apapun alasannya pembubaran partai 

politik berbntangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Mmusia 

(HAM). Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik menilai 

bahwa partai polit& tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara Pancasila. 

Adapun yang berhak mengajukan pernbubaran lmla politik ke 

M a M r d  Konstihsi addah Pmerintah sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang 

MahkanxahKonstitmi. 

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Dalam d e m e n  keempat Undang-Undang Dasar 1945, Majeis 

Pexmusyawaratan Rakyat memutuskan penggunaan sistem perwakilan 

b h e d ,  mdm itu p e d i b m  mum tahun 2004, p a d i h  tidak hanya 



m e d i h  Dewan Pem&km Wqat n a u n  juga anggota Dewan 

Perwakilan Daerah. Inilah komposisi yang diharapkan benar-benar 

mewddi rakyat Indonesia Dewan P e r w a a n  Rakyat a m  wujud 

keterwakilan gagasan (representation of ideas), sedangkan Dewan 

P e r w a r n  Daerah addah ketemakiian M a  kehadiran (rcprcscmiztion 

tn presence). Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang diperebutkan 

mencapai 550 kursi senanPk;m Dewan Perwdcih Daerah saat ini ada 31 

Provinsi, tiap Provinsi ada 4 (empat) kursi Dewan Perwakilan Daerah yang 

a k a  di p e r e b u h  sehingga j d a h  Dewan Perw&gan Daerah 124 

k ~ r s i . ~ ~ ~  

Berdasarkan perkembangan yang terJadi dewasa ini dapat 

dipredeksikan betapa kodeks gmmmddm yang &rjadi pada pedihan 

umum tahun 2004. Oleh karena itu dalam pemilihan umum tahun 2004 

&at bukan hanya memilib ang- Dewan P m  Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, dan Dewan Perwakilan 

Rdqat hngM k a b u m o t a  saja, m m  jugs m d i h  Dewan 

Perwakilan Daerah, serta pemilihan Presiden clanlatau wakil presiden 

secara langsung. Suatu M ying sama s e w  bam dahm negara Indonesia. 

Pemilihan umum tahm 2004 dilaksanakau dengan dua sistem yaitu 

sistem proporsiod yang dihkdzm dengan terbuka untuk me& 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

ProvinsiJ Kabupaten Kota. Sistem yang kedua a m  sistem disbik yaitu 

275 Joko J Pribatmoko. Pemilu 2004 Dan Konsolihsi Demokrasi. LP21 Press, 
Semarang. 2003. hlm.28 



untuk memilih anggota Dewan Perwakdan Daerah, setiap Provinsi diambil 

4 (empat) orang sebagai perwakilan daerah. Dengan sistem ini akan 

mengahbatkan terjadinya permasalaban dalam pelaksana serta penenhian 

kursi yang berhak duduk sebagai wakil rakyat yang telah diputuskan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional. 

Adapun mengenai persengketaan pemilihan mum yang berhak 

mengajukan kebemtm tehh dialan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa 

permohonan Pemohon h y a  @at diajukan terhadap penetapan hasil 

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemililran 

timum yang mempengaruhi; 

a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

b. Pen- pasangan d o n  ymg ma& pada putaran kedua p d i h a n  

Presiden dan Wakil Presiden serta terpdihnya pasangan calon Presiden 

dan Wakii Presiden; 

c. Perolehan kursi partai politik perseta pemilihan umum di suatu daerah 

p e m i w .  

Adapun penetapan hasil pemilihan mum anggota Dewan 

Perwakilaa Rakpt, Dewan Perwddh Damah, Dewan Perwddan Daerah 

Provinsi/ Kabupaten Kota, dilakukan secara nasional oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KW). Mengenai pengumurnan tersebut dilakukan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pernungutan suara, sesuai 



dengm Pasal 104 ayat (1-2) Undang-unhg Nomor 12 T&m 2003 

tentang Pemilihan Umum. 

Sedangkan mengenai terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum sebagaimana dmaksud ndam P d  104, diperiksa dan dip- 

untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi, sesuai 

dengan Pasd 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tetang P&an 

Umum. 

Mengenai penetapan rekapitulasi penghtungan suara dm 

pengum- hasil pemilihan P r e s i h  dan Wakd Presiden, penetapan hi 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya 30 

(tiga pulub) hi sejak hari pernungutan suara seperli dahn Pasat 66 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Presiden ddatau WaW P r e s i h  Adaputl mengenai penetapan Presiden 

dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh pasangan calon 

3zeparla I'd&kmh Komtitusi d&m waktu p a h g  lambat 3 (tiga) ftari atau 

3X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, setelah penetapan hasil pemilihan 

umum oleh Komisi P e m i W  Umum. K e b m  tersebut hanya terbkip 

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. 

Nammq Mafhmh Konstitusi membatasi siapa saja p u g  berbak 

mengajukan permohonan dalarn sengketa pemilihan umum, seperti dalam 

P a d  74 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi yaitu; 



a. Pemohon adam perorangan warga negara lndonesia d o n  anggota 

Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan urnurn; 

b. Pasangan calon Presiden dan Wakd Presiden peserta pemiiihan mum 

Presiden dan IatauWakil Presiden; 

c. Pariai poiitik peserta pemilihan umum. 

Dengan melihat ketentuan undang-undang tersebut mengenai 

persengketaan p e d i h  mum, Id ini teiah jelas kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk memutus setiap sengketa yang dimohonkan. Dengan 

menggmab setiap instrumen huicum yang ada, masyardcat @at 

memuaskan hak-haknya. Hal ini mengingat masalah pemilihan umum 

menipakan pintu gerbang ~ m u j u  pemerin* yang bersih dan 

demokrasi. 

e. Pendapat DPR mengenai Pelanggaran oleh Presiden ddatau Wakil 

Reiden 

Di samping kedudukan dan kewenangan Mabkamah Konstitusi, ada 

juga kewajiban Mahhamah Konstitwi rnemutus pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Presiden dan/atau W M  Presiden berda- P a d  24C ayat (2) Undang- 

undang Dasar 1945. 

Dalam sistem pemilihan Presiden clanlatau Wakd Presiden tahun 

2004 ini men- sistem pmerintahan presidensd, p g  Presiden 

ddatau Wakil Peresiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memang 

merupakm konsekuesi dari sistem p a n e i n t a b  presidemid. Presiden 



ddam sistem presidemiit dipitih hgsung dm dihxhentikan meialui 

badan peradilan, bukan melalui anggota Majelis Permusyawaratan Rakyar. 

Ddibatkannya Maikamh Konstitusi dalnm proses impeahenr  

terhadap Presiden danlatau Walul Presiden, tidak terlepas dari pengalaman 

masa ialu dan merupakan koflsekuensi logis dari p e m b a h  sistem dan 

bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu 

Iceinginan untuk membaikan pemba&mn agar seorang Presiden danlatau 

Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, 

melainkan juga rnediki landasan dan pedmhngan hukum ymg dapat 

dipertimbangkan.274 

Namun pemberhentian Presiden di tengah jalan melalui proses 

peraddau, semi dengan apa yang $.elah diduga oleh Dewan P e m m  

Rakyat berdasarkan Pasd 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengatakan Mwa Presiden dan atau mild presiden @at &id& 

dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan 

Dewan Pewalrilan Rakyat, baik @ila tmbukti telah m e k h h n  

pelanggaran hukum berupa pengkhlanatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapim, tindak pidana berat lainya, atau perbutan tercela maupun 

apabila terbukti tidak la@ memenuhi syarat sebagai Presiden Danlatau 

Wakil Presiden. 

Dalam ha1 ini segala yang diduga oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

menuntt Pasal 7A Undang-Undmg Dasar 1945 harus meMui proses 

n4 Fathurohman, Dian Aminundin, Sirajudin, Memahami .. . Op., Cir., him 53 



peradilan yang diajuican ke M a b m h  Konstitusi. Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peradilan atas apa yang diduga 

oleh DPR mtdc pderhentian Presiden M & u  Waldl Presiden fiarus 

menunggu keputusan Mahkarnah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal7B 

ayat (1) yaitu, Usulan pemberhentian Presideu dadatau W d d  Presiden 

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih 

&ulu mengajukan permintam k q d a  Mahkaah Konstiiusi, mtuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Pemakilan Rakyat 

bahwa Presiden dda tau  WaH Presiden te1& m e l f i a n  pelanggaran 

hukum berupa penghatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak 

pidana berat h q a ,  abu perbwhn tercekq danlatau pendapai b&wa 

Presiden danlatau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat Dewan 

P R T W ~  hkyat menunjrtkkm adanya suaiu kerancuan Man Undang- 

Undang Dasar 1945, nunusamya mengatur tentang impeachment terhadap 

Presiden dda tau  Wakd Presiden yang te-g ddam P a d  78 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945. Apabila menggunakan rumusan Pasal 7B 

ayat (5) Undang-Undang Dam 1945. MaWamah Konstirusi menjaiadcan 

peradilan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

Presiden Matau Wakil Presiden. 

Terlepas dari kerancuan rumusan tersebut, Undang-Undang Dasar 

1945 lebih m a d &  rumusan Pasal7B q a i  (1). Sedan- Pasal83 ayat 



(2) Undang-mdang Nomor 24 T&m 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

yang menyatakan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan 

bahwa Presiden W a t a u  Wakil M i d e n ,  terbukti telah meiatcukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhmatan terhadap negara, korupsi, 

penpapan, tindak pidana berat lainya, atau p&uatan terceh ddatau 

terbukti bahwa Presiden dadatau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden danlatau Wakil Presiden, amar putusan 

menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kekhawatlran itu sebenarnya h;mva dapat dip;nhami d a b  batas 

sistem pemberhentian presiden mengunakan sistem parlementer. 

Ke&wa~an itu ti& akan lmjath jh mtkmkme paberhentian 

Presiden hams di dasarkan pada proses peradilan yang berada dalam 

Maidcamah Konstibsi, Majelis Permusyawmitan Rakyat haslya dapat 

memberhentikan Presiden atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi 

terhadap kasm pelanggaran ko& 1ainnya, yang berkaim d e w  

prinsip presidensiil dan atas dasar putusan Mahkmah Agung terhadap 

kasw kejahatan yang disebiit &lam k o m t i t u ~ i . ~ ~ ~  

Dari ha1 ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan 

perad&m polit& bukan peraddan pidana. Mengenai kekmtan mengikat 

putusan Mahkamah Konstitusi. Karena keterlibatan Mahkamah Konstitusi 

dalam proses impeachment ini hanya sebatas kewajiban maha Majeiis 

"' Suewoto Mulyosudmo, Pembaharuan Ketatanegaraan ... ... Op., Cit., .him. 107 



Permusyawaratan hkyat  secara yuridis ti& terikat dengan putusan 

Mahkamah ~onstitusi . 276 

Lebih lanjut Pasal7B ayat (7) menegaskan bahwa keputusan Majelis 

Permusyawarabn Rakyat atas wad pemberhmtian Presidm ddatau  

Wakil Presiden harus diambil dalam Rapat Paripurna Majelis 

Pausyawartan Rakyat yang dihadiri oleh s e k m m g - h g n y a  314 dari 

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 213 dan jumlah 

anggota yang hadir, setelah Presiden dda tau  Wakil Presiden diberi 

kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawamtan Rakyat. 

Apabila pada akhimya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak 

bersifht find dan mengikat mengenai usulan Dewan Perwakilan &kyat 

atas dugaan sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 7B ayat (I), maka 

Majefis Perm=- Rakyat sudah sepantasnp membedca 

penjelasan kepada rakyat, karena Presiden danlatau Walcil Presiden &pilih 

secara langsmg oleh rakyat. Maka kewenangm memeriksa memutus 

perkara yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dalam masa 

jabatanya dil- oleh M & b  Konstitmi. 

Karena itu, terdapat dua lasan pemberhentian Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu h e n a  terbukti meiakukan perbuabn 

melanggar h u h  dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagi 

psiden.  Rumusan pemeberhmiim psiden M m  Pasal 7A Undang- 



Undang Dasar 1945 tersebut sangat ringkas, tanpa penjelasan yang rinci 

dan hanya mengatur hal-ha1 pokok yang tentunya sangat terbuka untuk 

adanya berbagai pena&iran yang bisa b e r ~ ~ ~ ~ ~ e r 1 e p a s  dari k m c u a n  

rumusan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 lebih memilih rumusan 

Pasal7B ayat (1). S-&an Pasal83 ayat (2) UnBang-unbg Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 

apabila Mahkamafi Komlhsi ma- bahwa Presiden ddatau 

Wakil Presiden, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negaaa, korupsi, penyapan, tin& p i d m  berat 

lainya, atau perbmtan tercela dadatau terbukti bahwa Presiden dadatau 

W d d  Presiden tidak memenufiu syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden, m a r  putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan 

Perwakiian hkyat. 

Pelanggm hukum yang diduga dilakukan Presiden yang disebut 

&dm Pasd 10 ayat (2) Udang-mdang Nomor. 24 Tatzun 2003, kiah 

diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut: 

a. Penwanatan ter- negaaa addah tin& pidana tmhdap keamanan 

negara sebagaimana diatur dalam undang-undang; 

b. Kompsi dm p e n m a n  ad& hddc pidam k o q s i  atau penyuapan 

sebagairnana diatur &am undang-undang; 

c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

m Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden, A h a n  Ti&k Pidana Pennberhentian 
Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 10 



d. Perbuatan tercela adalah p&uatan-- ymg @at 

merendahakan martabat Presiden danlatau Wakil Presiden; 

e. Tidak hgi memenuhi syarat s e w  presiden danlatau w d d  presiden 

adalah syarat sebagairnana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Dasaa Repub& Indonesia 1945. 

Dari kewenangan yang disebutkan diatas terlihat bahwa sengketa 

yang d i p e r k a r h  dan di;ldili I&d&m& Komihsi sangat banyak 

berkaitan dengan proses politik, sebagian besar merupakan perselisihan 

yang qarat dengaxl sihi politik sebagai salah satu karakteristik sengketa. 

Sudah barang tentu ha1 ini juga akan mempunyai dampak pada pihak- 

p W  yang @at menggedkm mekanisme Konshtusiod kontrol oleh 

berbagai lembaga negara. 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, teM m e m b d m  kejdasan mmgenai masam-mad& polit& 

ketatanegaraan dengan lembaga-lembaga negara secara konstitusional, 

dengan uraian di muka mengenai kdudukan dan kewenangan serta 

kewajiban Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dapat dijalankan. Dari 

sini t - w  fungsi Mahkamh Kmstitusi sebagai d a b  sah pelahu 

kekuasaan kehakiman yang kemandirian dan independensinya dalam 

menyelaggar& peradiian guna menegaMcan h h  dan k e a d h  yang 

telah dijamin oleh Pasal24 ayat (1) dm (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Kekuasaan M m  Konstitusi sebagai lembaga p&an 

konstitusi harus terlepas dari berbagai pengaruh yang menghambat proses 



penegakan h&wq karena kekuasaan kehakhnan mgatiah menentuh 

sebagai penegak dan sekaligus sebagai rumah yang melahirkan keadilan. 

Tidak berlebihan jika &imp* bahwa bmt sebuafi bangsa yang ingin 

berhasil, maka prasyarat yang absolut yaitu adanya kekuasaan kehakiman 

yang hiat, bebas, man& dan tidak rnemihak."* 

Untuk menjalankan h g s i  dan peranannya Mahkamah Konstitusi 

sebagarmana h y h y a  s e b d  lembaga peraddan, maka Mabkmah 

Konstitusi merniliki hakim konstitusi, h u b  acara serta ke sekretariatan 

dan kepanitemm. Hakim ~~h Konstitusi berjumlah 9 (sembdan) 

orang sebagaimana telah ditentukm dalam Pasal 24 ayat (3) Undang- 

Undang Dasar 1945 yaitu Ibkkmab Konstil-usi mempunyai 9 ( s e m b h )  

orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang 

diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) 

orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden. 

Dengan duqkahya  knkim komtitusi deh tiga lembaga tersebut 

diharapkan dapat tercipta keseimbangan dalam tubuh Mahkamah 

Konstitusi, ketidatr-ya ssuaai ketapihakan ddam menjalankan 

fungsi dan peranannya. Adapun persyaratan menjadi hakim konstitusi 

klah dktm dalam Pasal24C ayat (5) Undang-Undmg Dasar 1945 yaitu 

semua h a b  konstihlsi hams memiliki inkgritas yang tinggi dan 

k q n i a n  yang tidak tercela, add, negarawan ymg menguasai konstitusi 

dan ketatauegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

Charles Himawan Huhm Sebagru Pnnglimn, Buku Kompas Jz1kam2003. hlm 
XV. 



Mengenai huhm acara &dam beracara ke Mahkamah Konstitusi 

telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 

No-O4/PMK/2004 tentang Pedoman Dalam Persebihan Hasd P e d h n  

Umum (PHPU) yang merupakan sumber utama hukum acara perselisihan 

has9 p d i h a n  umum. Dan ddengkapi juga dengan P- Ma&m& 

Konstitusi Nomor OS/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan 

Atas Penetapan Hasif Pendihan Umum Presiden Dan Waldl Presiden 

Tahun 2004. Ketentuan ini mengatur berbagai ha1 mengenai hukum acara 

P e r ~ s i h a n  Hasil P d i h a n  Umum (PHPU), seperti permohonan dm 

materi permohonan, tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara 

dan penjadwaian sidang pemeriksaan gmdahduan, pemeritwan 

persidangan hingga putusan.279 Ditambah jiga dengan draft Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor OIPMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam mezljahkm tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oieh sebuah 

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan berdasarkan Pasal7 Undang-undang 

Nomor 24 T&m 2003 tentang Mzthkamiih Konstitusi. A&pm tugas dari 

kedua alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi, dapat dikatakan bahwa 

tugas Panitera a d U  mmyeienggadan aihmstm 
. . 

si perkara serta 

mengrkuti semua sidang serta musyawarah pengadilan dan mencatat 

dengan teliti semua ha1 ymg dibicaraban dan tqadi serta relevan ddam 

persidangan. Panitera harus membuat berita acara sidang pemeriksian di 

ns Buku JI. Satu Tahun MahkaRlah Konshtusi Mengaw~l Konsiitwi Indonesia. 
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004. hlm, 28 



persidangan dan menandatanganinya bersama-sama dengan Ketua sidang. 

Berita acara ini mempakan dasar dalam membuat putusan. Sedangkan 

Sekretaris Jendral d h  hid ini &pat dikatakau mempunyai tugas dan 

fungsi menyelenggarakan administrasi di luar proses persidangan?80 

Den= demikian diharapkan kehadiran M-ah Konstitusi 

memberikan cerminan serta harapan bagi bangsa Indonesia untuk 

mehkdan p e - r a b  yang merdeka, berwibawa, dan me* putusan 

yang berpihak pada kepentingan konstitusi. 

Kehadiran M e a m &  Konstitusi yang difasilitasi dengan Undang- 

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih 

banyak y m g  periu dibenahi. Dari kajian praktis, masib banyak yang 

munglun akan menimbulkan masalah karena undang-undangnya tidak 

a h p  mengatur- Sebutlah misainya dalam proses pmddannya, siapa yang 

menjadi pemohon dan termohon dalam proses permohonan judic~al review 

yang sudah b e r j h .  Karena DPR R1 dan Pane* ternyata h y a  

diposisikan sebagai pemberi keterangan, tidak diposisikan sebagai 

termohon lazkmya ddam proses peradiian biasa. Majelis Hakim 

Konstitusi merasa tidak perlu memanggil DPR RI dan pemerintah sebagai 

pihadz yang berperkara atau termohon yang duduk di persidangan sama 

dengan pemohon.281 

rn Sudikno Mertokusumo, H h m  A m  Perdata Indonesia, Y0gyaka-h 1998, hlm 34 
281 Almamya ada1ah karma dalam kesinarnbungan pemerinbhan kemunglanan 

pemerintah maupun DPR yang dip- dan hadir di DPR tidak terlibat dalam pembuatan 
undang-undang yang diuji dan bahkan tidak menge!tahui riwayat pembicaraan daiam 
pembahasannya Boleh jadi dia juga tidak setuju dengan Undang-undang tersebut dan 
rnernpunyai pendapat yang mendukung pemohon tapi tidak rnengernukakannya secara resrni. 



Perdebatanpun menjadi saugat tajam, karena pemohon dan Majelis 

Hakim Konstitusi saling silang pendapat, sementara di antara anggota 

Mzdkamah Konstitminya rupanya beium ada kesepakatan yang blllat. 

Bahkan dalarn persidangan yang memeriksa perkara judiclal review 

terhadap Undang-ufldang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara, telah terjadi penpsiran terhadap pengacara pemohon oleh Hakim 

Konstitusi, karma krkait dengan perdebatan s e a t  tenfang ketidakhadiran 

termohon bemerintah) pada sidang sebelumnya. 

Di sini sebaiknya Majeiis Habim Konstitusi *tap berpedoman 

kepada asas-asas umum penyelenggaraan peradilan, di mana sebuah proses 

p e r a h  MaMmmh Konstitwi dengan kewemngan Mkjeiis Hakim untuk 

memutus pakara (masuk kepada wilayah persengketaan), bukan 

berbentuk pengajuan permohonan yang bersifat sepihak. Maka ddam 

proses peradilannya diharuskan keberadaan para pihak, yaitu pemohon dan 

temobn dud& bersama dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai 

subjek hukum seperti juga dalam kasus gugatan praperadilan di mana 

pemohon dan ~ o h o m y a  sama-sama hadir di Pengaddm sebagai pihak- 

pihak yang berperkara. 

Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 

2003 Pasal 34 ayat (2), pihak berpebra disebut-sebut para pihak 

@emohon dan termohon), dalam Pasal43 juga disebut-sebut pemohon dan 

termohm dapai diwakili kuasa h m p .  Dan yang pasti dalm Undang- 

Lihat Maruarar Siahaan, Hukurn Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi 
Press, Jakarta, 2005, hlm 65 



Undang Mahkamah KonstJtusi tersebut ti& disebut-&ut ada 

kekecualian kalau pihak DPR dan Pemerintah dalam gugatan judicial 

revJew sehgai termohon cukup dqosisikan sebagai pihak yang hmya 

memberi keterangan saja. 

Silang pendapat Undang-undang Mahkamah Konstitusi di-review 

oleh M m  Komtitusi sendiri. Dalam Pasal 50 Undang-undang 

Mahkarnah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dikatakan, 

"Undang-undang yang dapat dimohonkan unt& diuji adadah undang- 

undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 

N e m  Rep&= Indonesia Tahun 1945". Ya;kni t d i t m g  sejak p e m b a h  

pertama undang-undang dasar pada tanggal 19 Oktober 1999. Undang- 

undang yang di undangkan sebelum perubahan mdang-undang dasar tidak 

dapat diajukan permohonan pengujian. Maksud pembentukan undang- 

undang agar ti& tejadi t u q d m  balms perkam ( 'een papzeren muur ') 

yang dikuatirkan bakal tidak mampu ditangani oleh ~ a h k a m a h . ~ ~ ~  

Dengan substaflsi P d  50 di atas, yang diniiai cukup jeias dan tidak 

bisa diartikan lain itu, maka muncul perdebatan, tidak selayaknya 

Mabkamh Komtitmi me* dan men* permohman f u d r d  

revrew atas Pasal50 tersebut. Di lain p h k ,  Mahkamah Konstitusi menilai 

secara logdm hukum penerimaan permohonan h safi-sah saja karena 

persoalan yang muncul dari sebuah undang-undang atau yang dinilai 

2g2 Laica Marzuki, "Judicial Review" di Mahkamah Konstihsi, Berita M a h h  
Komtirusi, No. 07, Oktober-November, 2004, hlrn 26. 



berm&& justru banyak muncul dari undang-undang yang lhir  sebelum 

ada undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. 

Bahwa Mam perdebatan tersebut yang pen- dan perlu 

digarisbawahi adalah, apabila Mahkamah Konstitusi dinilai berhak 

merubah ketentmn P a d  50, sampai sejauh mana pas4 tersebut dinilai 

bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, Jadi undang-undang yang mengatur apa pun tetap bisa 

diterima untuk di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi asal ada 

d a m  diduga bertenbngan dengan kaidah-kaidah ymg diatur oleh 

Undang-Undang Dasar 1945. Yang ti& boleh dilakukan Mahkamah 

Konstitusi a* bertimdak sebagai subjek h* dengan mengajdcm 

sendiri dan memproses sendiri, karena itu akan melanggar asas-asas 

peraddan yang harus menjunjung tinggi objektivitas. Daiam kasus ini, 

bagaimana bisa objektif kalau wasit ikut bermain? 

D h  tugas pemdhmya lmtuk memeriksa gugabn impeachment, 

sebaiknya secara tegas dinyatakan dalam undang-undang Mahkamah 

Konstitusi bahwa putusan Majelis Hakim Konstitasi bersifat find. 

Artinya, untuk mengukuhkan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada 

lagi acara panbelam dari PresidedWakil Presiden serta perdebatan di 

antara para anggota MPR, karena semuanya sudah diproses dalarn 

perstdangan Majelis Konstitusi. Sefain itu menurut Jidy Asshiddiqie 

secara menyeluruh mekanisme impeachment memerlukan undang-undaug 

tersendiri Undang-uudang itu kata J u d y  dapat bealzu bagi semua kepah 



Namun sepanjang undang-undang itu belum dibuat, alangkah baiknya tatib 

DPR pada prinsipnya mengatur mekanisme internid DPR. Tetapi, karena 

mekanisme sampai ada pendapat terakhir untuk impeachment merupakan 

bagian aiKi fimgsi chech and balames DPR terhadap pemerintah dan 

melibatkan pihak luar yaitu penyelidikan pelanggaran hukum oleh 

Residen dad atau ~ a ~ r e s . ~ ' ~  

Sayangnya, masalah impeachment ini tidak berhenti pada sidang 

paripma MPR Karena impeachment yang berkaitan dagan dugaan 

melakukan tindak pidana2B4 harus dilanjutkan dm perlu penegasan proses 

pmeriksaan khadap de& pidammya sen& yang menjadi wewenang 

peradilan umum atau peradilan khqsus (untuk tindak pidana korupsi atau 

pelanggarau HAM). DI sini perlu ada ketegasan peradilan sengketa 

konstitusi yang berkaitan dengan pengajuan impeachment oleh DPR, 

h a  sebatas mdenarkan adanya dugaan presiden mekikub 

pelanggaran konstitusi, pelanggaran pidana atau perbuatan tercela, tidak 

memenuhi syarat iagi sebagai presidq d m  diputus harus diberhentikan 

dari jabatannya yang pelahsanaannya ditetapkan oleh sidang paripurna 

283 MK Usulkan "Impeachment" Masuk Tatib Parlerneq Ben'ta Mahkamah Konstitusi, 
NO. 07, Oktober-N~vemk, 22004, hlm 13. 

284 Istilah "Tindak Pidana" merupakan terjemaham dari istilah "strafiaar &it" dalarn 
bahasa Belanda Tindah pidana mengandung dua unsur yaitu adanya unsur perbuafan atau 
tindakan seseorang yang dapat dipidana dan pertanggunaawaban pidana yaitu orang yang 
berbuat itu dapat dipertanggungjawabkaa Tcxp- kedua unsure ini adalah sebagai 
syarat seseorang dijatubi pidana Lihat Hatndan Zoelva, Impeachment Presiden ... . . Op., Cit., 
hlm 16. 

285 Maruarar Siahaan, Hukurn Acara ... Op., Cit., hlm 17 



pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetap harus diadili dengan proses 

peradilan tersendiri sehingga ada putusan penghukuman apakah itu berupa 

denda atau hukuman kmmgan badan. 

Yang jadi persoalan, bagaimana apabila seorang presiden yang di- 

impeach h e m  dituduh korupsi oleh Majelis Hakim Komtitusi dinyatakan 

benar ada kesalahan (membenarkan gugatan DPR), tapi di peradilan 

pidana k o q s i  ojeh Majeh HHakim hdak pidana k o q s i  dinyatakan tid& 

bersalah (dibebaskan). Kalau terjadi seperti ini, harus diantisipasi 

kemuflman secara tegas adanya hak bagi presiden wtuk melakdcan 

peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Majelis Konstitusi tadi. 

3 a 4  harus ada catatan sifat h d n y a  putusan Mahkamab Konstiw 

masih dikecualikan untuk kasus impeachment karena dimunglunkannya 

PK karma ada novm (bukti baru). Proses wtuk peraddan pidananya 

hams dilakukan secara cepat dan mendapat prioritas penyelesaian secara 

segera, baik di bngbt yudex packtie maupun Malbmah Agung. WU 

tidak ada prioritas percepatan penyelesaian perkara, seorang presiden yang 

dibebaskan &lam peraddan pidauanya sulit untuk k d &  menduduki 

jabatannya sebagai presiden karena keburu jabatannya habis waktu 

(5 tahm). Hal ini harus diantisipasi karena p e h  pidana dengan proses 

biasa rata-rata baru selesai dan berakhir di tingkat Mahkamah Agung 

setelah berjdan selama hang-lebih 5 tahm 

Rasionalitas tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap has11 

P d y  dadam Undang-undang lkla&m& Konstitusi Nomor 24 Tahufl 



2003 Pasal74 ayat 3, ada ketentuan yang tid& logis d m  akan sulit untuk 

dilaksanakan. Disebutkan, bagi seseorang atau partai peserta pemilu yang 

merasa dmg&an oieh hasd akhir perhitungan s w a  Komisi P d i h a n  

Umum (KPU), dapat melakukan gugatan. Namun secara tegas dikatakan 

waktu yang tersedia untuk melakukan gugatan itu hanya 3 (tiga) hari saja 

sejak diumumkannya hasil perhitungin suara oleh KPU. 

Jadi bagaimma mungtan dengan waktu 3 (tiga) fiiui harus 

mempersiapkan dan menyusun gugatan, mempersiapkan bukti-bukti dan 

m e n d a u p  dl Jakarta ( M d h n a h  Konstitusi hanya ada di ibu kota 

negara) dengan waktu yang sangat sempit. Bagaimana pula kalau yang 

duug.rkan dan akan mekhkm g u g m  itu mereka yang berada di Medan, 

Makasar, Papua, Manado, yang untuk datangnya saja ke Jakarta 

mendaftarkan gugatan dapat &pstikan butuh waktu satu hatl pen&. 

Sementara di &lam undang-undang Mahkamah Konstitusi, tidak ada 

sedikitpun alxran atau pettmjuk kern:- gugatan sen&& konstitusi 

(secara admimstratif) pendaRaran memori gugatannya bisa dititipkan di 

Pengdilan Negeri setempat (PengguggtPemohon berdomisdi). Jadi, hak 

peserta pemilu untuk melakukan gugatan seperti tersebut di atas jelas 

dalam pddeknya hmpir dapat dqasiikau s d i t  @at ddakubn 

Hak pengajuan gugatan konstitusi bisa dilakukan orang perorangan. 

Tanpa mengurangi hak azasi orang-perorangan u n e  melakukan gugatan 

konstitusi, semestinya &pikirkan kemungkulan bakal muncul banyak 

pemohon yang me lukan  judiciaE review. Harus diantisipasi suatu k& 



secara serentak ratusan orang mengajukan jzrdrcial review dengan 

pengajuan gugatdpermohonan masing-masing. Bisa dibayangkan betapa 

tersebut termasuk melayani ajuan pemohon yang hanya sekedar mencari 

popularitas. Kenapa tidak sebahya dibatasi, yang berhak mengajukan itu 

sebuah lembaga yang berbadan hukum atau perhimpunan yang 

. . 
* ya memifilri kepengurusan yang j e k  dm BD/AFtT yang jelas 

seperti misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi profesi, 

atau lembaga adat s e p d  yang sudah diatm &lam Pasal 51 undang- 

Karena dalam praktihya, apabiia ada d u a h  mdang-mdang diniiai 

bertentangan dengan kaidah Undang-Undang Dasar dan dianggap ada 

saja. Sebuah undang-undang yang dinilai bermasalah pasti berdampak 

pada sebuah komunitas, &a komunitas itd& yang pantas uTlruk 

mengajukan permohonan, bukan orang-perorangan. 

Gugatan atau permohonan orang-perorangan dalam peradilan 

Mahkamah Konstitusi, sebaiknya hanya terbatas pada kasus perhitungan 

hasd pemilu saja Karena di sana ada kepuiman yang h y a  h m &  

pada orang-perorangan saja, seperti hasil perhitungan suara untuk caleg 

286 Menurut Laica Marzuki dalam Pasd 51 ayat (2) disini berlaku adagium hukum: 
point d 'erre point d 'action, ahinya tanpa kepentingan maka tidak ada gugaran (tindakan) 
apabila subyektum tidak ternyata dirugikan hak danlatau kewenangan konstitusionalnya maka 
yang bmangkutan dipandang tidak memi& kepmtingan guna mengajulcan pmohonau 
pengujian undang-undang. Zonder belang, het is geen rechsingang. Berita MahkaPnah 
KonstiCuri, No.07,Oktober-November 2004, hlm26 



Dm (Dewan Perw&lan Daerah), atau permasalahan perhitungan suara 

untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. 

intervensi p W  ketiga dalam peradibn MaMmxh Konstitusi, tidak 

diatur. Perlu pula diantisipasi kemungkman adanya pihak ketiga yang 

dirugikan dengan muncuhya permohonan pemohon. Misahya bisa terjadi 

ada suatu kelompok masyarakat yang merasa dirugrkan dengan munculnya 

set,& undang-mdang bary dan m e n g a j h y a  unbk ~akukau judic~al 

review, tapi di lain pihak ada kelompok masyarakat lainnya yang ingin 

mempe- undang-undang tersebut. Maka, secara objektif 

Mahkamah Konstitusi semestinya mau mendengar pendapat-pendapat 

yang berbeda tersebut dengan cara rnenerima kern* adanya 

inte~ensi pihak lain masuk pada proses peradilan tersebut. 

Sebab apabila kelompok atau masyarakat lain tersebut tidak diberi 

hak intewensi, mereka akan sulit memperjuangkan haknya, mengingat 

mdang-mdang Mahkamah Konstitusi Pasal 60 ti& lagi a h  rnenerima 

permohonan judicial review yang sebelumnya sudah dimohonkan, padahal 

atas keputusan Mzibkamah Konstitusi tersebut misafnya dapat 

menimbulkan kerugian bagi kelompok atau masyarakat lainnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpnlk;in b&wa di tatarm legal acfton, 

kehadiran Mahkamah Konstitusi di negara ini sangat sarat dengan 

k e m m m a n  munculnya pennasalahan-pmdahan yang c h p  h s i a l .  

Demikian juga dalam kacamata akademik teoritis, Mahkamah Konstitusi 

mas& rnencaai bent& d m  kemapanannya. Karemnya, semua komponen 



rnasyarakat khususnya para akademisi, cendekiawan, dm praktisi hukum 

harus secara terus-menerus memantau perjalanan Mahkamah Konstitusi 

ini, dan secara proaidif turut memberi masukan yang positif serta kritikan 

yang konstruktif. Seperti yang telah dilakukan oleh forum diskusi hukum 

disetiap perguman tinggi di Indonesia. 

Bahkan menurut penulis, sebaiknya ada upaya dari p e r m  Tinggi 

y m g  memberikan kesempatan ke luar negeri bagi para dosennya mtuk 

mengadakan stu& banding melalui pemahaman-pemahamannya secara 

teoritik akademik d m  orgatlisasi para pengacara yang menugasb para 

anggotanya untuk stz& banding dalam perbandingan-perbandingan 

peradilan Mahkamah Komtitwi yang ada di b e b q a  negara. Tenrtama ke 

negara yang model Mahkamah Konstitusinya sama atau mirip dengan 

y a g  ada di Indonesia. 



BAB IV 

PEWTW 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

dari k e w 1 h  uraian dmgan mtmgaw pada satu nunusan madah pokolr. 

1. Kekuasaan kehakiman dari Orde Lama ke Orde Barn mash menyisihkan 

eadinya d&me kekuasaan ke- karma di satu sisi tetap 

memberikan kepada Pemerintah (Departemen Kehakiman, Departemen 

Agma, dan Ilqxuwnen l l a l n b l )  untulr men- -w 

administrasi, keorganisasian, dan keuangan dalam pihak lain memberikan 

yuridis. Dualisme semacam ini membawa konsekwensi bahwa hakim 

sebagai pegawai Departemen menrpakan a p a d w  Pexneimb ~ o k m i )  

yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pula untuk 

pros-pros  tertentu itu tercakup pula gagasan hdamental tentang 

per3unya Ire- peradi&n (keh-1 yang bebas merdeka dm aman 

dari pengaruh dan intervensi dari kekuatan-kekuatan lain. Didalam 

knplementasinp prinsip khbasan merdeka ini mammg tidak harus 

dengan membentuk organisasi yang secara stniktural terpisah dari 

sebab yang dipentmgbn addah fimgsinya ymg bdd- 

bebas merdeka. Namun gagasan untuk melepaskan pembinaan dunia 

peradiian dari k a  e k s e - ~ g  telah d i s h  s e h m  p d b  



sun mas& tetap retevan dan peAu dijadikan bagian dari politits huhum 

nasional untuk masa-masa mendatang. Tegasnya, sebaiknya badan-badan 

per- djkpaskan dari Departemen Pem- dan semua hakmya  

dijadikan pejabat negara yang seluruhnya dibina oleh Mahkamah Agung. 

Sebab meskipun pemisahan stddmd itu tidak dihanrskan oieh iconstitmi 

(karena yang dipentingkan adalah hgsinya) narnun peletakan pembinaau 

badan paaddan di b a d  D e p w e n  pem- kndensi  

mengurangi atau setidak-tidaknya mempengaruhi kebebasan hakim, 

meskipun lxdasdm &g-umhg P e m b h a n  itu harrya terbaias pada 

bidang organisatoris dan administratif hansial. Tendensi keterpeugamhal 

atau pengurangan k-asan itu menjadi ada b n a  faktor psikoloe;is, 

watak korps dm birokrasi, serta budaya patemalistik bangsa Indonesia 

yang membiadczm orang mtmihk pada kqmtingan atasan atau 

organisasinya. Memang pembentukan struktur bukan satu-satunya cara 

ymg dapat ditempufi unt& kbih menjamin berl7-pya k e b  

kehakiman yang bebas dan merdeka, selain itu masalah-masalah lain yang 

dqmt d-dukan secara simdtan s q e d  sitem rekuitmen bagi &n b a h q  

sistem pengawasan, pembangunan budaya peradilan dan sebagainya, 

kmhma aspek moral parrr peaegak h h  Setelah ~-efr,& b p h r  

kekuasaan kehakiman selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat untuk 

d ikddm sebuah perub* sehingga pada w&u refbmasi dihkukm 

sebuah terobosan terhadap kekuasaan kehal9man dengan di undmgkmnya 

Undang-undang Nomor 35 T&un 1999 tentang Pokok-Pokok Ke- lcmsam 



Ke- yang memberitGan dasar hukum bagi hllahkamah Agung 

sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk melakukan pembinaan 

. . 
secara teknis yuridis, admmtmtif, organisatoris, dan fhmiai kepada 

ernpat peradilan yang ada. kemudian undang-undang tersebut telah diganti 

Ban disesuaikan dengm Undang-&g Nomr 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dari undang-undang tersebut dilatatar belakangi 

old sdanya pembabm d i ~ g k a t  konstitusi yaitu dengan adanya 

amandemen UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga negara yang 

memegang kehasan ke- yaitu Mdhmah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. 

2. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IX 

k w  k e W  y m g  semh h y a  terdiri dari 2 (dm) Pasal yaitu 

Pasal 24 dan Pasal 25 tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 

1945 Bat, IX kekuasaan k-BD. kdm dari M 2 4 , 2 4 A ,  243,24C, 

ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 

Komisi '51udkd diatur dahm Bab IX Uadang-Undang Dasar 1945 tentang 

Kekuasaan kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, 

dilanjutkas3 kdmtum mengenai Maldmmb Agung ddam P d  24A y~tng 

terdiri atas 5 (lima) ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaau 

ke- daiam h h  ferad&m Urn- Peradilan Agam, 

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dengan perkataan 

lam, WJaMamah Agung secata tegas hanya di@ oieh dm kewenaugan 

konstitusional, yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji 



peratman perun&mg-udangan dibawah undang-umbg tahadap undtmg- 

undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan 

tambaban yang secara ko11stitusionai didelegadm kepada pembentuk 

undang-undang untuk menentukannya sendiri. Artinya, kewenangan 

tambahan ini tidak ~~ kewenangan konstitusional yang dibribn 

oleh Undang-Undang Dasar, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya 

oleh Undang-imdang. Sedangkan Matrkamafi Konsritusi secara tern 

diberikan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan 

d i e &  satu kewajiban, yaitu (i) menguji konstitusiodtas undang- 

undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lemabaga 

negara, (iii) mwnuhs perselisihan mengenai hasii pemilihan umum, (iv) 

memutus pembubaran partai politik, dan (v) memutus pendapat DPR yang 

berisi tu8uhan bahwa Presiden mehggar hukum amu zidak Iagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana 

dabm UUD 1945, *lum fiai itu dapat di- mtuk 

diberhentikan oleh MPR Yang terakhir ini bisa disebut dengan perkara 

impeacknt. Dafam mealrukan fungi peraddan &dam keempat bidang 

kewenangan tersebut, Mahkamah Konstiitusi melakukan penafsiran 

lxxhdap W D  sebagai s a t u - s e a  iemt,aga yang mempunyai 

kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. karena itu disamping 

berfirngsi sebagai pengawai W, Makmab Konstihrsi b k a  disebut 

sebagai the Sole Interpreter of the Constitutron. Disamping lembaga 

kekuasaan k e w  dlbentuk juga Komisi Yudkh1 yang dibedm 



kewemngm Imgsung secara k w t i t m i d  okh W D  1945. Kcmki 

Yudisial bersifat mandiri yang benvenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dm mempunyai wewenang lain dn.lam rangka mwjaga dan 

menegakkau kehormatan, keluhuran martabat, serta perilah hakim. 

Kewenangan Komisi Yudisial untuk mewujudkm checks d b a k e s ,  

dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman 

m u 1 1  fimgsinya bekahu  dwgan k h a a n  kefiakiman yaitu h g s i  

pengawasan ekstemal terhadap hakirn, yang meliputi hakim agung dan 

hakim pada badan ~~ di semfila finghngan pemhh yang baacia di 

bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi. 

f saran 

Atas dasar penarikan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat 

tlik-adalah; 

1. Dalam kekuasaan kehakiman perlu dilakukan amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 agar kmenangan yang ada pada iembaga 

Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji Undang-undang tetapi 

kewemmgmmya termbut diperluas untuk d e  pengujian terhadap 

peraturan daerah, dan bukan kewenangan pengujian peraturan perundang- 

mdangan d i b a d  mdang-undang tertladap mdang-mdang d i k h n  

kepada Mahkamah Agung apalagi kewenangan tersebut bersifat 

dddegasikan kepada pembentuk u m b g - e  untub menambmya 

sendiri, agar kewenangan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan 

hidup dm matinya warp negara Bisa terkcmenhasi. 



2. Kewenangan Komisi Yudisid buban hanya sekdar meagawasi $etapi 

perlu adanya tindakan-tindakan hukum untuk menindak tegas para hakirn 

d&emua h p g a n  agar bisa mcipta peradilan yang bersih dan 

berwibawa. 
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